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BAB |

DESKRIPSI PROGRES KESIAPAN LAHAN,
HUNIAN, DAN INFRASTRUKTUR
HUNTAP KAWASAN DUYU
1.1. Ruang Lingkup

Pada tanggal 28 September 2018 bencana gempa, tsunami dan likuifaksi melanda wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menjadi kawasan
terdampak bencana. Masa tanggap darurat berakhir tanggal 26 Oktober 2018, dilanjutkan masa
transisi darurat menuju ke pemulihan sampai dengan April 2019. Pada 28 November 2018 terbit
Instruksi Presiden (INPRES) No. 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak
Lainnya. Selanjutnya, penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Rrovinsi Sulawesi Tengah
telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.Faseni ditetapkan herdasarkan Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah No. 369/192/BRPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Masa Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa,BumipIsunamidan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi
Tengah.

Gubernur Provinsi Sulawesl Tengah pada tanggal 12 April 2019 menetapkan Peraturan
Gubernur No. 10 Tahun 2029 Tentang Rencana\,Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa.

Pergub ini menjadi pedeman perumusan-kebijakanydan pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah
Provinsi, pemerintah daerahhkabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan dalam upaya
pemulihan dan“pembangunankembali“wilayah pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
Agenda rehabilitask @an rekonstruksi salah satunya adalah merelokasi permukiman warga
terdampak bencana (WTB) ke amilayah yang lebih aman. Penentuan wilayah tujuan relokasi
permukiman skala kawasan merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah No.
369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018, tertanggal 28 Desember 2018 Tentang Penetapan Lokasi Tanah
Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Sulawesi Tengah (lampiran 1.b). Surat keputusan ini
menetapkan lokasi yang akan digunakan untuk penyediaan hunian tetap, ruang terbuka hijau
sarana dan prasaranan umum serta perkantoran. Salah satu lokasi yang ditetapkan untuk Kota Palu
berada di Kecamatan Tatanga, Kelurahan Duyu untuk pembangunan Kawasan Hunian Tetap

Duyu.


https://drive.google.com/file/d/1YQkvb8zCqFFRHIgvsZmxVHM1Er6GQA2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JBv-_Q8CtG_BGYHkKnDhEDFyt6rrZFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JBv-_Q8CtG_BGYHkKnDhEDFyt6rrZFl/view?usp=sharing

Penetapan warga terdampak bencana merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi
Tengah No. 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana
(lampiran 1.a). Pada Diktum Kedua SK Keberhakan ini menyebutkan kriterian korban bencana
yang mendapatkan hunian tetap. Berdasarkan kriteria tersebut, secara khusus di Kota Palu
identifikasi warga terdampak bencana dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga data terpusat di Kota Palu. Wali
Kota Palu melalui SK No. 360/673/BPBD/2020 Tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap
Program Kawasan Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu
(lampiran 1.c). Program hunian kawasan di Kota Palu adalé@h hunian tetap Kawasan Tondo | & 11,
Talise dan Huntap Kawasan Duyu di Kelurahan DuyudKecamatan Tatanga.

Pada proses penyiapan rencana aksi pemipdahan warga yang,akan menghuni huntap, maka
perlu dilakukan penyusunan Dokumen Ren€ana Aksi Pemindahan =, Relocation Action Plan
(RAP), dokumen ini menjadi satu kesatuan dengan dokumen pengadaan tanah - Land Acquisiton
Plan (LAP) dan dokumen Upaya Pengelelaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
Dokumen Rencana Aksi Pemindahan (RAP) secara garis besar memuat tentang progres kesiapan
hunian, profil warga terdampak. bencana, kajian kebijakan damyprinsip relokasi, kajian sosial
ekonomi dan rencana aksi pemindahan serta‘rencana aksrpemulihan kembali setelah tinggal di
lokasi hunian tetap. Lingkup kegiatanyang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana
Aksi Pemindahan (RAP),mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan finalisastdata wargayterdampak bencana (WTB)
Sosialisasi dan rembuk warga terdampak bencana (WTB)
Kajian sosial,'ekonomi wargaterdampak bencana (WTB)
Kajian dan rembuk dengan/&Komunitas Setempat

Kajian kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain

o g ~ wDn

Jadwal dan tahapan kegiatan pemindahan dan rencana aksi pemulihan warga terdampak
bencana di hunian tetap (huntap).



Gambar 1. Bagan Lingkup Tahapan RAP

SK WTB Penghuni Huntap

N - Refleksi bencana

- RISHA dan Pengenalan
Huntap

J - Pembentukan Pokmas
J - Sensus Sosial Ekonomi

Sosialisasi

Kajian Kebijakan & Prinsip

Relokasi Pemda

[ Survei Sosial Ekonomi ] / \
e Rembug Pembentukan Pokmas.

Rembug Kajian Sosek dan
rencana pemulihan kehidupan

Rembug Penentuan Blok dan
Persil serta rencana pemindahan.
Rembug Komunitas Setempat
Rembug rencana Pengembangan
Rumah, Operasional
maintenance, dan Livelihood /

Rembug Pokmas

4

Rembug Hasil Sensus & Aspirasi

WTB

Rembug Masyarakat
Setempat

Wawancara mendalam &

diskusi terfokus

N /
4 N

Diskusi dan Workhsop di
Kelurahan dan UPTD
Kecamatan

.

Tahapan Kegiatan
Pemindahan

TAHAP | TAHAP Il
|

[ Tahapan Pemulihan ]




1.2.  Deskripsi Singkat Proyek

Instruksi Presiden No. 10/2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya menjadi
dasar pembagian wewenang dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah menggunakan prinsip Build Back Better -
membangun dengan lebih baik, menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat
diterima oleh masyarakat melalui proses sosial budaya, stamah lingkungan, dan berbasis
pengurangan risiko bencana sesuai dengan Pergub Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2019 Tentang
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa.

Kegiatan utama proyek adalah penyediaanthunian tetap, penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas umum (PSU) dan infrastruktur pemukiman bagi warga yang terdampak bencana. Kegiatan
pembangunan hunian tetap untuk skala kawasan dilaksanakan di Duyuy Tondo, Talise, dan
Pombewe (Kabupaten Sigi). Pembangunan huntap skala satelit dilaksanakan di Balaroa di Kota
Palu dan lokasi lain di Kabupaten Donggala dan Kabupaten'Sigi. Secara khusus di huntap kawasan
Duyu telah terbangun hupiangsebanyak 280 unit. Pembangunan skala kawasan dan Satelit
dilaksanakan secara kontraktual, wvarga terdampak Dbencana tidak dilibatkan dari awal
pembangunan infrastrukturiperumahan.

Warga terdampak. bencana mularterlibat dalam proses rembuk rencana aksi pemindahan
ke lokasi yang akan ditempati. Wargaiterdampakbencana yang telah berhak sesuai dengan syarat
keberhakan terlibat bersama melalui kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan rasa
kepemilikan dan memastikan keberlanjutan penghidupan warga setelah proses pemindahan.
Proses pembangunan secara kontraktual akan diintegrasikan dengan proses fasilitasi masyarakat
secara partisipatif dengan dukungan dari National Slum Upgrading Project (NSUP) — Contingency
Emergency Response Component (CERC) - yang akan membiayai tahapan dan proses rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah 2018 dalam penyediaan hunian tetap, prasarana
dan saranan utilitas umum dan infrastruktur permukiman di Sulawesi Tengah.

1.3.  Orientasi lokasi

Lokasi huntap kawasan terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu

Sulawesi Tengah sebagai salah satu lokasi huntap kawasan yang dibangun dalam proses

rehabilitasi dan rekonstruski pasca bencana. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga merupakan


http://kotaku.pu.go.id/files/Media/NSUP-CERC/200528-Indonesia-National-Slum-Upgrading-Project%20(P154782)-CERC-EROM-FINAL-UPDATE-8-April-2020.pdf

bagian dari Kota Palu yang mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut (BPS Kota Palu,
2020):

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Palu Barat

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Palu Selatan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Palu Barat

Kecamatan Tatanga terletak memanjang dari barat ke timur, terdiri dari 6 Kelurahan yaitu

Duyu, Pengawu, Palupi, Tavanjuka, Bayaoge, dan Nunu. Lokasi Huntap Duyu dapat diakses

dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Jarak terja yaitu Kelurahan Tavanjuka dan
Kelurahan Nunu. Jarak terdekat <1 km adalah uyu dan Kelurahan Pengawu.

Keberadaan lokasi Huntap Duyu dapat dilihat se di bawah ini:

LOKASI
HUNTAP
DUYU




Gambar 3. Topografi Lokasi Huntap Kelurahan Duyu
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Berdasarkan gambar 3, diketahui bahwa data topografi Kelurahan Duyu berada pada ketinggian
120 -190 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, gambar 4 menunjukkan bahwa lokasi Huntap

Duyu di Kelurahan Duyu memiliki kemiringan lereng 20 - 45% (Curam).

A

adalah Alur Alam; ah Bukit Doda; Tanda F adalah lokasi Huntap Satelit Balaroa;
Tanda G adalah arah ke [ ekat; Tanda H adalah arah ke kota 8 km; dan tanda | adalah
lokasi likuefaksi Balaroa.
1.4.  Rencana Infrastruktur Kawasan Huntap Duyu

Pada rencana pembangunan huntap kawasan Duyu, pemerintah telah menyiapkan
infrastruktur permukiman termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Infrastruktur yang
dikerjakan di Huntap Duyu adalah Landmark dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) I dan II, Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kolam retensi, jalan
utama kawasan, jalan lingkungan dan dinding penahan tanah (DPT) . Letak infrastuktur tersebut

dapat dilihat dengan jelas pada site plan di bawah ini:



Gambar 6. Site Plan Huntap Duyu.

| SITEPLAN HUNTAP KAWASAN DUYU KOTA PALU Kapasitas 230 unit, 14.1 Ha

Sumber: BPPW Sulawesi Tengah 2021 \
1.5  Status Kesiapa“

Gambar 7. Peta Lahan Huntap Duyu
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan lokasi pembangunan Huntap
Duyu melalui SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018
Tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi
Tengah tanggal 28 Desember 2018. Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa lokasi pembangunan
huntap untuk Kota Palu adalah seluas 560,90 ha, yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan yaitu: Tondo,
Talise, dan Duyu. Lahan Huntap Duyu ditetapkan seluas 79,30 ha berlokasi di Kelurahan Duyu
Kecamatan Tatanga. Lahan calon huntap di Kelurahan Duyu berada dalam status penguasaan Hak
Guna Bangunan (HGB) PT. Duta Dharma Bhakti. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019, PT.
Duta Dharma Bhakti telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Luas lahan Huntap Duyu yang dimanfaatkan sebagai permukiman seluas 36,3 ha, yang
berada pada zona kuning (ZRB-2). Hal ini sudah disepakati oleh ATR=BPN dan Bappenas. Pada
peta (gambar 7) yang sudah disepakati oleh tim panitia pengadaan tanah, tampak garis biru adalah
batas lokasi huntap berdasar pada PenlokaGubernur Sulawesi Tengah, garis kuning adalah batas
area lahan rencana lokasi Huntap Duyu, sesuai,arahan ‘Kanwil ATR-BPN Sulawesi Tengah.
Dengan luas lahan 36,3 ha damtepografi lahan yang berbukit, maka berdasarkan hasil perencanaan
yang telah dilakukan, lgkasi terselut dapat menampung 450wnit huntap dengan didukung oleh
infrastruktur permukiman“dan fasilitas umum.©Namun, terjadi perubahan luasan dikarenakan
adanya warga yang mengklaim-lahan dan‘membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya
sehingga hanya +14.1 hatyang bisa,digunakan untuk pembangunan huntap kawasan Duyu.
Kapasitas jumlahiumah hunian tetap yang,bisa dibangun di luasan lahan £14.1 ha sebanyak 230
unit dan ketersediaan lahan untukiprasarana sarana utilitas umum (PSU), infrastruktur serta ruang
terbuka hijau (RTH).

1.6 Rencana dan Progres Kesiapan Hunian Infrastruktur

Hunian tetap kawasan Duyu telah terbangun 230 unit rumah dengan lama waktu
pengerjaan 8 bulan. PT. Wijaya Karya Beton TBK adalah kontraktor yang menangani
pembangunan hunian tetap Duyu. Pembangunan Huntap Duyu mulai dilaksanakan pada tanggal 8
Januari 2020 dan ditargetkan selesai pada bulan Juni tahun 2020, namun karena pandemi Covid-
19, target tersebut tidak tercapai. Proses pembangunan huntap terhambat, bahkan sempat terhenti,
kemudian dilanjutkan hingga selesai pembangunan pada bulan September 2020 sebelum durasi
kontrak berakhir di 31 Desember 2020.



Tabel 1 Progres Pembangunan Hunian

JUMLAH | SISA
ITEM BLOK/UNIT
NO UNIT UNIT
PEKERJAAN
30 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 41 | 4K | 4L | 4M | 4N | 4l
1 | PONDASI 22 |14 | 9 |14 |14 |11 |14 |19 |15 | 5|14 |18 | 22 | 21 |18 230 0
INSTALASI
2 230 0
RIHSA 22 |14 | 9 |14 |14 |11 |14 |19 |15 | 5|14 |18 | 22 | 21 |18
3 | COR LANTAI 22 |14 | 9 |14 |14 |11 |14 |19 |15 | 5|14 |18 | 22 | 21 |18 230 0
PASANG
4 230 0
DINDING 22 |14 | 9 |14 |14 |11 |14 |19 | 15| 5| 14 |18 | 22 | 21 | 18
5 | RANGKA ATAP 22 |14 | 9 |14 |14 |11 |14 | 1941515 | 14 |18 | 22 | 21 | 18 230
6 | LISPLANG 22 |14 | 9 |14 |14 |11 |14 |49 |15 | 57 14 |18 | 22 | 21 | 18 230 0
PEMASANGAN
7 230 0
ATAP 22 |14 | 9 |14 |14 | 11 |14 p19 |15 | 5| 14 |18 22 | 21 | 18
8 | WC 22 |14 | 9 |14 |14 | 11 |14 |19, 15| 5 | 14 | 18} 22 | 21 | 18 230 0
9 | KUSEN 22 |14 | 9 |14 |14 | 1%, ) 14 | 19115 | 5| 14 |18 | 22 | 21 | 18 230 0
10 | PLAFON 22 |14 | 9 | 14 | 14 11 "14y 19 | 15(|5 | 14 |18 | 22 | 21 | 18 230 0
11 | PENGECETAN 22 |14 | 9 | 14 | 14 | 11 | 14 ["190. 15 | 5. h14 | 18 | 22 | 21 | 18 230 0
INSTALASI
12 230 0
LISTRIK 22 |14 N9, | 14 |14 | 11 |14 |19 |15 |5 |14 |18 | 22 | 21 | 18
13 | FINISHING 22 |14 | 94 14 | 444,11 | 14929 |15 | 5|14 |18 | 22 | 21 | 18 230 0

Status : Per tanggal 05 Februari 2021

Pengerjaan Infrastruktur dilakukan oleh™PT. Widya Rahmat Karya. Pengerjaan tersebut
dimulai pada 8“April 2020. Progres pembangunan infrastruktur sudah mencapai 91,47% (data
progres per 20 Februari,2021). Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11 sedang dalam proses penyelesaian,
beberapa ruas jalan telahidi,aspal/dan tiang-tiang listrik telah selesai terpasang dan lampu jalan di
permukiman sudah menyala‘pada malam hari. Pengerjaan infrastruktur dan penyediaan prasarana
sarana utilitas umum terus menerus dikejar hingga batas waktu kontrak kerja, 31 Mei 2021.

Progres fisik pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 8. Pembangunan Infrastruktur Huntap Duyu
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Gambar 9. Pembangunan Infrastruktur Huntap Duyu

KAWASAN HUNTAP DUYU Kapasitas 230 unit, 14.1 Ha
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Gambar 10. Pembangunan SPALD-T
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Tabel 2. Progres Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Infrastruktur Per 31 Maret 2021

NO ITEM PEKERJAAN UNIT PRC()O(/?);:\)ES TARGET KETERANGAN
1 Ruang Terbuka Hijau 1 95 Penanaman pohon, pembangunan gazebo,
(RTH) Pemasangan Lampu Penerangan taman
2 | Taman 2 taman sudah selesai, 1 masih dikerjakan
3 | Reservoir 1 Pekerjaan Finisihing
4 | IPAL Pekerjaan Finishing
5 | Hanggar Persampahan Pekerjaan Finishing
6 | Kolam Retensi Februari 2021 Pekerjaan Finishing
7 | Jalan Utama Mei 2021 Sudah Selesai
8 | Jalan Lingkungan Mei 2021 Masih menunggu selesainya pekerjaan Pipa

SPALD-T
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Tabel 3. Progres Air Bersih, SPALD-T dan Dinding Penahan Tanah per 25 Maret 2021

PROGRES AIR BERSIH HUNIAN TETAP KAWASAN DUYU

NO ITEM PEKERJAAN BLANFUNIT JUMLAH | SISA
30 |4A | 4B |4AC | 4D | 4E |AF [AG |4H | 41 | 4K |4L | 4M | 4N |40 | UNIT UNIT
1 PEMASANGAN METERAN AIR 16|14 | 9 |14 14|90 9 "B/ 15|5|14 12| 5 | 1| 2 146 84
PROGRES SPAL D-T HUNIAN TETAP KAWASAN DUYU
NO ITEM PEKERJAAN RFOK/UNIT JUMLAH SINSrAr
30 | 4A | 4B 1 4C 14D | 4E | 404G | 4H | 41 | 4K | 4L | 4M | 4N |40 | UNIT
1 | INSTALASI PIPA SR 22 1143 | 9 |14 131100, 9 |19,/ 13 | 5|14 |12 |21 | 19| 18 208 22
PROGRES DINDING PENAHAN TANAH HUNIAN TETAP KAWASAN DUYU
BLOK/UNIT
NO ITEM PEKERJAAN JUMLAH | SISA
30 M4A | 4By AC | ADV4E | 4F | 4G | 4H | 41 | 4K | 4L | 4M | 4N | 40 | UNIT UNIT
1 | DINDING PENAHAN TANAH 0 |13h8 [12) 13|11 /13|19|15|5|13|16|22 |21 | 18 199 31
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BAB Il

IDENTIFIKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA (WTB)
CALON PENGHUNI HUNTAP KAWASAN DUYU

2.1. ldentifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB)

Identifikasi penyintas korban bencana alam dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Palu. Pendataan dan verifikasi warga terdampak bencana (WTB) dilakukan berjenjang dari
tingkat RT - RW kemudian diinput oleh aparat pemerintah kelurahan. Uji publik dan penetapan
usulan calon warga terdampak bencana dituangkan dalam berita acara pendataan calon
penerima huntap kawasan BPBD Kota Palu No, 360/104¢109/BPBD/2020 tertanggal 26 Juni
2020. Calon penerima bantuan huntap telah melalui prosesvalidasi data dan verifikasi lapangan
sebagai penerima bantuan hunian tetap. Hasilddari proses identifikasi WTB oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)f Kota Palu menjadi® rujukan penetapan calon
peneriman bantuan huntap dalam Surat Keputusan, Wali Keta Palu Provinsi Sulawesi Tengah

No. 360/673/BPBD/2020 Tentang €alen Penerima ‘Bantuan Hunian Tetap“Program Kawasan

Korban Bencana Alam Gempa Bumi, \I'sunami, dan Cikuifaksi di Kota Palu tertanggal 25
Agustus 2020. Dalam surat_keputusan 1tu, telah“dilampirkan sebanyak 327 kepala keluarga
sebagai calon penerima Huntap. Duyu. Dalam surat keputusan Diktum KETIGA disebukan
Apabila ditemukan bahwa,data dan informasi yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan
persyaratan sebagaipcalon penerima bantuan huntap, maka hak yang diberikan kepada yang

bersangkutan bisa dicabutdan dibatalkan.

2.2. Kiriteria Kelayakan

Kriteria kelayakan calon penghuni hunian tetap/relokasi ditetapkan oleh Gubernur
Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Januari 2019 mengeluarkan
Surat Keputusan No. 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban
Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah 2018 (lampiran
1.a). Langkah Gubernur untuk percepatan pemulihan kondisi masyarakat korban bencana
dengan menetapkan kriteria untuk menjadi dasar dan panduan bagi pemerintah pusat dan
daerah dalam upaya memenuhi hak korban bencana. Kriteria keberhakan korban bencana
dirincikan secara detail menyangkut pemberian santunan untuk korban meninggal, pemberian
dana stimulan dan jaminan hidup, pembangunan hunian sementara dan pembangunan hunian

tetap. Kriteria korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah
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yang mendapatkan hunian tetap termaktub dalam Diktum KEDUA SK Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Tsunami,
Likuifaksi, dan Jalur Patahan Sesar Palu Koro (Zona Rawan Bencana), yang terdaftar
dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan Surat
kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;

b. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
disediakan oleh Pemerintah/ atau Donatur yang tidak mengikat;

c. Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus mengacu pada Master Plan
penataan kawasan dan rencana tapak (site plan) oleh pemerintah dan/ atau Pemerintah
Daerah setempat;

d. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah warga pemilik rumah atau
ahli waris yang sah, dengan ketentuafl setiap rumah hanya‘mendapatkan 1 (satu) Unit
Hunian Tetap; dan

e. Masyarakat yang tidak bersedia,masuk dalamangunan Rumah Hunian Tetap, akan
dibangunkan Rumah Hunian< Tetaphdiatas tanahy, milik warga yang bersangkutan
sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

Kriteria di point (d) ménegaskan bahwa wargapemilikirumah terdampak bencana tidak dan
atau belum pernah menerima bantuan dana stimulan dan hunian tetap dari pemerintah maupun
lembaga non pemerintah.

Kiiteria keberhakan,Gubernur Sulawesi Tengah menjadi dasar, rujukan dan persyaratan
untuk identifikasi, validasi, verifikasi'dan finalisasi calon penerima bantuan huntap baik bagi
Pemerintah Daeralhymaupun Kementerian dan Lembaga. Dalam SK Wali Kota Palu Tentang
penetapan calon penghuni huntap No. 360/673/BPBD/2020, di dokumen tersebut tidak secara
tegas memasukkan SK keberhakan Gubernur sebagai dasar acuan penentuan kelayakan warga
terdampak bencana. Namun, dalam point Memutuskan Diktum Ketiga disebutkan; Apabila
ditemukan data dan informasi yang diberikan, ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagai
calon penerima bantuan Huntap pada skema relokasi kawasan, maka hak yang telah diberikan
kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan
dibatalkan.

2.3. ldentifikasi Awal dan Verifikasi WTB terhadap Ketersediaan Huntap
Identifikasi awal warga terdampak bencana pemerintah Kota Palu dilakukan secara

bertahap dan berjenjang. Aparat kelurahan melalui RT dan RW melakukan sosialisasi awal
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terkait dengan kriteria dan keberhakan warga terdampak bencana. Warga mendaftarkan diri
melalui RT atau langsung ke kantor kelurahan. Aparat Pemerintahan di Kelurahan membantu
pengurusan kelengkapan dokumen warga terdampak bencana yang mungkin hilang sewaktu
bencana terjadi. Input kelengkapan data calon penerima hunian tetap dan penerima Dana
Stimulan dilakukan di kantor kelurahan. Data calon penghuni Hunian Tetap dan Dana Stimulan
dari aparat kelurahan diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palu.
Setelah data terinput, verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria keberhakan, data rumah
terdampak bencana dilakukan BPBD Kota Palu bersama dengan tim fasilitator. Tim fasilitator
selain mengumpulkan bukti keberhakan juga mengambil titik koordinat lokasi rumah
terdampak untuk menunjukkan letak lokasi rumah terdampak bencana. Data warga terdampak
bencana yang sudah teridentifikasi, kemudian dilakukansuji publik di tingkat kelurahan,
sebelum ditetapkan sebagai calon penerima oleh®Wali Kota. Proses uji publik menjadi upaya
pemerintah Kota Palu untuk mendapatkan gnasukan dari masyarakat agar penerima hunian
tetap memenuhi kriteria keberhakan sesuai dengan SKaGubernur.“Setelah mendapatkan
masukan, tambahan informasi dan ddentifikasi tambahan warga yang kemungkinan terlewat
dari masyarakat, kemudian data difinalkanadi BPBD." Selanjutnya data warga terdampak
bencana diajukan ke Wali Kota Palu agar, mendapatkan SuratyKeputusan penetapan sebagai
calon penerima dana stimulan ataucalon penerimia relokasishunian tetap.

Data calon peneriman hunian tetap kawasan Kota Palu, yakni Kawasan Tondo, Talise
dan Duyu telahsditetapkan padadanggal 25 Agustus 2020 melalui SK Wali Kota Palu Nomor
360/673/BPBD/2020 Tentang Calen PenertmapBantuan Hunian Tetap Program Kawasan
Korban Beneaha Alam Gempa,Bumi; Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu. Tahap finalisasi
data WTB diperlukan untuk mendapatkan akurasi sesuai kriteria keberhakan mengingat ada
jeda waktu yang cukuppanjang (1 tahun 10 bulan) antara peristiwa bencana dan penetapan SK
WTB. Penetapan SK menujd ke proses penghunian di hunian tetap membutuhkan waktu 6
bulan. Pada masa tunggu selama 2 tahun 4 bulan ini, sikap dan pilihan warga terdampak
bencana berubah-ubah, terkait ketersediaan bantuan huntap dari pemerintah maupun
pembangunan hunian tetap dari pihak lain.

Proses finalisasi data warga terdampak bencana dilakukan oleh BPBD bekerja sama
dengan Fasilitator dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah
Kementerian PUPR untuk pendampingan pembangunan hunian tetap. Finalisasi dilakukan
dengan dua cara yaitu sanding data dan memastikan kelengkapan data WTB dengan proses
wawancara. Pertama proses sanding data, Data penerima huntap disandingkan dengan

penerima huntap yang berasal dari bantuan non pemerintah dan penerima bantuan stimulan.
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Data ganda bisa terjadi, karena bisa jadi warga terdampak bencana memasukkan datanya di
dana stimulan dan bantuan rumah berbeda No KTP, namun masih dalam satu kartu keluarga
yang sama. Kedua, BPD memanggil calon penerima huntap dari proses sanding data untuk
dilakukan pengecekan keberhakan dengan data-data yang dimiliki. Pengecekan alas hak
maupun titik lokasi rumah terdampak bencana dilakukan dengan pengecekan titik koordinat
overlay dengan zonasi dengan data peta citra satelit. Dari proses sanding data, terjadi perubahan
data calon penerima huntap. Perubahan data disebabkan; 1). Warga terdampak bencana
mengundurkan diri dari calon penerima huntap, 2) bagi warga terdampak bencana yang berada
di luar zona merah rawan bencana, yang semula memilih huntap ada berpindah untuk
mendapatkan bantuan stimulan, sehingga sudah terdaftardi SK WTB Stimulan, 3) WTB yang
sudah memilih/terdaftar sebagai penerima hunian tétap yang dibangunkan oleh pihak non
pemerintah (NGO/LSM/Donor).

Proses finalisasi membutuhkan kejdjuran dan keterbukaan, dari warga terdampak
bencana. Finalisasi data 327 KK dari SK Wali, Kota awalnya didapatkan 230 KK yang
memenuhi keberhakan dari SK Guberaur namun terjadi perubahan data™WTB. Kronologis
kejadian sebagai berikut:

1. Pada tahap pengajuan SK Penghunian ditemukan 2 warga a.n. Andi Marham dan Hj.
Mutmainah yang telah mendapatkan huntap bantuan,dari donor lain. Hal ini membuat
SK Penghunian ditetapkan 228 WTB.

2. Pasca_ SKePenghunian diterbitkanpterdapat satu orang WTB a.n. Lasaka (suami) yang
namanya ada dalam, daftar Kartu Keluraga a.n Patang (istri) yang namanya tercantum
dalam SK Huntap Balaroa. Atas nama Lasaka, Patang membuat surat pernyataan
mengundurkan diri darl Huntap Duyu dan lebih memilih Huntap Balaroa. Sehingga
dikeluarkan darindaftar WTB Huntap Duyu.

3. Satu orang WTB: atas nama Nurbia mengajukan surat pengunduran diri karena
memasukkan data aset terdampak milik saudaranya yang diaku miliknya. Ketika
saudaranya mengetahui rumah tersebut yang diajukan, dan saudaranya sudah menerima
stimulan, maka Nurbia mengundurkan diri.

4. Satu orang WTB atas nama Hartini terjadi kesalahan tulis di SK Calon muncul nama
Hartiwi dan Hartini dengan NIK yang berbeda namun memiliki aset terdampak di
alamat yang sama. Di SK Penghunian nama tersebut masih muncul dua nama, akhirnya
ditetapkan satu orang atas nama Hartini.

Jumlah warga yang berhak mendapatkan hunin tetap Duyu sejumlah 225 warga terdampak
bencana. Sesuai jumlah unit hunian yang terbangun sebanyak 230 unit rumah, maka ada
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kekurangan 5 orang penghuni di kawasan Huntap Duyu. Penghuni pengganti/tambahan
menurut BPBD Kota Palu akan diterbitkan SK Penghunian tambahan direncanakan pada bulan
Mei 2021.

Tabel 2. Finalisasi Data WTB

\[e} Keterangan Jumlah WTB

1 Data WTB calon penghuni huntap kawasan 397
" | Duyu berdasarkan SK Wali Kota Palu
2. | Data Final WTB calon penerima Huntap Duyu 230
3 | WTB mendapatkan Huntap Donor lain 2
4 | SK Penghunian 228
5 | Kesalahan penulisan dobel nama di SK 1
6 | Penghuni mundur dan memilih Huntap 2
7 | WTB yang berhak menghuni 225
8 | Jumlah ketersediaan Hunian tetap 230
9 Kekurangan WTB (rencana SK ahan di
bulan Mei 2021)

Sumber: Data BPBD Kota Palu per.4 April 20

Gambar 11. Bagan s FinalisasiData WTB Duyu

Bencana Sulawesi Tengah
28 september 2018

SK WTB Wali Kota Palu /F' lisasi Dat
®rinalisasl Data

eldentifikasi dan 25 Agustus 2020 « Sanding Data WTB
pengumpulan data di . .
Kelurahan *SK WTB Stimulan Cek lokasi ZRB

*Rekonfirmasi BPBD ke
WTB

eLembar kesediaan

eBerita acara Pendataan
BPBD

oSK WTB Huntap
Kawasan/Satelit

oSK WTB Huntap yang

dibangun oleh pihak Non Data Final Calon Penghuni
pemerintah Huntap Kawasan Duyu
\ Data Warga & Rumah \_ _J SK Penghunian Huntap

Terdampak Bencana

\_

2.4. Pelaksanaan Sensus Sosial-Ekonomi Calon Penghuni Huntap

Duyu

Pelaksanaan sensus sosial ekonomi dilakukan terhadap 225 kepala keluarga calon
penghuni Huntap Duyu. Sensus sosial ekonomi dilakukan untuk mendapatkan gambaran

mengenai profile data diri calon penghuni Huntap Duyu dan keluarga dan data rinci terkait
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keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sensus sosial ekonomi dilakukan dengan online
survai, mengingat adanya pandemi COVID19, sehingga tidak dimungkinkan mendatangi
tempat tinggal sementara calon penghuni Huntap Duyu. Pada proses sensus sosial ekonomi,
dari 225 kepala keluarga ada yang mampu mengisi secara daring dan sebagian mengisi secara
offline bersama fasilitator untuk membantu proses pengisian form sensus. Rumah sebagai aset
terdampak calon penghuni Huntap Duyu tersebar di 12 kelurahan di wilayah Kota Palu.
Rincian jumlah warga terdampak bencana menurut asal kelurahan tergambar dalam peta di

bawah ini;

Gambar 12. Peta Asal Kelurahan WTB Calon Penghuni Huntap Kawasan Duyu

T

':!' ]
&

Dari proses sensus sosial ekonomi kepada 225 kepala keluarga calon penghuni Huntap
Duyu didapatkan data bahwadotal jiwa yang akan menghuni Huntap Duyu sebanyak 798 jiwa.
Variabel utama yang dijelaskan dalam sensus ini adalah nama kepala keluarga, nomor SK
warga terdampak bencana, jumlah anggota keluarga yang akan menghunin hunian tetap,
jumlah anggota keluarga yang masuk kelompok rentan, mata pencaharian, pendapatan saat ini,
mata pencaharian di hunian tetap, jarak dari huntara ke huntap, jumlah anak sekolah, dan
rencana sekolah di huntap. Kelompok rentan dalam survai ini membagi dua hal yaitu lansia
yang berusia lebih dari 60 tahun, difabel yang memiliki disabilitas mental, sensori dan fisik,
dan memiliki penyakit menahun seperti stroke. Variabel mata pencaharian untuk mendapatkan
informasi mengenai perpindahan pekerjaan. Variabel rencana sekolah di huntap untuk

memastikan perpindahan anak sekolah ke lokasi hunian tetap.
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3.1

BAB 111
KAJIAN KEBIJAKAN DAN PRINSIP RELOKASI

Kajian Kebijakan

Ketentuan hukum yang relevan dengan pelaksanaan pemindahan dan prinsip relokasi

merujuk pada peraturan dan kebijakan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Kebijakan Relokasi.

No \ Ketentuan dan Hukum Tentang
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
1. | Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2018. Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tenagh
dan Wilayah Terdampak Lainnya.
2. Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi,
Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Sosial dan Budaya!
3. | Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4, Undang_undang No. 14 Tahun 2008 KeterbUkaan |nf0I’maSi PUbIlk
5. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum “dan, | Penyelenggaraan Layananan Informasi Publik.
Perumahan Rakyat Republik IndonesiaiNo.
15 Tahun 2020
6. Perda Kota Palu No. @ Tahun 2044 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu 2010-
' 2030
7. | Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana
Surat  Keputtisany, Guberaurt "Stlawesi | Gampa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi
Tengah No. 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tengah Tahun 2018,
8. Peraturan Gub8iur No. 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
' Gempa
9 Memutuskan (DIKTUM 2):
' rat Keputusan Wah Kota Palu No. .
/Szugja IISELI;;S};O 19 Eil'ent:na R?a:can(; :Ifs? Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Rehallbilitasi dan ' Rekon?struksi Pasca Alam Menjadi Pedoman Bagi Pemerintah Pusat,
Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Palu dan Pihak-
e \ Pihak Lain yang Terlibat dalam Kegiatan Rehabilitasi
Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020. dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Tahun 2018.
10. X
Surat Keputusan Wali Kota Palu No: Z?all(\a/lneg:;lttlij?aﬂu(r?;:;?a'\;t?lah melalui proses validasi
gggﬁ?ﬁf;iﬁﬁ?ﬁ&uniatr?n';['aert]gp Prfg??rg data dan verifikasi lapangan yang memenuhi Kkriteria
Kawasan Korban Bencana Alam Gempa penlt\e/zlmatbar:uang:i:?s.M 3):
Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu. * femu gs an ( ): i )
(Lampiran 1.¢) Apabila ditemukan bahwa data dan informasi yang
~ampran 2. diberikan, ternyata tidak sesuai dengan persyaratan
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sebagai calon penerima bantuan huntap, maka hak yang
telah diberikan kepada yang bersangkutan dicabut dan
dibatalkan.

11.

Surat Keputusan Walikota Palu Nomor:
360/398/BPBD/202. (Lampiran 1.e)

Penetapan Nama-Nama Penghuni Rumah Hunian Tetap
Kawasan Duyu di Kelurahan Duyu Korban Bencana
Alam Kota Palu tahun 2018.

3.2 Prinsip Relokasi

Prinsip-prinsip berikut akan menjadi acuan untuk pelaksanaan relokasi:

a.

Relokasi masyarakat sasaran dilaksanakan sebagai sebuah program pembangunan dengan
menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukang’proses pemulihan dengan lebih
baik di lokasi yang lebih aman;

Masyarakat sasaran yang direlokasi akan dibantu dalam upaya pemulihan penghidupan dan
standar hidup mereka baik secara langsung (melalui proyek®ini) maupun tidak langsung
(melalui program lain);

Pilihan rencana lokasi mempertimbangkan dengan cermat keberlanjutan penghidupan,
akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya ataualternatif, kohesi sosial, budaya dan
psikologis dari masyarakat yang akan direlokasi,dengan‘masyarakat lokal,

Penanganan relokasi‘akan‘mendahulukan kelompok palling rentan dari masyarakat sasaran
(yaitu pengungsi yangisaat ini menempati huntara serta tenda-tenda darurat), dan karenanya
prinsip-prinsip,dasar berikut harusdihormati:

« 4Relokasi harusydilakukan atas dasamsukarela yang dihasilkan dari konsensus dan
kemauan untuk pindah. Peningkatan kesadaran untuk bertempat tinggal di lokasi
yang“lebih aman dan penyedian fasilitas umum dan sosial seperti di lokasi
sebelumnyaiakan menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan proyek;

« Masyarakat yangddirelokasi harus dapat mengakses mata pencaharian mereka
sebelumnya atau mata pencaharian baru (dengan peningkatan kapasitas);

« Hunian tetap serta infrastruktur dasar permukiman yang disediakan harus dirancang
dan dibangun memenuhi standar bangunan yang berlaku untuk meminimalkan
risiko bencana di masa depan. Peningkatan kesadaran masyarakat dan
pengembangan kapasitas untuk pencegahan dan manajemen risiko bencana akan
menjadi bagian integral dari pendekatan proyek.

« Masyarakat sasaran diberikan akses kepada bantuan penunjang penghidupan yang

tersedia selama proses transisi serta dukungan pemulihan mata pencaharian jangka
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e.

panjang setelah relokasi. Risiko terkait mata pencaharian akan dipertimbangkan
secara hati-hati dengan cara partisipatif dalam pemilihan dan perencanaan lokasi
untuk memastikan bahwa risiko tersebut diminimalkan sekecil mungkin.
Proses relokasi akan dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.
Masyarakat sasaran juga memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dengan cara yang
diinformasikan sepenuhnya.

Pada proses relokasi, warga terdampak bencana menandatangani kesepakatan dengan

pemerintah Kota Palu. Surat peryataan tersebut berisi Hak dan Kewajiban WTB Penerima

Huntap Kawasan Duyu. Hak dan kewajiban warga terdampak bencana sebagai berikut :

1.

Setiap Warga Terdampak Bencana yang sudah sestal dengan Kriteria Keberhakan dan
ditetapkan di SK Penghunian Duyu, berhak mendapatkan hunian tetap berupa rumah
dengan dua kamar, berukuran 6x6 meter dan kamar mandi‘dipatas tanah seluas +150 m2.
Prasarana sarana utilitas umum seperti listrik 1.300 Watt, Sistem Pengelolaan Air Limbah
-Domestik Terpadu, TPST 3R dan infrastrukturlingkdngan.

WTB berhak mendapatkan BuktiHaksAtas Tanah (HAT) berupa Hak Milik dari Pemerintah
atas lahan dan bangunan huntap yang sudah,diserahkan. Penerbitan Sertipikat hak milik
akan menggunakan pregram,Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, tanah negara eks
HGU yang menjadi kewenangan ATR BPN Kota Palu sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Setiap Warga Terdampak Bencana yang ‘sudah memperolen hunian tetap berhak
menggunakan dan wajib merawat serta® menjaga psarana sarana utilitas umum,
insfrastruktur,fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang tersedia pada kawasan hunian tetap.
Segala biaya terkait dengan pemanfaatan psarana sarana utilitass umum fasilitas umum
akan ditentukan kemudian berdasarkan prosedur yang berlaku.

Setiap Warga Terdampak Bencana yang sudah memperoleh hunian tetap berhak untuk
menerima kunci rumah dan tinggal di rumah huntap tersebut tanpa adanya pungutan biaya
(berupa sewa) dari pihak manapun.

Setiap Warga Terdampak Bencana penerima huntap dilarang untuk menjual atau
mengalihkan hak rumah hunian tersebut kepada pihak lain setidaknya sampai 10 (sepuluh)
tahun setelah serah terima rumah.

Setiap Warga Terdampak Bencana penerima huntap wajib untuk merawat dan memelihara

rumah huntap beserta lingkungannya.
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7.

10.

Setiap Warga Terdampak Bencana penerima huntap wajib untuk menjaga ketertiban,
keamanan lingkungan, dan menjaga kerukunan antar sesama penghuni agar tercapai tujuan
hunian yang aman, nyaman dan tentram.

Setiap Warga Terdampak Bencana yang hendak melakukan pengembangan rumah hunian
tetap wajib berkonsultasi dengan tim fasilitator Hunian Tetap Dirjen Perumahan
Kementerian PUPR untuk membuat desain pengembangan agar tidak menimbulkan
kawasan permukiman yang kumuh dan sesuai dengan aturan yang berlaku (kaidah-kaidah
Rumah Tahan Gempa).

Setiap Warga Terdampak Bencana penerima huntap wajib untuk membentuk kelompok dan

ikut serta dalam pengelolaan dan memelihara sar n prasarana dalam lingkungan

huntap. dan pembentukan kelembagaan masyar kan ditentukan kemudian.

Setiap Warga Terdampak Bencana yang elurahan Duyu dan sudah
menempati hunian tetap wajib untuk dokumen administrasi

kependudukan sesuai dengan lokasi huntap.
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BAB IV

KAJIAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA
CALON PENGHUNI HUNTAP DUYU.

Kajian sosial ekonomi WTB bertujuan untuk mendeskripsikan profil calon penghuni
dan keadaan sosial ekonomi calon penghuni pasca bencana. Output yang diharapkan adalah
tersaji data sosial ekonomi dasar (termasuk budaya dan kependudukan) calon penghuni dan
menjadi informasi dasar terkait rencana aksi pemulihan penghidupan pasca relokasi. Metode
yang digunakan dalam proses pengumpulan data kajian sosial ekonomi dan budaya adalah:

a. Kuesioner.

Kuesioner memuat pertanyaan mengenai data diriydan keluarga, kondisi ekonomi,
pendidikan dan sosial budaya. Mengingat pelaksanaan survelsosial ekonomi saat pandemi
covid-19, maka kuesioner dibuat dalam tautanfform survai online. Tautan menggunakan google
form tersebut disebarkan kepada 225 KK calonpenghuni yang tersebardnd2 Kelurahan melalui
whatsapp grup pokmas yang sudah, dibentuk sebelumnya untuk proses sosialisasi dan
pengorganisasian. Pada proses surval warga,ada yang mampu mengisi form survai online
secara mandiri dan ada yang harus dibantu oleh-fasilitator ‘karena tidak memiliki handphone
android atau belum memahamtcara pengisian forn survaienline. Fasilitator bertemu langsung
dengan calon penghuni‘dan membantu pengisian google form.

b. Wawancara,Mendalam:

Wawancara mendalam ‘dilakukan untuk, mendalami profil calon penghuni Huntap
Duyu. Wawaneara untuk mendalami informasi dari hasil sensus sosial ekonomi dilakukan
dengan wawancara menggunakan telephon ataupun jejaring media sosial. Wawancara
mendalam dengan anggota keluarga calon penghuni huntap yang masuk dalam kategori
kelompok rentan (lansia;. difabel dan memiliki penyakit menahun seperti stroke) dilakukan
dengan mendatangi ke hunian'sementara yang bersangkutan. Informasi yang dibutuhkan terkait
rencana pemindahan, kebutuhan dan aspirasi kelompok rentan untuk melanjutkan kehidupan
di Huntap Duyu. Selain kelompok rentan, wawancara mendalam juga dilakukan kepada kepala
sekolah di sekitar Huntap Duyu dan Kepala UPT Puskesmas Sangurara Duyu yang akan
memberikan pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan bagi warga calon penghuni Huntap
Duyu. Informasi yang ingin didapatkan terkait dengan isu kebijakan layanan pendidikan dan
kesehatan, akses dan ketersedian meliputi daya tampung, ketersedian tenaga, ruang, dan
fasilitas layanan serta proses-proses administratif yang harus disiapkan calon penghuni untuk

perpindahan bantuan dari pemerintah.
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C. Diskusi terfokus tematik pendidikan, ekonomi dan masyarakat setempat
Diskusi terfokus tematik pendidikan dilakukan dengan memilih calon penghuni Huntap

Duyu kategori orang tua yang ingin memindahkan anaknya ke sekolah dekat lokasi huntap dan

orang tua yang memiliki anak yang ke sekolah berjalan kaki. Informasi yang dibutuhkan adalah

rencana dan aspirasi kebutuhan orang tua dan anak terkait mekanisme perpindahan sekolah
anak, beasiswa, penggunaan transportasi, pendidikan agama dan sebagainya. Diskusi tematik
ekonomi dilakukan kepada WTB yang memiliki karakter pekerjaan yang akan berubah dan
terdampak ketika akan pindah ke Huntap Duyu. Informasi yang didalami untuk mengetahui
rencana dan aspirasi WTB dalam proses penghidupan setelah tinggal di huntap. Diskusi
terfokus juga dilakukan dengan aparat pemerintah kelurahan, tokoh masyararakat, tokoh adat,

tokoh agama, pengurus LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan ketua RT dan RW di

Kelurahan Duyu. Diskusi ini ingin menjaring aspirasi masyarakat, setempat.

d. Workshop antara ketua Pokmas calonggenghuni Huntap DuyusPemerintahan Kelurahan
Duyu, Pemeirntah Kecamatan Tatanganydan UPRIE Pendidikan, dan Kesehatan di
Kecamatan Tatangan Kota Raltx
Workhsop bersama ini sebagal momentum presentasi hasil kajian sementara dari olah

data F1 yang dikumpulkan di awal pendaftaran WTBgy.survai'sgsial ekonomi WTB, wawancara

mendalam dan diskusitérfokus dan,penyerapan aspirasi dalam proses pemindahan warga calon
penghuni Huntap Duyu. Workshop huntap kawasan Duyu ini mempertemukan perwakilan
pengurus pokmassealon penghuni Huntap, Duyu dengan Camat Kecamatan Tatanga, Lurah

Duyu, Ketua Lembaga“Adat Kelurahan Duyu,sokoh agama Duyu, Ketua LPM Kelurahan

Duyu, UPTD Pendidikan Willll Palu Selatan — Tatanga, UPT. Puskesmas Sangurara, kader

kesehatan dari warga Kelurahan Duyu dan kader dari perwakilan WTB calon penghuni Duyu.

Proses workshop ini"menjadi ruang konsultasi dan proses membangun kesepakatan bersama

terkait pelayanan kesehatanypendidikan, administrasi kependudukan, adat-istiadat komunitas

setempat dengan pengurus pokmas yang akan menempati Huntap Duyu.

4.1. Kajian/Pemetaan Awal Karakteristik Sosial-Ekonomi Calon Penghuni.

Sebaran asal WTB. Warga terdampak bencana yang akan tinggal di huntap kawasan Duyu
berasal dari 12 kelurahan. Terdapat 1 kepala keluarga yang secara administratif tercatat di Desa
Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi namun memiliki rumah terdampak bencana di
jalan Malonda Silae Kota Palu. Calon penghuni huntap kawasan Duyu berjumlah 225 kepala
keluarga terdiri dari 176 kepala keluarga laki-laki dan 49 perempuan kepala keluarga.
Berdasarkan sensus dan penyisiran data formulir pengajuan warga untuk mendapatkan huntap
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didapatkan data, total jumah jiwa yang akan menghuni huntap kawasan Duyu sebanyak 798

jiwa terdiri dari 407 laki-laki dan 391 perempuan.

Tabel 4. Asal kelurahan dan Jumlah Anggota Keluarga

Kelurahan Jml Anggota Keluarga
Asal Iml KK ‘ Laki-Laki Perempuan
1 | Balaroa 110 193 179
2 | Duyu 15 28 26
3 | Donggala Kodi 26 47 41
4 | Lere 14 25 29
5 | Palupi 21 40 47
6 | Petobo 12 25 23
7 | Pengawu 10 17 18
8 | Tavanjuka 2 8 3
9 | Silae 4 6 6
10 | Buluri 2 3 5
11 | Watusampu 8 14 11
12 | Baliase 1 1 3
JUMLAH 225 407 391
Jiwa 798

Sumber:‘Data diolahydari Form‘F1 dan Sensus Sosek 2021

Kategori usia. Karakteristik kategori usia dari data jumlah 798 jiwa calon penghuni Huntap

Duyu berdasarkan usia dapat dilihat di bawah ini:
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Gambar 13. Kategori Usia Calon Penghuni Huntap Duyu
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Sumber : Data Sensus 2020.

Dari data di atas menunjukka wa calon p ni Huntap Duyu
didominasi kelompok usia produktif (antara un). Jumlah ini mengindikasikan

Kelompok usia balita (0 perjumlah 6% atau 50 jiwa dan kelompok lanjut usia (lansia)

berjumlah 6% atau 50 jiwa. Kategori ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemenuhan
kebutuhan layanan kesehatan, sarana dan prasaranan infrastrutkur yang lebih ramah kepada
balita dan lansia sehingga diperlukan pendalaman aspirasi dan kebutuhannya melalui diskusi

terfokus dan wawancara mendalam.
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Gambar 14. Komposisi Kelompok Rentan Calon Penghuni
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Sumber : Data sensus 2020

Kelompok rentan. Dasar penentuan Kriteria rentan merujuk pada Pasal 5 (ayat 3)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa

setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat,rentandberhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih. Dalam kajian §osial _ekonomi di dokumen ini menempatkan kelompok

lansia sebagai kelompok rentan. Lansia adalah warga‘yang berusia di atas 60 tahun. Ada

sejumlah 28 warga calon_penghuni laki=laki dan“15swarga perempuan yang masuk kategori

lansia. Warga calongpenghuni<yang memilikiddisabilitasamental, sensori, fisik dan stroke

merupakan kelompok rentan, dan dideksripsikan,sebagai berikut:

i)

i)

Disabilitassfmental. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan
permasalahan yang berkaitan dengan,gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang
termanifestasidalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Hasil survey
sosial ekonomi menunjukkan terdapat 2 (dua) anggota keluarga mengalami gangguan
perilaku, seperti : tidak memperhatikan penampilannya, tidak mampu merawat diri, tidak
menjaga kerapian, tidak menjaga kebersihan dirinya.

Disabilitas sensorik. Berdasarkan definisi dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Netra
(PERTUNI) yang termasuk karakteristik penyandang disabilitas sensorik adalah :
disabilitas netra dan disabilitas wicara. Hasil survey social ekonomi menunjukkan ada 2
(dua) anggota keluarga yang mengalami disabilitas wicara yaitu kehilangan kemampuan
berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara.

Disabilitas fisik, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu

lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan
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untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, seperti amputasi dan lumpuh layu.
Berdasarkan hasil survey social ekonomi ada 5 (lima) anggota keluarga yang mengalami
amputasi dan lumpuh layu. Amputasi adalah seseorang yang mengalami putus bagian
tangan dan atau kaki. Sedangkan lumpuh layu adalah seseorang yang mengalami kelayuhan
atau kekauan organ fisik tangan dan atau kaki.

iv) Stroke adalah seseorang yang mengalami gangguan fungsi fisik karena penyakit stroke.
Berdasarkan hasil survey social ekonomi ada 4 (empat) anggota keluarga yang mengalami
stroke

Kondisi ekonomi. Terkait dengan kondisi ekonomi _calon penghuni huntap kawasan
Duyu, telah disajikan warga terdampak bencana hasil sensus sosial ekonomi yang menyajikan
data mata pencaharian dan pendapataan saat sensus dilakukankepada kepala keluarga. Merujuk
pada hasil sensus tersebut menunjukkan ada disparitas kondisi'ekenomi calon penghuni huntap
kawasan berdasarkan keragaman cara pemenuhan penghidupan danypendapatan setiap bulan.
Hal ini karena calon penghuni Huntap Duyu berasal dariwilayah perketaan yang heterogen
dari sisi pilihan dan ketersediaandpekerjaan. Warga' yang menggantungkan kepada mata
pencaharian on farm sebagai petani dan nelayan hanyasekitar 3,5%, selebihnya bergantung
kepada pekerjaan off farm.__Pegawai Negeri Sipilisebanyak 13%, wiraswasta sekitar 30%,
pedagang 14%, karyawan swasta 15 %, buruh 746%, iburumah tangga 8% namun dari jumlah
tersebut terdapat 38% ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan seperti jualan online,
pedagang makanangpburuh harian, dan‘mengandalkan pensiunan. Sekitar 9% dari total kepala
keluarga tidak memiliki'mata pencaharian, dansekitar 80% dari jumlah tersebut tidak memiliki
pekerjaan sampingan. Dari pesisi saat survai dilakukan, warga yang tidak memiliki pekerjaan,
ada sekitar 40% warga yang sebelumnya bencana memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta,
pedangan dan buruh® Bari total kepemilikan pekerjaan, pekerjaan yang berubah pekerjaan
setelah bencana hanya sekitar 19 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan
pekerjaan secara signifikan yang dialami warga setelah bencana terjadi.

Tingkat penghasilan kepala keluarga calon penghuni Huntap Duyu pasca bencana
gempa menunjukkan hampir 56% memiliki penghasilan antara 500.000-1.500.000 per bulan.
Kondisi penghasilan ini juga diperparah dengan adanya pandemic covid-19 saat survai
dilakukan. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp. 2.303.711,00 sementara
upah minimum Kota Palu Rp. 2.620.989,00. Berkaca dari UMP Sulawesi Tengah dan UMK
Palu tersebut menujukkan rata-rata kepala keluarga calon penghuni huntap berada dalam

kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kategori kepala keluarga yang memiliki
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penghasilan rendah ini rata-rata memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, buruh, petani, dan
nelayan.

Gambar 15. Persentase Penghasilan Calon Penghuni Huntap Duyu
berdasarkan Kepala Keluarga

Penghasilan
56%

140
o 120
%
S 100
2 w“ 26%
= 18%
[oX
2 60
&
= 40
5

20

Rp.500.000 - 1.500.000 Rp.1.500.000 - 2.400.000 > Rp.2.400.000

Sumber: Olahan data primer, 2020:

4.2.  Aspirasi Calon P untap
4.2.1. Aspirasi peng
indahan tempat tinggal menjadi salah satu
peluang un ; 3 ) baik dari sebelumnya. Tinggal ditempat
yang barujuga jadi pe : a untuk penyediaan kebutuhan sehari-hari warga
huntap. Namu i 3 i an perpindahan tempat tinggal, bagi 79% kepala
keluarga calon pe i ti pengaruhi perubahan pekerjaan yang dilakoni sebelumnya.
Perpindahan pekerjaa : li bagi pegawai negeri sipil, petani dan nelayan, hanya saja
ada perubahan di jarak te menuju ke tempat pekerjaan atau lahan pencarian. Dari 225
kepala keluarga hanya 21% atau 48 kk yang akan beralih pekerjaan setelah tinggal di Huntap
Duyu.

Perubahan mata pencaharian ini sangat terkait dengan konteks ragam pekerjaan yang
dimiliki, terutama pekerjaan-pekerjaan di sector informal perkotaan. Dari data yang didapatkan
menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai karyawan dari 36 KK yang akan berubah pekerjaan
sebanyak 15 orang (42%), rata-rata memilih berdagang dan wiraswasta. Sementara untuk

pekerjaan buruh dari 19 KK ada 5 KK (26%) yang akan pindah pekerjaan ke berdagang dan
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berternak. 38 kepala keluarga yang berpencaharian sebagai pedagang terdapat 8 keluarga yang
akan merubah jenis/ragam dagangannya dan membuka usaha di bidang jasa.

Perpindahan tempat tinggal bagi perempuan yang mengurus rumah tanga terutama
kepala keluarga perempuan untuk berusaha di bidang jasa seperti membuka butik, berdagang
dengan membuka kios campuran, makanan siap saji dan menyediakan pangkalan elpiji. Bagi
kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan perpindahan tempat tinggal mendorong
keinginan untuk membuka usaha berdagang di lokasi huntap. Di bawah ini dipaparkan
kepemilikan mata pencaharian warga, dan jumlah warga yang akan berubah mata pencaharian
serta persentase jumlah jiwa dari tiap-tiap perubahan mata wcaharian.

Tabel 5. Perubahan Mata Pencaharian setelah di Huntap

PNS 30 0 0
Karyawan 36 15 42

- Wiraswasta 77 11 14
- Pedagang 36 7 19
- Buruh 19 5 26
- Petani dan Nelayan 9 0 0
- Pensiunan PNS 5 1 20
- Mengurus Rumah Tangga (IRT) 10 7 70
3 2 67

225 49 21

Secara umum, aspirasi huni yang didapatkan dari proses sosialisasi dan rembuk

terkait pemulihan ekonomi ra lain:

1. Adanya ruang atau lokasi yang bisa digunakan untuk berdagang/berjualan di wilayah
huntap.

Diperbolehkan membangun warung/kios di depan hunian tetap.

Dukungan permodalan untuk membuka kios, usaha jasa dan wiraswasta.

Dukungan pelatihan untuk jenis-jenis usaha yang akan dilakukan.

Penguatan management keuangan terhadap usaha yang akan dijalankan

o g k~ w N

Adanya peran pengusaha sekitar huntap untuk membuka lapangan pekerjaan

(contohnya usaha keramik dan ternak ayam petelur)
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7. Rembug untuk menggali potensi masyarakat dan identifikasi mata pencaharian

disekitar huntap

8. Pembuatan kelompok usaha mikro kecil

9. Adanya tempat usaha yang lebih di prioritaskan di kelola oleh penghuni Huntap Duyu

10. Pembangunan objek wisata yang dapat membuka lapangan kerja baru

11. Dibuatnya warung sehat

Selain aspirasi secara umum yang diungkapkan oleh calon penghuni Huntap Duyu, dari

hasil survei dan wawancara mendalam secara khusus aspirasi warga berencana akan berubah

pekerjaannya setelah tinggal di huntap.

Tabel 6. Aspirasi pemulihan ekonomi pekerjaan berubah

Pedagang Campuran (Kios) / Kue Bantuan Modal Usaha

1]

2 Salon/ Barber Pelatihan dan Bantuan Modal Usaha
8% Usaha Depot Air Minum Bantuan Modal Usaha

4" Pangkalan Gas LPG Bantuan Modal Usaha

- Service Komputer Bantuan Modal Usaha dan Pelatihan
16 Butik Pakaian Bantuan Modal Usaha

B2 Jasa Meubel Bantuan Modal Usaha

8" Laundry Pakaian Bantuan Modal Usaha

Bantuan Modal Usaha dan

Peternak Ayam Bertelur Lapak/Tempat untuk Jualan

Sumpber: Olahan DataPrimer, 2021

Menilik dari berbagairaspirasi warga terdampak bencana untuk pengembangan

ekonomi warga beberapa potensi dan kendala yang bisa mendukung pengembangan ekonomi

warga di Huntap Duyuantara lain:

Menilik dari perputaran uang perbulan, jika 225 KK menghuni di Huntap Duyu, dengan
asumsi rata-rata pendapatan perbulan sekitar 300 juta rupiah, dan asusmi pengeluaran
sekitar 250 juta saja ada kemungkinan bahwa warga yang akan membuka kios
campuran dan berdagang makanan berpotensi mendatangkan keuntungan. Namun harus
dihitung margin dan kebutuhan harian setiap warga.

Lahan sesuai dengan penlok Huntap Duyu masih menyisakan luasan yang cukup besar
sehingga kemungkinan pemanfaatan untuk pengembangan ekonomi warga masih
terbuka lebar. Namun dibutuhkan aturan dan kemauan dari pemerintah untuk
memberikan ruang berusaha bagi warga. Misalnya untuk area peternakan,

pengembangan kios, warung atau pertokoan.
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- Eksplorasi pemanfaatan lokasi hunian tetap Duyu sebagai melting pot, tempat
berkumpul dan beraktifitas pagi ataupun malam dengan panorama Lembah Palu
potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata

- Terkait dengan permodalan, menghubungkan dengan lembaga keuangan semisal Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah menjadi peluang mendapatkan
modal bagi warga terdampak bencana untuk mengembangkan ekonominya. Namun
diperlukan upaya pendampingan untuk membuat bisnis plan yang benar dan potensi
usaha yang mampu mendatangkan keuntungan dan memunculkan kemampuan untuk
membayar.

- Potensi lain yang muncul dalam proses rembuk4dalam peningkatan ekonomi adalah
menjaringkan dengan beragam usaha yang ada di sekitar kawasan huntap, agar potensi
dan karakter hunian tetap Duyu muncul sébagai brandiimage khusus seperti kampung
anggur, kampung sehat dan lain sebagainya.

4.2.2. Aspirasi Aspek Sosial Calon Penghuni"Huntap Duayu

Aspirasi calon penghuni huntapadi aspek sosial meliputi bidang pendidikan terutama
menyangkut kelanjutan pendidikan bagi calompenghuniiyang memiliki anak sekolah, aspirasi
di bidang kesehatan, difabel dan lansia, mfrasturktunsosial yang, dapat dipakai bersama seperti
tempat ibadah, ruang pelayanan posyandu‘sertadaspirasi dalam proses penataan pemukiman
huntap seperti pembagian blok, pembagian persil hunian dan administrasi kewilayahan RT dan
RW dalam tataskelela, administrasi pemerintahan‘Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga.

Di hidang pendidikan dari data sensus-calon penghuni huntap Kawasan Duyu terdapat
211 anak yangysedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini hingga
Sekolah MenengahyAtas. Dari data anak Sekolah tersebut, terdapat 30 anak peserta didik yang
menyatakan akan pindah sekolah di lokasi sekolah yang lebih dekat dengan Huntap Duyu.

Rencana keberlanjutan pendidikan dapat dilihat gambar berikut:
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Gambar 16. Rencana Keberlangsungan Anak Sekolah

Status Anak Sekolah : Jenjang
Pendidikan

Tetap  Pindah

PAUD 20

200 181

150 84 13
100
N 20 35 10
. 3 42 6
TETAP PINDAH 181 30

Sumber: Olahan Data Primer, 2021
Dari data tersebut menunjukkan bahwa 869 n memindahkan sekolah
anaknya ke tempat yang lebih dekat dengan p Duyu. Ada beb pertimbangan orang

tua tidak memindahkan sekolah anaknya, yaitu;

berjalan kaki, b

sekolah anak.

dahulu ke rumah keluarga sebelum nanti dijemput orang tua setelah selesai jam kerja
(anak sekolah dasar)
5. tempat kerja orang tua yang dekat dengan sekolah asal anak.
6. Ketersediaan jurusan yang ditekuni anak sebelumnya, tidak tersedia di sekolah yang
dekat dengan Huntap Duyu
Terdapat 14% kepala keluarga calon penghuni Huntap Duyu yang ingin memindahkan
sekolah anaknya. Keinginan ini dipengaruhi oleh pertimbangan jarak dan akses ke lokasi

sekolah asal dari Huntap Duyu, rencana orang tua yang ingin berubah dan berpindah mata
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pencaharian di lokasi Huntap Duyu. Kelompok orang tua ini meminta Dinas Pendidikan Kota

Palu dan Pemerintah Kota Palu agar dapat:

1.

Memberikan kemudahan dalam proses perpindahan siswa dengan membebaskan biaya
perpindahan dan pendaftaran di sekolah yang baru,

Meminta tetap berlakunya beasiswa/bantuan pemerintah yang diterima peserta didik
dari sekolah asal ke sekolah tujuan.

Bagi warga yang memiliki anak sekolah dan belum mendapatkan bantuan/beasiswa
sekolah mengharapakan bisa difasilitasi untuk memperoleh bantuan seperti Kartu
Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan lain

Adanya pendidikan non formal berbasis agama di.sekitar huntap seperti tempat mengaji
bagi anak, dan ruang-ruang untuk meningkatkan pendidikan anak seperti perpustakaan,
dan akses internet.

Mendapatkan bantuan untuk keperluan pendidikan sepertialat-alat sekolah, seragam
sekolah dan perlengkapan sekolah.

Pendampingan bagi pesertaddidik agar tidak lagi trauma terhadapbencana dan bisa
menjalani kehidupan di tempat dan‘sekolah yang-baru.

Keberlanjutan penghidupan di lokasi relokasi salah satunya terkait dengan adanya

jaminan dan ketersediaan layanan Kesehatan yang mudah diakses oleh calon penghuni Huntap

Duyu. Aspirasi calon penghuni Huntap Duyu di bidang kesehatan yang diinput dari proses

sosialisasi dan+embuk kelompok antara lain:

1.

Preses pengurusaan, perpindahan faskespada jaminan kesehatan yang sudah dimiliki
dari pemerintah di Kartu Indonesia Sehat (K1S) dan Program Keluarga Harapan (PKH)
Ketersediaan, layanan Kesehatan ‘terutama untuk kesehatan ibu dan anak (KIA) dan
layanan kelahiran serta rawat jalan yang ada di lokasi terdekat dari Huntap Duyu
Ketersediaan ruang bersama untuk penyelenggaraan posyandu balita dan secara khusus
pelayanan posyandu untuk lansia

Keluarga yang memiliki anggota keluarga kategori kelompok rentan diwawancarai

mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai aspirasi mereka di hunian Duyu.

Wawancara ini hanya mengambil 8 (delapan) keluarga yang terdiri atas : 4 (empat) orang lansia,

3 (tiga) orang stroke, dan 1 (satu) orang disabilitas mental. Keterbatasan informan karena

wawancara dilakukan di masa pendemic covid-19 yang melarang melakukan pertemuan

dengan banyak orang apalagi terhadap kelompok rentan yang memiliki daya tahan tubuh

rendah sehingga rawan tertular virus covid-19. Dari hasil wawancara didapatkan kebutuhan

dan aspirasi anggota keluarga rentan sebagai berikut.
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i)

Pemeriksaan kesehatan rutin. Setiap bulan anggota keluarga lansia dan difabel harus
melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit, puskesmas, dan posyandu lansia.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan karena mereka harus mengkonsumsi obat untuk penyakit
mereka dan vitamin setiap harinya. Berdasarkan aspirasi kelompok rentan ini, maka dalam
workshop bersama UPT. Puskemas Sangurara Kelurahan Duyu dihasilkan kesepakatan
yaitu penambahan 1 (satu) Posyandu Lansia untuk huntap Kawasan Duyu dengan beberapa
jenis kegiatan.

Peningkatan pendapatan keluarga. Hasil survey sosial ekonomi menunjukkan ada 6 (enam)
orang lansia yang sebelum bencana bekerja sebagai pedagang 4 (empat) orang , wiraswasta
1 (satu) orang, dan petani 1 (satu) orang. Dari 6 (enam) lansia ini, ada 2 orang (lansia) yang
tetap bekerja sebagai pedagang yaitu pedagang kue basah dan pedagang barang campuran.
Aspirasi mereka adalah agar Pemerintah DaerahyKota Palu‘dapat memberikan modal usaha

karena itu merupakan mata pencaharian pokok mereka.

iii) Penggantian kloset jongkok dengan kloset"duduk. Aspirasi ini muneul dari kaum lansia,

orang tua yang stroke, dan difabelhlumpuh layu. Kelemahan fisik seperti lutut kaki yang
sakit ketika duduk membuat mereka“mengalami kesulitan untuk menggunakan kloset
jongkok. Oleh sebab itu, mereka mempertanyakan, apakah dapat mengganti kloset jongkok
dengan kloset duduk walaupummereka harussmenggunakan biaya dan tukang sendiri untuk
menggantikannya.

Edukasi tentangsPengurangan Resiko,Bencana, (PRB) bagi anggota keluarga agar ketika
terjadidbencana mereka tahubagaimana“harus menolong keluarganya yang rentan dan
membangun, infrastruktur PRB ‘seperti membuat lokasi titik kumpul, lokasi evakuasi,
pemasangan “rambu-rambu; evakuast” serta membentuk komunitas tangguh bencana.
Aspirasi ini muncubketika seorang difabel yang bekerja sebagai staf administrasi sekolah
mendapat pengalaman difsekolahnya pernah diedukasi dan dilatih oleh salah satu NGO
tentang bagaimana cara menolong orang-orang yang rentan, pentingnya infrastruktur PRB
bagi suatu permukiman yang ada kelompok rentannya, dan pembentukan komunitas PRB.

Secara ringkas aspirasi kelompok rentan dapat disimak dalam tabel 19 di bawabh ini.
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Tabel 7. Aspirasi Kebutuhan Kelompok Rentan

Pemeriksaan
dan  konsumsi  obat-
obatan untuk penyakit
dan vitamin secara rutin

Peningkatan pendapatan
keluarga

Penggunaan kloset duduk
di hunian yang baru

Anggota keluarga merasa
penting untuk mengetahui

informasi dan
mensimulasi tentang
bagaimana cara

menyelamatkan anggota
keluarganya yang rentan
saat terjadi bencana

Infrastruktur
Pengurangan Resiko
Bencana  (PRB) i
pemukiman

kesehatan Adanya Posyandu Lansia a. Rencananya

di Huntap Kawasan Duyu

Pemberian modal usaha
bagi lansia yang bekerja
sebagai pedagang

Menggantikan kloset
jongkok dengan kloset

duduk  walau  harus
menggunakan uang
pribadi

Pelatihan tentang
Pengurangan Resiko
Bencana (PRB) bagi

keluarga yang memiliki
anggota keluarga rentan

Adanya  lokasi titik
kumpul, lokasi evakuasi,
dan pemasangan rambu-
rambu evakuasi menuju
titik kumpul dan lokasi
evakuasi di Huntap Duyu

UPTD. Puskesmas
Sangurara akan menambah 1
Posyandu yang kegiatannya antara
lain pelayanan  kesehatan,
pemberian makanan tambahan,
senam lainsia, dan pembentukan
kader lansia

b. Rencananya UPTD. Puskesmas
Sangurara akan mengambil kader
lansia yang berasal dari WTB
sendiri yang pernah menjadi kader
dan jika memang tidak ada kader
lansia maka akan dibentuk dan
dilatih  menggunakan anggaran
puskesmas

Rencananya Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Palu akan melakukan

pendampingan usaha kelompok seperti

pemberian modal usaha, pelatihan,
peralatan bagi WTB Huntap Duyu yang
memiliki usaha

Satker Perumahan memberikan

terhadap penggantian  dari

jongkok ke kloset duduk

izin
kloset

Pelatihan PRB akan masuk dalam
program dan pembiayaan oleh BPBD
Kota Palu

Pembangunan infrastruktur akan masuk
dalam program dan pembiayaan oleh
BPBD Kota Palu
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Pemanfaatan ruang-ruang bersama di calon lokasi Huntap Duyu juga mendapatkan

perhatian dari pengurus pokmas. Diskusi-diskusi mengenai kekhawatiran warga di lokasi

huntap sebagai tempat yang baru memunculkan keinginan untuk mengetahui ketersediaan

infrasttruktur yang ada. Beberapa aspirasi terkait dengan infrastruktur bersama antara lain:

1.
2.

4.

Pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Ketersediaan masjid untuk sarana ibadah bagi warga calon penghuni Huntap Duyu dan
tempat belajar mengaji bagi anak-anak

Ketersediaan ruang pertemuan/hall/gedung/bangunan terbuka untuk kegiatan sosial
seperti posyandu balita-lansia, pertemuan warga, dan aktivitas yang lain

Ketersediaan ruang untuk usaha semisal kios bersama, toko tempat berjualan.

Aspirasi calon penghuni Huntap Duyu dalam proses penataan pemukiman huntap muncul

dalam rembuk kelopok. Beberapa aspirasi yang térangkum dalam, penataan pemukiman:

1.

4.3.

Pembagian/penentuan blok berdasarkan Kelurahan asal yangsudah terorganisir dalam
kelompok masyarakat (pokmas) calon penghuni Huntap Duyu.

Pembagian persil hunian dilakukan di masing-masing kelompok™ pokmas dengan
memperhatikan dan memprioritaskan keluarga yang,memiliki anggota keluarga difabel
dan lansia, juga system jejaring keamanan'sosial yang telah terbangun sebelumnya.
Pokmas mengusulkan tntuk dibentuk satu Rukum,Warga yang terdiri dari Rukun
Tangga (RT) berdasarkan wilayah.

Perpindahamadministrasi‘tkependudukan dari kelurahan asal ke Kelurahan Duyu untuk
diberikan kemudahan.

Kejelasan aturan huntap sepertiystatus kepemilikan serrtifikat huntap, jangka waktu
perbaikanidan pemenuhanfasilitas'yang belum ada seperti dapur, agar ada bantuan dari
pemerintah daerah.

Kajian Hasil SensussSosial-Ekonomi Calon Penghuni

Kajian hasil sensus sosial ekonomi calon penghuni diolah bersama untuk dijadikan

dasar proses relokasi dan pemulihan pasca huni. Hasil kajian menjadi bahan dalam proses

sosialisasi dan rembuk antara calon penghuni Huntap Duyu, masyarakat setempat dan

pemerintah Kota Palu. Hasil kajian sementara terhadap calon penghuni Huntap Duyu telah

disampaikan pada sesi wokshop yang mempertemukan antara perwakilan warga terdampak

bencana, pemerintahan Kelurahan Duyu, tokoh masyarakat setempat dan UPTD Pendidikan,

dan UPT Kesehatan. Proses workshop sekaligus ruang mempertemukan aspirasi calon

penghuni Huntap Duyu dengan aspirasi warga masyarakat Duyu. Aspek sosial dari hasil kajian

sensus dibahas dalam workshop tersebut.
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Terkait standar kecukupan ruang rumah hunian tetap tipe 36 (6x6 meter) diperuntukkan
bagi 2 orang dewasa dan 2 anak - anak. Data calon anggota keluarga yang akan menetap di

huntap, ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Data jumlah anggota keluarga yang akan tinggal di Huntap

Anggota keluarga Jumlah WTB

(Jiwa) (Kepala Keluarga)
1 12
2 33
3 60
4 63
5 38
6 10
7 5)
8 4
Total 225

Melihat dari tabel di atas menujukkan ada 57°kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga
lebih dari 4 orang. Bagi»57< kepala keluarga tersebut membutuhkan proses-proses
pendampingan agar perubahan pola pemanfaatan ruang di hunian tetap berbeda dengan kondisi
rumah sebelumnya. Proses pendampingan ini agar calon penghuni huntap mampu mewujudkan
hunian yang sehabbagi seluruhianggota keluarga.

Pada aspek“ekonomi salah satu hasil dari sensus calon penghuni menunjukkan
keinginan untuk mendirikan kios/warung di lokasi Huntap Duyu. Persebaran pedagang dalam
setiap blok hunian terkait rencana perubahan jenis mata pencaharian calon penghuni dapat
dilihat di Gambar.18 di bawah ini. Jika mengacu pada rencana calon penghuni yang akan
berdagang barang campuran saat pindah ke Huntap Duyu, maka dapat dilihat dalam site plan
persebaran pedagang barang campuran (warna merah) akan memenuhi setiap blok hunian. Jika
menilik hasil tersebut, maka perlu menjadi bahan masukan dalam rembuk calon penghuni
terkait perubahan jenis mata pencaharian khusus dagang barang campuran, agar dapat menjadi
bahan pertimbangan tekait keuntungan dan mendorong calon penghuni untuk membuka ragam

usaha yang lain.
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Potensi dan indikasi kendala dalam pengembangan usaha untuk beberapa sektor,

berdasarkan informasi dan aspirasi yang diperoleh dari WTB pada proses serangkaian rembug

yang telah dilaksanakan. Peluang potensi usaha yang dapat ditingkatkan dan lokasi yang dapat

dikembangkan :

Lahan di Kelurahan Duyu terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah
dapat digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan
pertanian sayuran (Tomat, Kangkung, Bayam dll) dan buah - buahan (Anggur,
Mangga, Pisang dll), perkebunan, kehutanan, industri, penggembalaan ternak,
perumahan dan penggunaan lainnya.

Pengembangan kawasan lindung dan kawasandudi daya sebagai potensi kunjungan
wisata (Hutan Sagu).

Kawasan perlindungan setempat untuk menjaga sumber mata air (Hutan Sagu)
Lokasi dekat dengan Pasar Inpres sebagai sarana untuk pemasaran hasil produksi
Sumber air dari sungai Balane mendukung untdkiBudi Daya‘Perikanan

Telah terbentuk kelompok usaha dan kelembagaan masyarakat

Pengembangan kerajinan kain Tenun

Indikasi kendala dalam pengembangan usaha warga yang akan menghuni di hunian Duyu :

Keterbatasan lahan akibat tumbuhnya pembangunan permukiman
Keterbatasan kapasitas, SDM

Rada bulan tertentujika curah*hujan tinggi dapat menimbulkan banjir
Dukungan dari‘Pemda Kota Palu dirasakan kurang

Keterbatasan modal usaha akibat pasca bencana
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Gambar 17. Persebaran Pedagang dalam Setiap Blok Hunian
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BAB V
TAHAPAN KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI

5.1. Rencana dan Progres Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

Sosialisasi tahapan kegiatan proses pemindahan telah dilakukan kepada calon penghuni
huntap yang sudah tercantum dalam SK warga terdampak bencana. Kegiatan sosialisasi wajib
diikuti oleh setiap warga calon penghuni Huntap Duyu. Proses sosialisasi dilakukan secara
bertahap. Rembuk kelompok calon penghuni Huntap Duyu dilakukan di level kelompok dan
perwakilan kelompok. Keterlibatan calon penghuni huntap dan warga masyarakat tercipta
dalam proses rembuk, sosialisasi dan konsultasi secara berkaladengan fasilitator, warga dengan
Pemerintah Kota Palu. Proses konsultasi, supervisi dan mendorong keterlibatan masyarakat
dilakukan secara berkala setiap bulan oleh pemerintah’Kota Palu.

Di Proses sosialisasi dan konsultasigpublik melalui rembuk terkendala Covid 19.
Sehingga pertemuan hanya bisa dilangsungkan dengan peserta kurangxdari 20 orang. Hal ini
seringkali pertemuan rembuk dilakukan dengan mengumpulkan ketua-ketuaypokmas, nantinya
ketua/pengurus pokmas akan menyampaikan ke anggota melalui media sosial WAG yang juga
diikuti perwakilan fasilitator untuk™ mengecek, ketersampaian informasi. Rekapitulasi
sosialisasi, rapat koordinasi, rembuk dan kensultasi‘sertasdokumentasi kegiatan dapat dilihat di
bawah ini. Kelengkapan dokumen‘adminitrasi kegratan seperti berita acara, notulensi dan daftar
hadir dapat disimak pada tautan dikolem kelengkapan administrasi dengan menekan ctrl + klik
di dokumendyang dimaksud.
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Tabel 9. Rekapitulasi Sosialisasi.

Peserta Unsur Peserta
No Tanggal Lokasi Topik Bahasan Warga Aparat Tindak Lanjut
L P Pemkot | WTB | Fasilitator
Umum | kelurahan
lisasi P
Kantor ReIoSI?aSsI,? Iilsj:ta rngar\?v?san Pembentukan Kelompok
1 | 15Juli 2020 | Kelurahan P .. | 8|6 - 2 - 8 4 Warga dan Perencanaan
. RTG, RISHA dan Mitigasi .
Palupi Rembug Selanjutnya
Bencana.
lisasi P
Kantor ReIcfl?:sl,? Iilsjrsllta rngar\?v?san Pembentukan Kelompok
2 | 20Juli 2020 | Kelurahan P .. ]10| 4 - 1 - 9 4 Warga dan Perencanaan
RTG, RISHA dan Mitigasi .
Duyu Rembug Selanjutnya
Bencana.
Sosialisasi P
Kantor ReIoI?:;? Iilsjr?:ca roKirvavr:san Pembentukan Kelompok
3 | 20Juli 2020 | Kelurahan P . 1101 6 - 1 - 11 4 Warga dan Perencanaan
RTG, RISHA dan Mitigasi .
Pengawu Rembug Selanjutnya
Bencana.
Kantor Sosialisasi Rfogram
Kelurahan | Relokasi Huntap'Kawasan Pembentukan Kelompok
4 | 21 Juli 2020 F . 15| 7 - 1 - 17 4 Warga dan Perencanaan
Donggala RTG, RISHA dan Mitigasi Rembug Selaniutnva
Kodi Bénhcana. & jutny
alisasi P
Kantor SOSI? N Pembentukan Kelompok
5 7 Agustus Kelurahan ROQRS! Huntap Kegan, 18, 7 - - - 20 5 Warga dan Perencanaan
2020 RTG, RISHA dan Mitigasi & .
Balaroa Rembug Selanjutnya
Bencana.
Kantor SOSI?llsaSI Rrogram Pembentukan Kelompok
6 12 Agustus Kelurahan Relokasi HunTSgawasang 16 | 12 - 1 - 22 5 Warga dan Perencanaan
2020 RTG, RISHA dan Mitigasf & .
Balaroa Rembug Selanjutnya
Bencana.
Kantor 505|§I|saS| Program Pembentukan Kelompok
7 14 Agustus Kelurahan Relokasi Huntap Kawasan, 14 | 14 - - - 23 5 Warga dan Perencanaan
2020 RTG, RISHA dan Mitigasi & .
Balaroa Bencana Rembug Selanjutnya
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Kantor e . Pembentukan Kelompok
21 Agustus Sosialisasi Program Relokasi
8 Kelurahan 23 | 12 21 Warga dan Perencanaan
2020 Huntap Kawasan dan RTG .
Balaroa Rembug Selanjutnya
18 Kantor Sosialisasi Program Relokasi Pembentukan Kelompok
9 | September | Kelurahan Hunta Kawagsan dan RTG 11| 5 10 Warga dan Perencanaan
2020 Silae P Rembug Selanjutnya
19 Kantor . . Pembentukan Kelompok
1 Sosialisasi Program Relokasi
0 September | Kelurahan Huntap Kawasan dan RTG 9 |5 8 Warga dan Perencanaan
2020 Lere P Rembug Selanjutnya
25 Kantor . . Pembentukan Kelompok
1 Sosialisasi Program Relokasi
1 September | Kelurahan Huntap Kawasan dan RTG 11| 3 8 Warga dan Perencanaan
2020 Petobo P Rembug Selanjutnya
28 Kantor . . Pembentukan Kelompok
1 Sosialisasi Program Relokasi
5 November | Kelurahan Huntap Kawasan dan RTG 15| 6 15 Warga dan Perencanaan
2020 Balaroa P Rembug Selanjutnya
Sosialisasi Program Relokasi
1 22 Januari Kantor Huntap Kawasan, RTG, RISHA Pembentukan Kelompok
Kelurahan e 711 8 Warga dan Perencanaan
3 2021 Balaroa dan Mitigasi Bencana Rembue Selaniutnva
(tambahan 8 WTB) g >elanjutny
Rumah Ib.
. Maiam S .
1 | 30Januari Sosialisasi Program Relokasi Perencanaan Rembug
Kelurahan 20| - 20 .
4 2021 Huntap Kawasan‘dan RTG Selanjutnya
Donggala
Kodi.

Keterangan : Peserta dari Pemerintah Kota Palu seringkali*diwakili oleh aparat Kelurahan di lokasi sosialisasi. Warga umum biasanya

ikut juga dalam proses sosialisasi namun dalam'pelaksanaannya tidak ada absensi yang ditandatangani warga sehingga tidak

dicantumkan di dalam dokumen.
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Tabel 10. Rekapitulasi Rembug Calon Penghuni Huntap Duyu

Unsur Peserta

Tanggal Lokasi Topik Bahasan Tindak Lanjut
Pemkot | WTB | Fasilitator
kelurahan
. Rumah Bapak Progres Huntap Duyu, Site Rencana Blok 4E
25 Juli 202 14
> Juli 2020 Kamrus Plan Huntap, Pemilihan Blok > dan 4F
27 uli2020 | Rumahlbu Progres Huntap Duyu, Site 10 5 Rencana Blok 4A
Anizar Plan Huntap, Pemilihan Blok
Rumah bapak .
24 Agustus . Progres Huntap Duyu, Site
2020 Ardin Ambo Upe Plan Huntap, Pemilihan Blok / > Rencana Blok 4A
JI. Reformasi
K
25 Agustus kelz?:f)\;n Progres Huntap Du ’3 5 Rencana Blok
2020 . Plan Huntap, Pemiliha 4A, 4B dan 30
Donggala Kodi
Kantor Rencana Blok
26 Agustus kelurahan Progres Huntap I?uyu, Si 7 5 4G, 4N, 40, dan
2020 Plan Hu 1
Balaroa 4C
Donggala Kodi:
4E dan 4F.
Duyu: 4H
Balaroa: 4M, 4A,
4C, dan 4D, 4G,
Kant dan 4M
antor
9 Oktober Kelurahan 22 5 Lere: 4B
2020 Balaroa
Petobo: 4l

Pengawu dan
Tavanjuka: 40

Palupi dan
Baliase: 4N

Ulujadi: 4G
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Progres Huntap Duyu,

Rencana Blok :

22 Januari | Kantor kelurahan 30, 4M,
Site Plan Huntap, 8
2021 Balaroa 4M,4M,4H,4L,30,
Pemilihan Blok
30
Menerima
aspirasi WTB
Rumah Ib. Maiam
30 Januari Rembug Kampu sebagia dasar
Kelurahan 20
2021 Impian dalam
Donggala Kodi.
pengambilan
keputusan.
Baruga
20 Maret Rembuk'l
Kelurahan 10
2021 enghu
Balaroa
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5.2. Keberhakan Dan Kewajiban Calon Penghuni Huntap
Penentuan calon warga terdampak bencana penerima Huntap Duyu merujuk pada SK

Gubernur tentang kriteria keberhakan korban bencana (lihat lampiran 1.a). Selanjutnya, dalam

kegiatan penghunian WTB akan mendapatkan:

1. Hunian tetap berukuran 6x6 meter dan tanah berukuran 10x15 meter
2. Prasarana, Sarana Utilitas Umum yaitu air, SPAL DT, TPST 3R dan listrik 1.300Watt
3. Hak Atas Tanah (HAT) berupa sertipikat hak milik yang akan diserahkan kepada WTB

melalui program redistribusi tanah.

5.3. Mekanisme Pemilihan Blok dan Persil Huntap.

Mekanisme pemilihan blok hunian didasarkan pada kesepakatan calon penghuni Huntap
Duyu. Dari proses rembuk 12 Pokmas Duyu gemilihanan blok hunian, pada tanggal 09 Oktober
2020 menyepakati bahwa dasar pemilihan blok ditentukan berdasarkan asal kelurahan. Hal ini juga
meneruskan skema pengorganisasian Warga terdampak bencana dalam “kelompok-kelompok
masyarakat. Proses penentuan masing-masing blok dilakukan dengan musyawarah mufakat. Pada
proses penentuan blok rembuk dilakukan melalur whatsapp grup,pengurus pokmas dalam jangka
waktu satu minggu berdasarkan siteplan hunian yang ada. Masing-masing kelompok berembuk
dikelompoknya untuk memilih blok yang paling diinginkan dan membagi pilhan tersebut melalui
whatsapp grups.perwakilan pokmas. Padawproses tembuk di grup whatsapp ternyata ada pilihan
blok yang samaantar kelompok pokmas sehingga harus diselenggarakan pertemuan perwakilan 12
pokmas untuk'mendiskusikanhersamapilihan blok yang sama. Proses penentuan blok ini menjadi
ruang bagi calon penghuni huntap dari 12 kelurahan untuk saling mengenal dan saling memahami
keinginan masing-masing,kelompok pokmas. Saling berdiskusi antar pokmas yang memilih blok
yang sama juga mendorong-calon penghuni untuk saling mengalah mencari titik temu yang terbaik.
Konteks ini penting karena selanjutnya calon penghuni huntap akan tinggal bersama. Setelah
pemilihan blok dilakukan. Pemilihan persil masing-masing warga ditentukan dalam pertemuan
kelompok masing-masing. Setiap ketua kelompok sepakat bahwa penentuan persil akan
memberikan prioritas utama kepada kelompok rentan (difabel dan lansia). Pada saat pemilihan
persil, anggota keluarga lansia dan difabel diberi keleluasaan untuk memilih keluarga yang
berdekatan yang saat sebelum di huntap mengetahui dan membantu kelompok difabel dalam

melakoni kehidupan.
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Tabel 11. Komposisi Blok Hunian Berdasarkan Kelompok Sosial Daerah Asal

. Blok 30
Blok 4A
Blok 4B
Blok 4C
Blok 4D
n Blok 4E
Blok 4F
n Blok 4G
n Blok 4H
Blok 41
Blok 4K
Blok 4L
Blok 4M
Blok 4N
Blok 40

Nama Blok

Daerah Asal (POKMAS)

Ulujadi, Balaroa Zona 5, Lere, Petobo, Palupi,

Baliase

Balaroa Zona 3 & 5
Lere

Balaroa Zona 4 + Duyu
Balaroa Zona2 & 5
Donggala Kodi + Lere
Donggala Kodi

Balaroa Zona 2, Ulujadi, Tavanjuka

Duyu + Balaroa 3

Petobo, Ulujadi, Balaroa Zona 5

Balaroa Zona 3 dan 4

Duyu, Ulujadi, Balaroa Zona 2, 3,4 & 5,

Donggala Kodi
Balaroa Zona 1 + Ulujadi

Palupi + Petobo

Pengawu, Tavanjuka, Ulujadi, Petobo

Total

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

5.4.  Sosialisasi Spesifikasi Bangunan Huntap.

Jumlah Tapak
22 Unit

14 Unit (2 unit Kosong)
9 Unit

14 Unit (1 Unit kosong)
14 Unit
11 Unit
14 Unit

19 Unit (1 unit kosong)
15 Unit
5 Unit
14 Unit
18 Unit

22 Unit (1 unit kosong)
21 Unit
18 Unit
230 Unit

Sosialisasi spesifikasibangunan Huntap Duyu yang menggunakan teknologi RISHA sudah

dilakukan kepada warga terdampak bencana setelah ditetapkannya SK WTB dari Wali Kota Palu.

Daftar tabel sosialisasi yang sudah dilakukan termuat pada tabel 4.8 di atas. Penjelasan mengenai

spesifikasi prasarana sarana utilitas umum seperti listrik, pemanfaatan air, dan sistem pengolahan

air limbah domestik terpadu serta infrastruktur dilakukan dalam rembuk sebelum penghunian

melalui pengecekan secara langsung unit hunian masing-masing warga terdampak bencana.
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5.5.

Rencana Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Dan Pengelolaan Aset Huntap.

Mekanisme pembentukan RT/RW dalam workshop bersama yang dihadiri oleh Perwakilan

pengurus kelompok masyarakat calon penghuni Huntap Duyu, Lurah Duyu Bapak Ahmad Fauzan
S.1p.,M.Si; Ketua Lembaga Adat Kelurahan Duyu Bapak Ramli L. Betalembah; dan Ketua LPM

Bapak Wiran Prabakti, tokoh agama dan tokoh masyarakat kelurahan Duyu dihasilkan point-point

kesepakatan bersama sebagai berikut;

Tabel 12. Kesepakatan Tentang Rencana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Isu-isu

Bagi Calon Penghuni Huntap Duyu.

Isi Kesepakatan

Rencana Tindaklanjut

Mekanisme
Pembentukan RT

Mekanisme
Pembentukan
RW

(Aspirasi Ketua
Pokmas)

Mekanisme
Pembuatan KK
dan KTP

4, Mekanisme
Pembuatan Kartu
Bantuan (PKH,
Pangan Non-
Tunai, dsb)

Rencana pembentukan RT bagi penghuni
Huntap Duyu akan dilaksanakan pada
Februari 2021. Pembentukan RW akan
dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan
RW di akhir tahun 2021

Rencana pembentukan RW tersendiri bagi
warga Huntap Duyu akan dilakukan secara
bertahap. Sementara akan dimasukkan ke

RW sesuai wilayah yang ada agar ada proses

bersama dengan warga satu RW antara

penghuni huntap dengan warga setempat.

a. Calon penghuni akan merubah
administrasi kependudukan menjadi warga
Duyu

b. Pihak Kelurahan Duyu akan berkoordinasi
dengan Disdukcapil Kota Palu agar
pelayanan pembuatan/perubahan KK dan
KTP calon penghuni di selenggarakan di
Kantor Kelurahan Duyu sehingga proses
pembuatannya lebih cepat

Hak-hak dari calon penghuni  seperti

bantuan-bantuan yang dahulunya ada ketika

berada di kelurahan asal, bisa didapatkan
calon penghuni bila administrasi
kependudukan calon penghuni sudah selesai.

Pihak Kelurahan Duyu akan membantu

terkait hak-hak itu (tidak berlaku bagi

persoalan pidana dan perdata)

Sumber : Olahan Data Workshop Duyu, 2020

1. Pengajuan pembentukan RT
ke Pemerintah Kota Palu
(Februari 2021)

2. Pembentukan RT di Huntap
Duyu (Mei 2021)

3. Pembentukan RW (Januari
2022)

Pertemuan antara pemerintah
Kelurahan Duyu dengan
Kelompok Pokmas akan
dilakukan pada periode Bulan
April 2021

Diskduk Capil akan melakukan
pendaftaran perubahan domisili
pada periode pasca semua
menghuni Huntap Duyu (Mei-
Juni 2021)

Kelurahan akan membantu
penyiapan data dan
menhubungkan dengan pelaku
program (Mei- Juni 2021
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5.6. Rencana Teknis Pemindahan Calon Penghuni Huntap

Proses perpindahan calon penghuni Huntap Duyu direncanakan secara bertahap. Hal
ini mengingat kondisi prasarana sarana utilitas umum dan infrastruktur yang belum sepenuhnya
selesai dikerjakan dan masih dalam masa kontrak kerja kontraktor. Kontrak pembangunan unit
hunian tetap sudah berakhir pada 31 Desember 2020, dengan masa jaminan pemeliharaan selama
6 bulan. Masuknya warga terdampak bencana untuk mulai mengecek kondisi hunian tetap yang
akan ditinggali menjadi pintu masuk awal adaptasi warga terhadap hunian yang baru. Apalagi unit
rumah hunian yang dibangun oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR merupakan rumah
tumbuh. Dapur sebagai ruang yang penting bagi warga terutama bagi Etnis Kaili secara
keseluruhan belum tersedia. Ada proses penambahan bangunamdapur untuk warga bisa tinggal dan
pindah. Di sisi lain ada kondisi warga yang berbeda dalam menyikapi ‘perpindahan’ di lokasi
rumah yang baru karena rentang waktu antara‘kejadian bencana dengan,ketersediaan hunian bagi
warga berselang lebih dari 2 tahun. Ada sebagian warga yan@ sudah habisimasa tinggal di huntara
karena beberapa huntara hanya berlaku 2'tahun, sehingga dibutuhkan biaya untuk kontrak rumah.
Sehingga hunian baru menjadi awal untuk memulai mengembangkan rumah yang dimiliki Ada
juga warga yang sudah mulaismenabung, dan,sementaraitinggal'dizkeluarga besar dan mempunyai
modal untuk memperganttk dan. menambah, fasilitas 'yang ada di dalam rumah. Warga
menginginkan mengembangkan rumah terlebih dahulu baru kemudian ditinggali bersama dengan
keluarga. Tahapan dalam penghunian diraneang secara partisipatif melibatkan warga terdampak

bencana sebagai berikut:

1. Rembuk Rencana Pemindahan & Penghunian.
a. Rembukidengan pemangku kepentingan
Proses rembuk dilakukan dengan melibatkan Kementerian PUPR terdiri dari PPK
Huntap, PPK™AIr Bersih, PPK SPAL DT, PPK Infrastruktur, Balai Pelaksana
Penyedia Perumahan, kontraktor, pengawas, konsultan, dan pemerintah daerah
Kota Palu untuk membahas dan menyepakati proses dan tahapan pemindahan.
Sekaligus juga mengecek persiapan dan kondisi hunian tetap di lokasi hunian tetap
Duyu. Proses ini dilakukan karena proses tahapan penghunian akan dilakukan
ketika masa kontrak kerja kontraktor untuk infrastruktur dan prasarana sarana

utilitas umum belum berakhir.
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b. Rembuk dengan warga terdampak bencana calon penghuni huntap
Rembuk dengan Warga terdampak bencana calon penghuni huntap dilakukan untuk
memberikan infomasi dan tahapan pemindahan, serta membuat rencana bersama di
proses tahapan penghunian. Pada pertemuan ini juga menyepakati hak-hak yang
akan diberikan kepada WTB dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai penghuni
Huntap Duyu. Kesepakatan mengenai tahapan penghunian menjadi ruang bagi
warga terdampak bencana untuk memberikan masukan serta aspirasi dalam proses
pemindahan. Rembuk ini dilakukan karena hunian masih dalam masa jaminan
pemeliharaan oleh kontraktor. Pada masag4aminan pemeliharaan ini serah terima
aset antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Palu belum dapat
dilakukan.
c. Rembuk dengan warga sekitar Huntap Duyu
Pada proses rembuk dengan wargasekitar Hantap Duyu, menjadi ruang sosialisasi
dan mendapatkan masukamaspirasi warga pada proses tahapan penghunian.
2. Cek fisik partisipatif melibatkan'warga terdampak bencana
Warga terdampak beneana didampingi fasilitator, huntap Dirjen Perumahan Kementerian
PUPR melakukan cek fisik'unit hunian tetap yang akamditinggali oleh WTB sesuai dengan
persil masing-masingy Pengecekan dilakukan untuk melihat kondisi akhir dari hunian.
Pengecekan baru,dalam tahap keberfungsianiunit rumah, kelengkapan prasaranan sarana
dandtilitas umum."Keberfungsian hunian‘dalam konteks rapet- Rapat yaitu kondisi rumah
tertutup; kelengkapan pintu jendelabisa terkunci, murup menyala listrik yang ada di hunian
dan mancur-mengalir air bersih dari kran air yang ada dan sistem air limbah bisa berfungsi
mengalirkan air‘dari lubang pembuangan maupun dari kloset menuju pipa pengolahan
terpadu. Fasilitator melakukan cek list kelengkapan dari keberfungsian unit hunian dan
prasarana sarana utilitas umum yang ada dalam lahan 10 x15 tersebut.
3. Perbaikan fisik rumah dan infrastruktur oleh pihak kontraktor
Dokumen cek list pada proses pengecekan secara partisipatif, disampaikan kepada
kontraktor untuk dilakukan perbaikan atas ketersediaan fasilitas yang harus ada sesuai

dengan tanggungjawab kontraktor dalam masa jaminan pemeliharaan.
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4. Kesepakatan perjanjian penghunian
Warga calon penghuni menandatangani kesepakatan perjanjian penghunian yang sudah
disepakati pada waktu rembuk rencana tahapan penghunian. Tandatangan harus
disematkan oleh setiap WTB yang tercantum dalam SK Penghunian. Jika warga yang
bersangkutan tidak bisa hadir harus menyertakan surat kuasa, atau dibantu fasilitator huntap
mendatangi ke rumah tinggal sementara warga terdampak bencana. Hasil pengecekan
secara partisipatif unit hunian tetap menjadi lampiran dari kesepakatan perjanjian
penghunian ini. Bagi warga yang masih belum mau menandatangani dan menunggu pihak
kontraktor memperbaiki kondisi hunian maka akan diberikan waktu seusia dengan masa
kesanggupan kontraktor untuk memperbaiki.

5. Serah terima kunci
Proses ‘serah terima kunci’ menjadi ‘momentum bagi warga terdampak bencana untuk
diserahi tanggungjawab untuk menggunakanymerawat dan memelihara bangunan hunian
tetap beserta lahan persil yang'sudah dipilihnya:Pada proses serah terima kunci ini masing-
masing warga terdampak bencana\dilakukan pendokumentasian. Pada tahapan ini, warga
bisa langsung menempati rumah; menaruh terlebih“dahulu perabot rumah ataupun
melangkah di tahap selanjuthya yaitu melakukan pengembangan rumah terlebih dahulu
baru akan menempati.

6. Pengembanganirumah oleh warga terdampak bencana
Pada proses pengembangan‘tumah, warga terdampak bencana wajib berkonsultasi dengan
fasilitator hunian tetap selama serah,terima proyek dari Kementerian PUPR ke Pemerintah
Kota Palu damydari Pemerintah Kota Palu ke warga penghuni belum dilakukan. Hal ini
karena masih dalam masa‘'kontrak kerja untuk infrastruktur dan kelengkapan sarana yang
ada di kawasan Huntap Duyu. Pada tahapan pengembangan rumah, akan dibuat prosedur
operasional standar terhadap pengembangan rumah. Pada tahap awal setelah serah terima
kunci, pengembangan rumah bisa dilakukan untuk merapikan dinding dan lantai rumah
maupaun mempercantik halaman sesuai dengan keinginan warga terdampak bencana.

7. Penghunian
Tahap penghunian bisa dilakukan bersamaan dengan pengembangan rumah, ataupun
menunggu pengembagnan rumah dilakukan. Ada kondisi yang berbeda yang dialami oleh

warga terdampak bencana, sehingga proses penghunian berbeda untuk masing-masing
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warga terdampak bencana. Secara adat kebiasaan, warga akan melakukan doa bersama

dengan mengundang keluarga terdekat sebelum secara resmi rumah dihuni.

5.6.1. Laporan Implementasi Pemindahan Tahap Pertama

Pemindahan tahap pertama dilakukan pada bulan Februari 2021 sebanyak 105 WTB,
awalnya direncana untuk 108 WTB namun ada 2 (dua) orang warga terdampak bencana yang sudah
menerima hunian tetap dari donor lain sehingga dikeluarkan kedua nama orang tersebut dari SK
Penghunian 228 WTB. Sehingga penghunian tahap pertama dilakukan untuk 106 WTB. Pada tahap
serah terima kunci, WTB atas nama Nurbia mengajukan suratgengunduran diri. Nurbia dinyatakan
oleh saudaranya tidak memiliki aset terdampak, aset yang diajukan adalah aset terdampak milik
saudaranya yang sudah mendapatkan bantuan Dana“Stimulandari BPBP Kota Palu. Tahapan
pemindahan ini sesuai dengan kesepakatan rémbuk dengan pemangku kepentingan. Dalam
persiapan rencana pemindahan tahap I, dalam rapat,pada tanggal 5 Februari 2021 disepakati bahwa
warga akan mulai pindah di tanggal 12 Februari 2021,4Namun melihat ‘persiapan dan kondisi
hunian tetap yang masih memerlukan perbaikan untuk bisa berfungsi maka seremonial serah terima
kunci diundur tanggal 15 Februari 2021. “Detail"implementasi teknis pemindahan calon penghuni
huntap tahap 1 dilakukan pada 105,KK dapat dilihatditabel, 12.
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Tabel 13. Implementasi Pemindahan Tahap | untuk adal05 WTB Huntap Kawasan Duyu

Kegiatan

Rapat Persiapan | Kesepakatan percepatan Tanggal 5 Kantor Kasatgas Harian
penghunian Huntap | penghunian Huntap Duyu Februari 2021 Walikota Kementerian PUPR
Duyu Kota Palu Palu
Rembuk persiapan | - Pokmas memahami tahapan Minggu 07 Kantor Bappeda Kota Palu,
tahapan penghunian penghunian. Februari2021 Kelurahan | OSP -Bridging, Tim
dengan dengan pengurus | - Menyepakati hak dan | (lampiran4) Balaroa Fasilitator Huntap
pokmas. kewajiban penghuni huntap Duyu.
- Menyampaikan kepada anggota
pokmas
SK  Penghunian dan | - SK Penghunian 228 Senin 08 Pemerintah BPBD, Bapeda,
koordinasi kesiapan | - Penyamaan persepsi-mengenai | Februari 2021 Kota Tim OSP Bridging,
pemindahan dengan tahapan pemindahan 105-dan Satker — fasilitator
pemerintah Kota Palu 120 WiTB Huntap
dan aparat Kelurahan | - KeSepakatan Skema
Duyu pemindahan
- Rencana teknis pemindahan
=mKesepakatan aturanypdan surat
penyerahan dari pemerintah
Kota Palu ke Wi B
Pengecekan unit huntapy| - Fasilitatonteknikimendampingi Senin, 08 Lokasi Tim OSP Bridging,

bersama 105 WTB di 105 WTB ), untuk™ mengecek | Februari 2021 | Huntap Duyu Tim Advisory,

hunian masing-masing kesiapan unit Pemerintah Kota
- Lembar pengecekan Palu dan WTB

calon penerima
huntap

Perbaikan fisik rumah, | Hunian, PSU dan Infrastruktur | Selasa — minggu Lokasi Kontraktor

prasarana sarana utilitas | berfungsi 09-14 Februari Huntap

umum, dan infrastruktur 2021 Tahap 1
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Kegiatan

Tempat

6 | Peninjauan  kelayakan | Pengecekan unit huntap, prasarana Rabu, 10 Lokasi Tim OSP, Satker
Huntap Duyu sarana dan utilitas umum serta | Februari 2021 | Huntap Duyu | Perumahan, Balai
infrastruktur Perumahan,
Pemerintah Kota
Palu, Fasilitator
Huntap
7 | Sosialisasi  Penghunian | Warga Duyu tersosialisasi terkait Kamis; 11 Balai BPBD Kota Palu
Huntap Duyu tahapan penghunian Februari2021 pertemuan OSP Bridging
Kelurahan Kelurahan Duyu
Duyu
8 | Penandatanganan Surat | Penandatangan surat perjanjian Senin, 15 Lokasi Fasilitator Huntap
Kesepakatan perjanjian | penghunian Februari 2021 | Huntap Duyu | Dirjen Perumahan
penghunian
9 | Seremonial serah terima | 1. Doa Bersama Senin, 15 Lokasi Balai Cipta Karya,
kunci huntap. 2. Pemaparan,progres Huntap Februarih2021 | Huntap Duyu | Balai Perumahan,
Duyu SatkerPerumahan,
3.Prosesi acara penyerahan‘kunct Pemerintah Kota
kepada WIB secara simbolis Palu
3wsambutan Walikota Palu
10 | Pengurusan administrasi{ Terlayaninya WTB yang-akan 16 Februari Posko Fasilitator Huntap
huntap, penyerahan | menghunbhuntap 2021 - 30 Maret | Informasi Duyu

kunci, dan perlengkapan
huntap

2021
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Gambar 18. Peta persil Hutap penghunian Tahap 1

108 Unat
Serah Terima Kuncl

HUNIAN TETAP DUYU
Sudah selesai terbangun 230 unit fomal i

Tabel 14. Daftar Nama-na

Jumlah

Progress Proses Penghunian

NO

\[0) KELURAHAN ASAL POKMAS RUMAH
1 | AGUS BADAWI BALAROA BALAROA ZONA 5 4A 01
2 | ADAM BALAROA BALAROA ZONA 2 4A 02
3 | H) MUHAYA TAPUNG / SABRI RUPA BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 03
4 | AMIRUDDIN BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 05
5 | ABD HALIM MUBIN BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 06
6 | INDRAWATI LAPUTE BALAROA BALAROA ZONA 3 4A o7
7 | M TAWIL MADE ALI BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 08
8 | INDRAWATI BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 09
9 | ARHAM BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 10
10 | BURHAN BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 11
11 | ANNISA BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 12
12 | IBNU AKBAR BALAROA BALAROA ZONA 3 4A 14
13 | AMAN HAERO LERE LERE 4B 01
14 | APRIYADI. S LERE LERE 4B 02
15 | MISKY PANYO LERE LERE 4B 03
16 | A RIFAI LERE LERE 4B 04
17 | ABD RAHMAN LERE LERE 4B 05
18 | INDRIYANI LERE LERE 4B 06
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NO

\[0] NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK RUMAH
19 | SUARDIN LERE LERE 4B 07
20 | RAHMAWATI TABRAN LERE LERE 4B 08
21 | ASIS, S.AG LERE LERE 4B 09
22 | SATRIA P. MARHUM BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 01
23 | HARTINI BALAROA BALAROA ZONA 5 4C 02
24 | HI MUH JAFAR BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 03
25 | NISMAWATI BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 04
26 | MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 05
27 | FATIMAH BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 06
28 | ANDIKA PRATAMA BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 07
29 | BAHARUDDIN BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 08
30 | TAZIR PANDAN BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 09
31 | ABDUL RAHMAN BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 10
32 | AZIZAH BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 11
33 | HENDRA BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 12
34 | RIDWAN BALAROA BALAROA ZONA 4 4C 14
35 | HASAN MUIN BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 01
36 | NAIM TANDJU BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 02
37 | RAHMADI BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 03
38 | MARPUIJI / ZAKARIA BALAROA BALAROA ZONA 5 4D 04
39 | ZULFIKAR BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 05
40 | IRWAN S LATIF BALAROA BALAROA ZONA 3 4D 06
41 | SULAEMAN BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 07
42 | MOH. HIDAYAT/ RUSTAM BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 08
43 | ISMAIL BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 09
44 | AMIRUDDIN BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 10
45 | ALDRI EKO SISWANTO BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 11
46 | JUMAINI BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 12
47 | ANIS BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 13
48 | SAHALIN BALAROA BALAROA ZONA 2 4D 14
49 | SAIDAH L A ISHAK DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 01
50 | HI. AHMADI ISHAK DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 02
51 | ANAS HI AKHMADI DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 03
52 | DRS SULAEMAN ADJUD DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 04
53 | HERNI LERE LERE 4E 05
54 | SUPARJO DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 06
55 | NUR SALEM PRIBUDI DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 07
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NO

NO NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK RUMAH
56 | MOH. ASHAR M DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 08
57 | ANDI MUHLIS DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 09
58 | BAHMID DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 10
59 | SAHMID ABDON DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4E 11
60 | HAMDANI DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 01
61 | HUSEN S DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 02
62 | RUSTAN DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 03
63 | SAIFUDDIN DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 04
64 | AHMAD YANI DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 05
65 | ZULFAHRI DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 06
66 | H. DAUD LARUBASA, S.AG DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F o7
67 | JAFAR DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 08
68 | HASNAWATI DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 09
69 | ZABAR DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 10
70 | ERWAN DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 11
71 | ABD MUTALIB DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 12
72 | SALIM DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 13
73 | MUHAMAD ISKANDAR LARUBASA DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4F 14
74 | MAS ULI BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 01
75 | MUH. SYAFAAT JABBAR TUALI BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 02
76 | ARDI BALAROA BALAROA ZONA 3 4K 03
77 | NANA SAPUTRA BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 04
78 | RAIS BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 05
79 | SUUD BALAROA BALAROA ZONA 3 4K 06
80 | SRI HARTATI BALAROA BALAROA ZONA 4 4K o7
81 | ROSTINI BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 08
82 | RONI HERMAWAN, S.PI BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 09
83 | ZAHMAN BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 10
84 | CHAIRIL NURSALAM BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 11
85 | H MUH THAJIB ABD RAUF BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 12
86 | ASKAR BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 13
87 | BURHANUDDIN BALAROA BALAROA ZONA 4 4K 14
88 | MOHAMMAD ANDI SULTAN DUYU DUYU 4L 01
89 | MUNIF SE BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 02
90 | MULTAZAN BALAROA BALAROA ZONA 3 4L 03
91 | HI. MANGAWE BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 04
92 | LEO SIMANGUNSONG BALAROA BALAROA ZONA 5 4L 05
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NO

NAMA

KELURAHAN ASAL

POKMAS

BLOK

NO

RUMAH
93 | NURFIANA BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 06
94 | HALIM PERDANA BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 07
95 | ALWIJAH BAHETAM BALAROA BALAROA ZONA 5 4L 08
96 | HARIANTO BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 09
97 | SUKARNI WATUSAMPU ULUJADI 4L 10
98 | MUSNAENI BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 11
99 | IBRAHIM DAWA BALAROA BALAROA ZONA 5 4L 12
100 | SUANDI / PONIDI BALAROA BALAROA ZONA 3 4L 13
101 | SUWARTONO BALAROA BALAROA ZONA 2 4L 14
102 | JUNAEDI BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 15
103 | HASRUL BALAROA BALAROA ZONA 4 4L 16
104 | SARIFUDIN DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4L 17
105 | DRS. SIRAJUDDIN THAYEB DONGGALA KODI | DONGGALA KODI 4L 18

Tabel 15. WTB,Anomali Penghunian Tahap 1

KELURAHAN ASAL

BALAROA | BALAROA ZONA 3

POKMAS

NO RUMAH

1 | ANDI MARHAM 4A 04
2 | H) MUTMAINAH BALAROA BALAROAZONA 3 | 4A 13
3 | NURBIA BALAROA BALAROAZONA 4 | 4C 13

5.6.2. Rencana Penghuntanyl ahap Kedua untuk 120 WTB
Perencanaan awal dari hasil keputusan rapat pemangku kepentingan pada tanggal 5 Februari

2021, Pemindahan“Tahap Il untuk 122 unit hunian akan dilakukan serah terima kunci di akhir

Februari 2021. Kondisi kesiapan prasarana sarana utilitas umum di unit hunian tahap kedua

menjadi kendala untuk proses‘pemindahan bisa dilakukan. Hasil pengecekan tanggal 26 Maret

2021 seperti yang terlampir dalam lampiran 5 menunjukkan bahwa kondisi kesiapan kesiapan dari

prasarana, sarana dan utilitas umum yang ada di huntap 120 belum semua bisa berfungsi. Menilik

dari kesiapan tersebut maka berdasarkan kesepakatan dengan kontraktor dan pemangku

kepentingan di Huntap Duyu akan mengejar progres hingga awal April 2021. Berdasarkan

kesepakatan tersebut maka prosesi serah terima kunci Tahap Il akan dilakukan pada hari Jumat, 9

April 2021.
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Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan
rembug rencana
pemindahan  bersama

warga calon penghuni
Huntap Duyu Blok. 30
(22 WTB) dan 41 (5
WTB).

Pelaksanaan  kegiatan
rembug rencana
pemindahan  bersama

warga calon penghuni
Huntap Duyu Blok. 4H
(15 WTB).

Pelaksanaan  kegiatan
rembug rencana
pemindahan  bersama

warga calon penghuni
Huntap Duyu Blok. 4G
(19 WTB) dan 40 (18
WTB).

Pelaksanaan  kegiatan
rembug rencana
pemindahan  bersama

warga calon penghuni
Huntap Duyu Blok. 4M
(22 WTB).

Baruga
Kelurahan
Balaroa.

Rumah Pak
Massudin.

(JI.Gawalise).

Baruga
Kelurahan
Balaroa.

Baruga
Kelurahan
Balaroa.

Tabel 16. Rencana Teknis Pemindahan Tahap 2
120 WTB Huntap Kawasan Duyu

3 April
2021. Pukul
15.00-
selesai.

4 April
2021. Pukul
19.00-
selesali

5 April
2021. Pukul
15.00-
selesai

6 April
2021. Pukul
15. 00-
selesali

Semua WTB _memahami dan

menyetujui skema penghunian tahap

- 2 (122 unit) disertai dengan berita

acara kesepakatan. (Lampiran 7)

Hal-hal yang disampaikan antara

laing

o Ketersediaan infrastruktury, 122
unit

e Skema “pemindahan dan serah
terima kunel rumah Tahap-2.

e Rencana  pengecekan  unit
bersamaWTB 122erang.
o Memaparkany, jadwal rencana

teknis kegiatan‘lapangan sampai
hari minggu 11 Februari 2021.

Kebutuhan

1. KAK Pertemuan
dan rembuk Pokmas

2. Berita Acara
Kesepakatan & Daftar
hadir

3. Data BNBA WTB
122

4. Peta Persil Huntap

5. Perlengkapan
rembuk (LCD, Kertas
Plano, printer dll)

6. Notulensi
pertemuan

7. Konsumsi
pertemuan untuk
122 orang WTB
Undangan: 6 orang
Fasilitator dan team
Bridging 2 orang
Total 130 orang.

OSP -Bridging,
dan Tim
Fasilitator TIM 4
Huntap Duyu.
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Kegiatan Tempat Waktu Kebutuhan
e Pelaksanaan  kegiatan | Rumah  Pak |6 April
rembug rencana | Kamrus (BTN. {2021. Pukul
pemindahan  bersama | Palupi). 15. 00-
warga calon penghuni selesai
Huntap Duyu Blok. 4N
(21 WTB).

2 | Koordinasi kesiapan | Kantor Balai |5 April . Penyamaan persepsi* »mengenai Data kelengkapan | BPBD, Bapeda,
pemindahan tahap Kke-2 | Penyedia 2021. Pukul tahapan pemindahan 120 WTB. WTB SK Tim OSP
bersama Kabalai BPPW, | Perumahan. 11.00- . Kesepakatan Skema pemindahan. Penghunian Bridging, Satker
Kabalai Penyediaan selesai . Rencana‘teknisqpemindahan. Skema tahapan dan Perumahan —
Perumahan, Kasatker MKesepakatan. aturan dan surat rencana pemindaha | fasilitator Huntap
Penyediaan ~ Perumahan, penyerahan dariypemerintan Kota kesiapan Pemerintah
Pemda Kota Palu dan OSP Paluke WTB. Kota Palu
Bridging. Aturan dan surat

serah terima kepada
WTB

3 | Penyusunan rundown | Sekretariat 6 April Daftar nama fasilitator yang terlibat | - Surat tugas tim Tim OSP
kegiatan dan pembagian | Fasilitators 2021. dalam “proses pengecekan unit | fasilitator. Bridging dan
tugas serah terima kunci. huntap,dan serah terima kunci. Rundown kegiatan Asisten Kota

Rundown kegiatan acara serah Palu.
terima kunci.

4 | Briefing tim fasilitator yang | Sekretariat 7 April Fasilitator memahami mekanisme Lembar ceklist. Tim OSP
terlibat dalam  proses | Fasilitator. 2021. dan komponen unit huntap yang Bridging, Tim

pengecekan unit huntap dan
serah terima kunci.

akan di cek.
Fasilitator ~memahami
serah terima kunci dan
pendokumentasian.

prosedur
cara

Fasilitator dan
Asisten Kota
Palu.
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Kegiatan

Tempat

Waktu

Kebutuhan

Pengecekan unit huntap Lokasi Huntap |8 April Fasilitator teknik mendampingi 120 | - Jadwal pengecekan Tim OSP
bersama 122 WTB di Duyu 2021. WTB untuk mengecek kesiapan unit masing-masing Bridging,
hunian masing-masing. rumah WTB by Name by | Tim Advisory,
Lembar pengecekan Adress. Pemerintah Kota
- Lembar pengecekan | Palu dan WTB
- Daftar Hadir dan | calon penerima
berita acara huntap
Persiapan Akhir Lokasi Huntap |8 April Penggandaan berita acaray, serah | - Berita Acara Tim OSP
Duyu 2021 terima-unit rumah Bridging, Asisten
Persiapan perlengkapan dan Tim
Fasilitator 4.
Acara Seremonial Serah | Taman Huntap |9 April Doaybersama pemindahan warga ke | - Rangkaian  Acara | Balai Perumahan,
Terima  kunci  kepada | Duyu 2021 Huntap »Duyu “hersama dengan | dan balai Cipta
perwakilan WTB Tokoh adat, agama, dan, masyarakat | penanggungjawab Karya, Satker
Kelurahan Duyunserta pemerintah | doa bersama dan Penyediaan
kota Palu. proses acara | Perumahan, OSP
prosesl ) acara penyerahan kunci | seremonial Bridging,
kepada W B secara simbolis penyerahan kunci Pemerintah
Pengecekan ke 2/3 unit rumah - Undangan Kelurahan Duyu,
- persiapan tempat Pemerintah Kota
- acara dan keperluan | Palu dan Dewan
untuk doa secara | Adat Kelurahan
Adat Kaili Duyu.
Proses serah terima kunci, | Posko Mulai 10 Penandatanganan Berita acara serah | Kunci rumah, Berkas Fasilitator
Penandatanganan surat | Informasi April 2021. terima kunci dan surat perjanjian berita acara dan surat Huntap Satker
perjanjian dan berita acara | Fasilitator WTB  mendapatkan  informasi | perjanjian Penyediaan
Huntap Duyu mengenai hal-hal terkait dengan Perumahan
proses penghunian dan tahapan Kementerian
pemulihan. PUPR
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Gambar 19. Blok Hunian Tahap Il untuk 220 WTB

SITE PLAN HUNTAP DUYU

KETESANGAN

B rorovas salAaRoA zoMA Y [T] posaas ouvu

BN rowvas saiaroazona . Bl POswAS LEan

B POrvAs BAAROAZONAT  [[] PORMAS PALUPHTALIASE

B rowovas palaroa zona 4 Il FOOMAS PENGAWLY TAVASIUKA

B rovwan poncaaa koo [l POOMAS PETOOO

B rOxmAS LAD B POMMAS RALAROA ZOMA &
] SELUM ADA YANG MIMILDO
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Tabel 17. Daftar Nama-nama WTB Pemindahan Tahap Il untuk 120 WTB

NO NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK | NO RUMAH
1 NURHAEDA BALAROA BALAROAZONA 2 | 4G 1
2 SALAWATI BALAROA BALAROAZONA 2 | 4G
3 ROSNIDAR BALAROA BALAROAZONA 2 | 4G 3
4 RUSLI LONGKANG BALAROA BALAROAZONAS | 4G 4
5 HASNI S NOHONG BALAROA BALAROAZONA 2 | 4G 5
6 ISMET AR. NAILU BULURI ULUJADI 4G 6
7 SYAMSUL HADI WATUSAMPU ULUJADI 4G 7
8 ASIRMAN WATUSAMPU ULUJADI 4G 8
9 TASNA WATUSAMPU ULUJADI 4G 9
10 | NASRIANA M. UMAR BULURI ULUJADI 4G 10
11 | NASRAH BALAROA BALAROAZONA 2 | 4G 11
12 | MOH RIFAI BALAROA BALAROAZONA2 | 4G 12
13 | RADJI BALAROA BALAROAZONA2 | 4G 13
14 | DARWIS WATUSAMPU ULUJADI 4G 15
15 | BANDI SILAE ULUJADI 4G 16
16 M. ONDONG TAVANJUKA I?'EAI\\I/SQY\L/JL:(f 4G 17

MOHAMMAD

gﬁkﬁ/ﬁﬁ:TRA WATUSAMPU ULUJADI 4G 18
17 | LAMADJIDO
18 2|L_|JLY A-LAMADJIDO WATUSAMPU ULUJADI 4G 19
19 | MASUDIN DUYU DUYU 4H 1
20 | ABD HAMID DUYU DUYU 4H 2
21 | ZULKIPLITOTO DUYU DUYU 4H 3
22 | FATMAWATI DUYU DUYU 4H 4
23 | FAHMI DUYU DUYU 4H 5
24 azévl\?ENo AR/ NUR BALAROA BALAROAZONA 3 | 4H 6
25 | HABDUL HAMID DUYU DUYU 4H 7
26 | ARDIN AMBO UPE DUYU DUYU 4H 8
27 | HERU SUSANTO DUYU DUYU 4H 9
)8 |§E$QAMAU LANA DUYU DUYU 4H 10
29 | SARTANA DUYU DUYU 4H 11
30 | DONI MUH. RIZAL DUYU DUYU 4H 12
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NO NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK | NO RUMAH
31 | FARIDA DUYU DUYU 4H 13
32 | WEPANANGARENG DUYU DUYU 4H 14
33 | AHMAD MAHRUS DUYU DUYU 4H 15
34 | SUTIKNO PETOBO PETOBO 4
35 BAITUL MANAF PETOBO PETOBO 4

MUHAMAT AGUS
36 | SALIM PETOBO PETOBO 4 3

DRS. DARMAN
37 | HUTASOIT PETOBO PEFGBO 4 4
38 | TASLIM BALAROA BAEAROAZONA 5 4 5

ABD RAHMAN
39 | MUSTAFA BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 1
40 | GAZALI LAPUTE BALAROA BALAROAZONA1l | 4M 2
41 | DJAFAR ALATAS BALAROA BALAROA ZONAT |, 4M 3
42 | YASER SILAE ULUJADI 4M 4
43 | ARDIYANTO BALAROA BALAROA ZONA1l | 4M 5
44 | HASNAWATI BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 6
45 | ANDI KISMAN BALAROA BALAROA ZONA 1l | 4M 7
46 | BAHARUDIN BALAROA BALAROAZONA 1 | 4M 8
47 | ACHMAD BALAROA BALAROA ZONA1 | 4M 9
48 | MOCH. IKBAL BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 10
49 | ABD. RAZAK BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 11
50 | HAMIDIMUEDRO BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 12
51 | TRIYONO BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 13
52 | NURUL NADIA BALAROA BALAROAZONA1l | 4M 14
53 RONY HARTONO BALAROA BALAROAZONA1l | 4M 16
54 | MANTING BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 17
55 | ATJO LANONGKO BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 18
56 | RINTO BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 19
57 | NURDIN BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 20
58 | H.HARIYANTO BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 21
59 | ARAFAH BALAROA BALAROAZONA1 | 4M 22
60 | KAMRUS PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 1
61 | ISHAKS.KOM PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 2
62 | YUSRAN PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 3
63 | SUHERMAN PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 4
64 | DAHNIAR PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 5
65 HARUM RENDENG PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 6
66 | DWISUSANTO PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 7
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NO NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK | NO RUMAH
SUTRISNO
67 | ABDULLAH PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 8
68 | AGUS SUHENDI PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 9
69 | ERNAWATI PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 10
70 | SEDE PALUPI PETOBO 4N 11
71 | USMAN AFANDI PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 12
72 | SAKIRA PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 13
73 RU WIDODO PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 14
BARNABAS BARNA, PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 15
74 | SH
75 MOH ZAIN PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 16
MOHAMMAD
76 | TAOFAN PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 17
77 | ABD GAFUR, SE PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 18
78 | AISYAH MANSUR PALUPI PALUPI/BALIASE AN 19
79 | IMAM FADLI PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 20
80 | MOH GUNAWAN PALUPI PALUPI/BALIASE 4N 21
81 | RIVAL PETOBO PETOBO 40 1
82 | SURAHMAT PETOBO PETOBO 40 2
83 FIRMAN PETOBO PETOBO 40 3
84 | LUKMAN PETOBQ PETOBO 40 4
85 | SAWIR HARIS PETOBO PETOBO 40 5
86 | SAFRUDIN SILAE ULUJADI 40 6
87 | RONY WATUSAMPRU ULUJADI 40 7
PENGAWU &
38 HIDAYANTO TAVANJUKA TAVANJUKA 40 8
PENGAWU &
89 DEDY PENGAWU TAVANJUKA 40 9
PENGAWU &
90 ABD LATIF PENGAWU TAVANJUKA 40 10
PENGAWU &
91 ISKANDAR PENGAWU TAVANJUKA 40 11
PENGAWU &
9 ABDUL JABAR PENGAWU TAVANJUKA 40 12
PENGAWU &
93 ARBAINA PENGAWU TAVANJUKA 40 13
PENGAWU &
94 YANTI RANJU PENGAWU TAVANJUKA 40 14
PENGAWU &
o5 PAHSAN PENGAWU TAVANJUKA 40 15
PENGAWU &
9% ATI PENGAWU TAVANJUKA 40 16
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NO NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK | NO RUMAH
o v PENGAWU PTEA'\\'/%\?(J[:(A& 40 17
PENGAWU &
98 MOH. NUR PENGAWU TAVANJUKA 40 18
99 | DEDY SYARIFUDIN LERE LERE 30 1
100 | HJ. MULYANI BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 2
101 | KAHAR MUHE BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 3
102 | FIRMANSYAH BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 4
103 | MUGHNI PETOBO PEF@BO 30 5
104 | KAHARUDDIN BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 6
105 | SUMARNI BALAROA BALAROGAZONA 5 | 30 7
106 | ALILATUO LERE LERE 30 8
107 | SUKARDI BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 9
108 | ABD RAHMAN PALUPI PALUPI/BALIASE 30 10
RICHARD MEIKY
109 | AGHOGHO BALAROA BALAROAZONA 5 [* 30 11
110 | MUH FAHRI SILAE ULUJADI 30 12
111 | ERWIN BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 13
112 | ABDUL JAWAD BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 14
113 | ABD KADIR L BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 15
114 | RISWANDI BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 16
115 | WANDI ANTOLIS BALIASE PALUPI/BALIASE 30 17
116 | RUSDIN BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 18
117 | BURHANUDDIN BALAROA BALAROAZONA 5 | 30 19
118 | RANDI SETIAWAN LERE LERE 30 20
119 | NURDIN PETOBO PETOBO 30 21
120 | RAMLAH;S.PD LERE LERE 30 22
Tabel A8 WTB Anomali Penghunian Tahap 2
NO NAMA KELURAHAN ASAL POKMAS BLOK = NO RUMAH
1 | LASAKA BALAROA BALAROA ZONA 1 4AM 15
HARTINI BALAROA BALAROA ZONA 2 4G 14
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BAB VI
KAJIAN KOMUNITAS SETEMPAT

6.1. Identifikasi Dan Kajian Komunitas Setempat

Lokasi huntap kawasan Duyu secara administratif berada di wilayah Kelurahan Duyu
Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Pembentukan Kelurahan Duyu berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Palu No. 4 Tahun 2012 yang di dalamnya tercantum mengenai pembentukan Kecamatan
Tatanga serta beberapa kecamatan lain, maka Kecamatan Tatanga yang semula merupakan bagian
dari Kecamatan Palu Barat dan Palu Selatan berubah menjadi kecamatan tersendiri dengan 6
kelurahan. Kelurahan Duyu memiliki luas wilayah 6,16°km2)Jumlah penduduk Kelurahan Duyu
berdasarkan data Dinas Kependudukan dan CatatamSipil Periode,30 Juni 2020 berjumlah 9.887
Jiwa terdiri dari 4871 jiwa perempuan dan 5016 jiwa lak-laki,"dan 2972 Kepala Keluarga.
Kelurahan Duyu terdiri dari 5 RW (rukun warga) dan 26 R, (rukun tangga). Warga yang tinggal
di Duyu cukup beragam suku dan agamanya, mayoritas ditinggali oleh suku Kaili, suku Jawa,
Sunda, Bali, Mandar, dan Bugis. Kondisi masyarakat Kelurahan Duyu sangat heterogen sebagali
tipologi masyarakat perkotaan yang sangatiadaptif dengan masuknya etnis lain untuk tinggal di
wilayahnya.

Posisi Kelurahan Duyu sangat strategis di Kecamatan Tatanga, memiliki akses yang cukup
dekat dengan saranan pendidikantdarimulai jenjang SD, SMP hingga SMA/K. Puskesmas
Sangurara yang melayani Wwarga berada Kelurahan Duyu. Lapangan sepakbola Stadion Gawalise
milik Kota Paluyberada di wilayah Kelurahan Duyu. Pasar berada di Kelurahan Tavanjuka yang
tidak jauh dengan‘permukiman warga Duyu.

Kegiatan sosial melalui lembaga yang ada di Kelurahan Duyu cukup aktif berkegiatan,
memiliki peran dan fungsk sesial masing-masing termasuk berperan dalam menjaga keamanan,
ketertiban, kebersihan lingkungan serta untuk perlindungan masyarakat dan mengusung kearifan
lokal, diantarannya adalah : Lembaga Adat Valangguni, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LMP), TP-PKK, Satgas K5, Satgas Perlindungan perempuan dan Anak, Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Padanjakaya, Karang Taruna, Remaja Islam masjid (RISMA), Kelompok
Bersanji, Wanita Islam Al-Khairat (WIA), Sanggar Seni Lauro, Sanggar Seni Puegiso, Kelompok
Pecinta Alam (KPA) Towio dan Vatunggani. Lembaga sosial masyarkat yang ada, dapat

meningkatkan kemandirian dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran
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tentang potensi-potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan menjadi hal yang positif baik bagi
pembangunan daerah maupun bagi masyarakat yang bersangkutan

Peran Lembaga Adat cukup berpengaruh dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial di
masyarkat. Hal ini mengingat warga yang tinggal di Duyu sangat heterogen, belum lagi 5 tahun
lalu Kecamatan Tatanga sangat rentan konflik sosial perkelahian antar kampung dan antar
kelurahan. Tonda Talusi atau tiga tungku yaitu adat, pemerintah dan tokoh agama menjadi modal
sosial yang mengakar di masyarakat kalili. Pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan Duyu,
sebagali tindak lanjut dari terbitnya Perda Kota Palu No.9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat
Kaili. Perda ini memperkuat peranan Lembaga adat sebagail ranah untuk melindungi masyarakat
dan wadah menyelesiakan persoalan ditingkat masyarakat.“Menurut Penuturan Ketua adat dan
tokoh masyarakat, telah banyak kasus atau persoalan sosial masyarakat yang diselesaikan melalui
sidang Lembaga adat di bantayan/rumah adatfHal ini meminimalisirpersoalan sosial masyarakat
masuk ke ranah hukum negara, sehingga peranan Lembaga.ddat dikatakanimembantu peran aparat
penegak hukum dalam mengayomi masyarakat.

Masyarakat Hukum Adat Kaili di Kota Palu mengenal, “Givu”/denda adat, sebagai norma
yang mengatur hubungan sesama manusia‘sebagal tatassosial di antara pihak untuk menciptakan
harmoni kehidupan. “Gi¥u’* 1nilah yang digunakan‘oleh Lembaga adat dalam mengeluarkan sanksi
bagi masyarakat yang melanggar aturan sosial’ Pelanggaran aturan sosial di masyarakat Kaili
secara umum dikenal 3:bentuk 'sebagar berikut:

a. Sala-mbivi yaitu kesalahan“akibat ucapan’dan Tindakan yang tidak terpuji (kesalahan
kategoriringan)
b. Salababa /“Sala-mpale yaitu kesalahan akibat kelancangan tangan (kesalahan kategori
sedang)
c. Sala-Kana yaitu kesalahan yang fatal telah dilakukan (kesalahan besar dan berat
hukumannya)
Telah banyak kasus sosial/persoalan masyarakat Duyu yang diselesaikan oleh Lembaga adat, yang
masuk pada kategori sala-mbivi dan sala-mpale, dengan sanksi adat yang disebut “givu”
diberlakukan berdasarkan kategori kesalahan yang ditetapkan. Oleh karena masyarakat Duyu
memiliki lembaga adat, sangat disarankan kepada masyarakat Kelurahan Duyu jika ada persoalan
sosial masyarakat, diharapkan dapat diselesaikan lebih dulu secara kekeluargaan ditingkat

Kelurahan Duyu melalui lembaga adat Kelurahan Duyu. Selain aturan mengenai Givu, terdapat
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aturan dan larangan merusak kawasan hutan sagu sebagai daerah tangkapan air bagi lembah Palu.

Hutan sagu akan dibranding menjadi ikon Duyu sebagai Kampung Sagu.

6.2.  Aspirasi Komunitas Setempat

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Permukiman (RAP) telah dilakukan rembug
bersama aparat Kelurahan Duyu, tokoh masyarakat dan tim fasilitator dengan total peserta 14 orang
pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 bertempat di kantor Kelurahan Duyu. Proses selanjutnya
dilakukan workshop bersama yang mempertemukan apparat pemerintah Kelurahan Duyu, Ketua

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Adat, Tokoh Ag dan perwakilan perempuan Duyu

dengan perwakilan 12 Pokmas calon penghuni Huntap pada tanggal 17 Desember 2020.

Proses ini menjadi ruang pemaparan aspirassi dari m tempat dan mempertemukannya
dengan keinginan dari perwakilan calon penghuni . m proses workshop tersebut
juga dirumuskan kesepakatan bersama antara calon penghuni Huntap

Duyu. Berita acara tertuang dalam gambar berikut:

Gambar 20. Berita Acara Ke dengan Masyarakat Setempat
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Dalam proses perencanaan dan pembentukan RT dan RW sebagai satuan administratif
permukiman ada tahapan yang harus dilalui oleh warga yang tinggal di Huntap Duyu. Tahap
pertama akan dibentuk kepengurusan Rukun Tangga (RT) sesuai dengan kebutuhan di bawah
kepengurusn Rukun Warga (RW) yang sudah ada. Tahap pertama ini dinilai penting sebagai proses
saling mengenal dan integrasi, asimilasi antara penduduk baru dengan kepengurusan RW yang
sudah ada. Ketika sudah berjalan maka tahap selanjutnya akan dibentuk RW tersendiri di Huntap
Duyu. Proses pembentukan wilayah adaministratif RT dan RW ini akan menyesuaikan dengan
RTRW Kota Palu yang sedang dalam proses pengesahan.

Pada proses penghunian, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat Duyu, prosesi doa
bersama dan selamatan secara bersama-sama antara £alon ‘penghuni, PUPR, Pemda, dan tokoh
masyarakat Duyu sebagai ungkapan rasa syukur®saat pertama, menempati rumah. Tokoh
masyarakat mempersilahkan pada setiap calon penghuni untuk melakukan doa dan selamatan di
rumah masing-masing. Adat kebiasaan warga mengatur dalam siklus hidup. manusia, kelahiran,
pernikahan dan kematian ada iuran yang dibebankan kepada warga berupa lessi dan rombe sebagai

bentuk arisan gotong royong untuk membantu‘kerepotan warga.

6.3. Pemanfaatan DandPengelolaan Fasilitas Bersama

Pemanfaatan dan penggunaan fasilitasbersama, mfrastruktur, iuran pengelolaan dan
sebagainya. Dalam wawancara,bersama.Pemerintah Kelurahan, Tokoh Adat dan LPM dijelaskan
point-point penting terkait,pemanfaatan dan‘penggunaan fasilitas bersama antara lain:

1. Tokoh imasyarakat ‘menyarankan, warga calon penghuni Huntap Duyu menggunakan
Masjid yang, sudah dibangun oleh:Pemerintah Malaysia. Di masjid tersebut juga terdapat
tempat mengajiyang rutin bagi anak-anak, calon penghuni huntap bisa bergabung di tempat
tersebut.

2. Komunitas warga setempat juga berharap agar proses pemukiman kembali tetap
memperhatikan kondisi alam. Pembangunan tidak menciptakan masalah-masalah di
kemudian hari, baik masalah sosial maupun masalah lain. Pengerjaan saluran drainase serta
kolam retensi untuk mengurangi banjir telah disosialisasikan kepada warga Duyu. Warga
sepakat dengan skema pengurangan banjir dengan pembuatan kolam retensi dan
mengijinkan pelebaran saluran drainase yang sudah ada sebelumnya untuk memperlancar
aliran air. Saluran drainase tersebut berada di batas wilayah permukiman warga. Harapan

komunitas setempat terkait pengelolaan fasilitas dan infrastruktur antara lain:
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a. Merencanakan bersama antara calon penghuni dan masyarakat Duyu terkait
pengelolaan persampahan, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dalam hal
pengelolaan persampahan di Kelurahan Duyu. Pengelolaan persampahan di Kelurahan
Duyu, terdapat dua TPS3R. Salah satu TPS3R di Duyu tidak lagi berjalan setelah
Gedung TPS3R mengalami kerusakan setelah diterjang banjir. Kedua TPS3R belum
lagi beroperasi sejak masa pandemic covid-19. Saat ini pengelolaan persampahan bagi
masyarakat Kelurahan Duyu, mengikuti jadwal armada sampah dari Dinas Lingkungan
Hidup. Di mana masyarakat membuang sampahpada titik TPS sementara dengan
aturan waktu pembuangan pukul 16.00 sampaiengan 18.00 WITA.

b. Melakukan pengawasan bersama terkait proses pembangunan SPAL dan pipanisasi
pembuangan air limbah (tingkat kemiringan pipa) untuk,mencegah kebuntuan saluran
limbah serta merencanakan pengelolaan/pemeliharaan SPALdan merencanakan terkait
pengelolaan IPAL, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan baik bagi calon
penghuni dan masyarakat Duyu,itu sendiri.

c. Kelurahan Duyu belum memiliki penataan drainase. Selama ini pembuangan aliran air
warga masih melalui,alur sungai yaitu Binangga Soa dan Sungai Manonda yang sudah
mengalami @endangkalan. Adapun, drainase “untuk pengairan telah rusak karena
bencana, sedang dalam proses perbaikan. Pengelolaan drainase Kelurahan Duyu yang
adassaat inibmasih dalam proses perencanaan akan disatukan dengan rencana drainase
kota. Adanya “usulan dari, BPPW “(Balai Prasarana Permukiman Wilayah) untuk
mengintegrasikan reneana Drainase antara Kota dan Propinsi. Hal inilah yang perlu
didorong bersama kepada Pemerintah Daerah Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Terkait RencanaPenataan Permukiman di Kelurahan Duyu, Tokoh masyarakat setempat
mengusulkan demi pemerataan pembangunan dan mengurangi kecemburuan sosial, perlu
dilakukan perbaikan jalan Taipa Ranggu yang kondisi jalannya rusak sehingga akses warga
di RT 04 menjadi sulit menuju tempat tinggalnya. Padahal, RT 04 ini menjadi jalur
evakuasi bagi warga Duyu saat bencana tahun 2018 silam dan dapat menjadi ikon

pariwisata mengingat pemandangan alamnya yang cantik.
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BAB VII
RENCANA PEMULIHAN PENGHIDUPAN CALON PENGHUNI

Tantangan terbesar dari proses relokasi adalah memastikan kondisi penghidupan warga
lebih baik atau minimal setara dibandingkan kondisi sebelumnya. Pada bab ini akan memberikan
penjelasan terkait hasil kajian dan rencana aksi pemulihan penghidupan calon penghuni selama

pasca pemindahan/relokasi ke Hunian Tetap Kawasan Duyu.

7.1.  Penilaian Kebutuhan Pemulihan Penghidupan.

Berdasarkan kajian ekonomi menunjukkan bahwa 79% WTB tidak akan mengalami
perubahan mata pencaharian. Sebelum relokasi ke ¢huntap, warga terdampak bencana sudah
memililki rencana untuk mendapatkan tambahanfpenghasilan seperti membuat kios, berdagang
makanan jadi, menyediakan air galon, pulsa, token dan beragam unit.usaha yang akan dilakukan
di hunian baru. Bagi warga yang akan berpindah/berubah pekerjaan sudah memiliki rencana
pribadi tentang pekerjaan yang akah dilakoninya. Kebutuhan pemulihan penghidupan di sisi
ekonomi secara tegas disampaikan oleh W TB terkait dengan, kewenangan untuk memanfaatkan
lahan sisa bangunan untuk dijadikan kios‘atau warung,sebagal tempat jualan. Pada masa awal
pemindahan pembangunan warung/kios di depan‘rumah ini masih belum bisa dilakukan karena
belum ada serah terima dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Palu, dan dari Pemerintah
Kota Palu ke AWTB."Warga juga mengharapkan ada lokasi khusus yang disediakan untuk
berdagang,fatau ada hari-hari tertentu yang bisa dijadikan waktu untuk berjualan sekaligus
merancang kawasan hunian tetap,sebagaihlokasi wisata. Beberapa WTB mengajukan kebutuhan
pelatihan management keuangan, dan terutama pengelolaan dan bantuan modal untuk
pengembangan usaha yang,akan dilakukan.

Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu dalam proses tahapan kegiatan
pemindahan diawali dengan workshop dengan unit pelayanan teknis di tingkat kecamatan pada
Kamis 17 Desember 2020 di Balai pertemuan Keluarahan Duyu. Workshop menjadi ruang untuk
meneguhkan dukungan dari pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, UPTD Pendidikan yang terkait
langsung dengan pendidikan anak calon penghuni Huntap Duyu dan UPT Kesehatan Puskesmas
Sangurara Kelurahan Duyu Kecamatan Tatangga. Workshop ini menghasilkan beberapa
kesepakatan yang dibangun bersama antara calon penghuni huntap dengan pemerintah di level

kecamatan yang akan selalu bersentuhan dengan layanan dasar. Kesepakatan-kesepakatan yang
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sudah dibangun di tingkat kecamatan ini akan dikomunikasikan kepada organisasi perangkat
daerah yang terkait dengan point-point kesepakatan (berita acara kesepakatan terlampir).
Kesepakatan yang dibangun dalam workshop penghunian Huntap Duyu di bidang
Kesehatan tertuang dalam tabel di bawah. UPT Kesehatan diwakili oleh Kepala Tata Usaha
(KTU) Puskesmas Sangurara, Bapak Jufri Tj. Latantu dan Ketua Tim Mutu Puskesmas Sangurara,
Bapak Muh. Ramli, S.Kep menghasilkan point-point kesepakatan bersama terkait rencana

pelayanan kesehatan bagi calon penghuni Huntap Duyu.

Tabel 19. Kesepakatan Rencana Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Penghuni Huntap Duyu.

Isi Kesepakatan Rencana Aksi
Huntap Duyu sebagai hunian Ketua-ketua 4Pokmas menyetuji | Pembahasan  lebih
“Kampung Sehat”. konsep ‘Kampung' Sehat” dan | lanjut mengenai

akan membahas bersamadi pasca

Kampung Sehat akan

huni dilakukan  setelah
penghunian  (Mei-
Juni 2021)
Anggaran pelayanan kesehatan@l Puskesmas-akan melakukan Pendataan warga

untuk warga Huntap Duyu akan
dimasukkan dalam usulan
anggaran perubahan 2021

kegiatan Pengenalan Kondisi dan
Mawas,Diri padabulan Mei
2021.

akan dilakukan bulan
Mei 2021

Penyediaan AUIZA Serbaguna
Terbuka di Huntap'Duyu untuk
pelayanan Posyandu,

Akan, ddikonsultasikan  dengan
PUPR dan Pemda Kota Palu

Posyandu bisa
menggunakan balai
Kantor Kelurahan

penggantian closet jongkok, Closet dan akses

RTHdamah kelompok rentan; kelompok rentan

akses‘informasi kesehatan dibahas dalam
pengembangan
rumah pasca
pemindahan  (Mei
2021)

Perlu pemisahan Posyandu Aspirasi ini akan dimasukkan | Anggaran masuk di

(Balita dan Lansia) bagiwarga | dalam usulan anggaran | BOP Puskesmas

Huntap Duyu karena jumlahnya | Puskesmas Sangurara. tahun 2021

cukup besar

Perpindahan Faskes BPJS calon | Puskesmas  Sangurara akan | Mei 2021  akan

penghuni Huntap Duyu mencoba advokasi kepada BPJS | dilakukan

terkait perpindahan faskes

pembahasan ini

Sumber : Olahan Data Workshop Duyu, 2020

Di bidang pendidikan, Kepala UPTD Pendidikan Wilayah 3 Palu Selatan — Tatanga,

Bapak Rospi Dg. Sirua, S.Pd menjelaskan bahwa 2 (dua) hal penting harus dipenuhi dalam mutasi
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siswa ke sekolah lain yaitu Surat Keterangan Pindah dan perubahan di data pokok pendidikan
(Dapodik) yang berlaku nasional. Standar pelayanan mutasi siswa pindah sekolah untuk

mendapatkan Surat Keterangan Pindah, dapat dilihat dalam tabel 16 berikut:

Tabel 20. Standar Pelayanan Mutasi Siswa Pindah Sekolah

Persyaratan Prosedur/Alur Waktu BIEVEY Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan Tarif Pengaduan
1. Rekomendasi | 1.Pengajuan berkas 35 menit 1. Kotak
dari sekolah pemohon setelah berkas | Tidak Pengaduan
baru dipungut 2. Kotak Saran
biaya 3. Telp
(0568) 2020090
2. Rekomendasi | 2. Pemeriksaan persyaratan Surat
dari sekolah berkas lengkap Keterangan
asal
3. Format 8355 | 3. Pembuatan pejabat Pindah
(data siswa) rekomendasi berwenang
4. Raport 4. Penandatanganan hAda di tempat | -
5. Penyerahan berkas -

Sumber : UPTD Pendidikan Wil 111 Kec. Palu Selatan=,Tatanga;)2020.

Proses pemindahan peserta)didik dibutuhkan suraty keterangan pindah untuk input
perpindahan siswa ke dataypokok pendidikan (Dapodik). Hal ini sesuai amanat Pasal 35
Permendikbud/Nomor51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK,
SD, SMP, (SMA dan SMK wang ‘mana disebutkan bahwa ‘“Perpindahan peserta didik wajib
memenuhi ketentuan persyaratan,PPDB dan/atau sistem zonasi, dan sekolah yang bersangkutan
wajib memperbaharui, DAPODIK™. Di setiap sekolah, DAPODIK dikerjakan oleh operator
sekolah. Permasalahannyaydi Kota Palu, para operator sekolah sebagian besar merupakan tenaga
honorer sehingga kadangkala proses pengurusan DAPODIK menjadi bermasalah.

Terkait bantuan pendidikan dijelaskan bahwa sesuai amanat Permendikbud Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolahh (BOS) Reguler disebutkan bahwa
“Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah”. Jadi, kehawatiran orang tua tidak beralasan
karena dana biaya operasional sekolah didapatkan berdasarkan jumlah siswa disekolah tersebut.
Sedangkan untuk bantuan pendidikan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program
Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), akan terpindahkan dengan sendirinya

bila DAPODIK siswa sudah terselesaikan dari sekolah asal ke sekolah tujuan.
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Tabel 21. Kesepakatan Tentang Pemindahan Sekolah Anak

No | Isu-lsu Isi Kesepakatan Rencana Aksi

1. | Pengurusan UPTD  Pendidikan Wilayah 3 Palu | Tahun ajaran baru
perubahan  data | Selatan — Tatanga akan memfasilitasi | 2021/2022 akan
pokok pendidikan | koordinasi antara operator sekolah asal, | difaslitasi oleh UPTD
antara  operator | dengan operator sekolah tujuan agar | Pendidikan

sekolah asal dan | proses pemindahan anak calon penghuni
operator sekolah | menjadi lebih mudah

tujuan
2. | Biaya pendaftaran | Tidak dipungut biaya Warga mendaftarkan
mandiri
3. | Bantuan a. Dana BOS masuk ke rekening sekolah, | UPTD Pendidikan akan
Pendidikan tidak diberikan ke siswa | memfasilitasi setelah

(Permendikbud Nomar 8 Tahun,2020) | siswa pindah ke lokasi
b. KIP, PIP, PKH otematis berpindah,bila | sekolah yang diinginkan.
DAPODIK darifsekolah asal ke sekalah
tujuan terselesaikan
Jika 3 point dilanggamoleh okhum tidak
bertanggungjawab, makayorang tua siswa
diminta melapor kepada KA. UPTD
Pendidikan \Wil.n3 Palu = Selatan —
Tatanga. Sanksi akanaditerapkanykepada
oknum tersebut
Sumber: Olahan Data Workshop Duyu, 2020

UPTD Pendidikan juga menyebutkan 30 anak yang akan pindah sesuai hasil sensus sosial ekonomi

dapat tertampungidissekolah yangddiinginkan. Rencana tindaklanjut diserahkan kepada orang tua
siswa untuk langsung berhubungan dengan pthak sekolah yang diinginkan untuk perpindahan
pendidikan anaknya. Jika dalamyproses perpindahan terdapat kesulitan yang dihadapi orang tua

siswa bisa menghulungi UPTD Pendidikan untuk dibantu proses pengurusannya.

Tabel 22. Rencana Perpindahan Anak dan Daya Tampung Sekolah

Jumlah Siswa Waktu

No Narq_a _Sekolah Rencana Tempuh Zonasi NERENET DR
ujuan Pindah i Tampung Sekolah
MIN 1 Palu . Siap Menampung
4 : Non-zonast -y sus Kelas I dan 111
SD Inpres Duyu 8 3 Zonasi Siap Menampung
SMP 11 Palu 2 7 Zonasi Siap Menampung
SMA 6 Palu 2 4 Zonasi Siap Menampung
SMK 4 Palu 2 4 Zonasi Siap Menampung
18

Sumber : Olahan Data Primer, 2020
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Kebijakan terkait pemindahan siswa sekolah berbeda antara sekolah negeri dan swasta. Perbedaan
bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 23. Kebijakan Sekolah Negeri dan Madrasah Tentang Pemindahan Siswa
No Kebijakan Sekolah Negeri Kebijakan Sekolah Madrasah Terkait Siswa

Terkait Siswa Pindahan Pindahan
Masih menerima siswa pindahan 1. Tidak bisa menampung siswa pindahan kelas IV —
karena kebijakan zonasi membuat VI karena daya tampung kelas sudah penuh.
beberapa sekolah  kekurangan Hanya kelas I-lI1l saja yang daya tampung
peserta didik kelasnya belum penuh, tapi tidak lebih dari 5
siswa
(Jika mengacu pada tabel 3, maka 4 anak calon
penghuni dapat pindah ke MIN 1 Palu karena
kelas tujuan mereka adalah kelas | & II).

1.
Tidak ada pungutan biaya 2. Tidak ada pungutan biaya pendaftaran
pendaftaran

< | Pemindahan siswa berpegaruh 3. Pemindahan siswa berpegaruh terhadap bantuan
terhadap bantuan  pendidikan pendidikan seperti : PKH, KIP, PIP. Oleh sebab
seperti : PKH, KIP, PIP. Oleh itu, DAPODIK dari sekolah asal dan tujuan
sebab itu, DAPODIK dari sekolah harus diselesaikan secara baik

asal dan tujuan harus diselesaikan
secara baik

Z3 Bagi siswa kelas VI SD, 11l SMP, 4. Tidak menerima siswa pindahan kelas V1 karena
I11 SMA tidak bisa pindah sekolah sudah terdata dalam EMIS (DAPODIK

karena sudah terdata dalam Madrasah) dan Kartu Ujian Nasional

DAPODIK dan Kartu Ujian

Nasional

Sumber : Qlahan Data Primer, 2020
Terkait' dengan pengurusan Surat pindah administrasi kependudukan, pemerintah

Keluarahan Duyu ‘akan mengupayakan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu
mengadakan pelayanan perpindahan penduduk di lokasi huntap setelah penghunian. Pada bulan
Januari 2021 Lurah Duyu sudah berkomunikasi dengan Disdukcapil Kota Palu untuk membuat
rencana perpindahan administrasi kependudukan. Tahap pertama yang harus dilakukan bagi WTB
yang akan menghuni Huntap Duyu harus membawa surat pindah kependudukan dari Kelurahan
asal. Dokumen surat pengantar dan kelengkapan administrasi kependudukan disampaikan ke pihak
kelurahan Duyu. Pada proses pengumpulan dokumen bisa dilakukan secara kolektif. Ketika syarat
adminstratif perpindahan penduduk WTB sudah terkumpul semua, maka pihak Kelurahan Duyu
akan mengundang Disdukcapil Kota Palu untuk mengadakan pelayanan di Kawasan Huntap Duyu.

Proses ini bisa dilakukan pasca penghunian sekitar bulan Juni 2021.
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7.2.  ldentifikasi Peluang Pengembangan Mata Pencaharian Calon Penghuni

Warga terdampak bencana yang akan tinggal di Huntap Duyu sudah meangkap peluang
pengembangan mata pencaharian ketika akan pindah ke huntap. Pilihan mendirikan kios dan
berdagang adalah yang paling banyak diajukan oleh WTB. Menilik dari data BPS Kecamatan
Tatanga dalam Angka 2020, di Kelurahan Duyu terdapat 173 warung kelontong, 73 kios/toko, 20
jumlah warung yang menyediakan makan dan kedai makan ada 7 buah. Pilihan warga calon
penghuni Huntap Duyu yang akan membuka kios di huntap menjadikan persaingan untuk
mendapatkan pelanggan menjadi bertambah. Kondisi ini harus dilihat dan ditelaah lebih dalam
ketika merumuskan identifikasi peluang yang cocok agar memiliki daya ungkit untuk
meningkatkan pendapatan di huntap. Ketertarikan calon penghuni huntap untuk membuat
kios/toko kelontong, berdagang di lokasi huntap didorong oleh besaran penghasilan dan
pengeluaran yang ada dalam kajian sensus ekonomi. Uang yang berputar di lokasi huntap dianggap
cukup besar sehingga memberikan peluang usaha untuk berdagang. Bagi warga yang akan
berpindah pekerjaan ketika tinggal di huntap sudah memiliki arah dan pilihan mengenai pekerjaan
yagn akan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan.

Beberapa peluang usaha yang memungkinkan untuk pengembangan mata pencaharian di
lokasi huntap antara lain: Wiraswasta dengan membuka kios, bengkel, service barang — barang
elektronik, Buruh, Berternak / Budi Daya, Dagang, Kerajinan dan Jasa. Identifikasi peluang
pengembangan mata pencaharian yang cocok di lokasi huntap, dilaksanakan berdasarkan kajian
sosial-ekonomi, rembug warga, dan disepakati melalui forum konsultasi WTB. Pengembangan
ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran warga
terdampak bencana penghuni huntap kawasan Duyu. Tambahan biaya pengeluaran yang sudah
bisa dibayangkan adalah kebutuhan mengenai beban tagihan listrik, meter air bersih, iuran sampah

dan iuran sosial di hunian yang baru.

7.3.  Kiriteria dan Indikator Pemulihan Penghidupan

Rencana aksi pemulihan Pemerintah Daerah Kota Palu diarahkan untuk memberikan
peluang berusaha bagi pengembangan ekonomi warga terdampak bencana di lokasi hunian tetap.
Membuka ruang-ruang usaha baru menjadi indikator keberhasilan dari intervensi terhadap
program pemulihan penghidupan warga. Parameter upah minimun regional (UMR) menjadi
indikator umum dalam pengembangan ekonomi warga. Di sisi kesehatan dan pendidikan, indikator

utama layanan dasar bisa diterima oleh WTB seperti sebelum bencana terjadi. Kemudahan
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pengurusan administratif perpindahan penduduk, perpindahan layanan pendidikan dan kesehatan

menjadi dukungan utama dalam proses rencana aksi pemulihan kehidupan WTB.

Tabel 24. Kriteria dan Indikator Penghidupan

NO KRITERIA INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN
1 Layanan Pendidikan dasar | Tersedianya sekolah yang bisa menampung siswa dari warga
terjangkau bagi WTB terdampak bencana, Proses perpindahan siswa dan bantuan

pendidikan dari sekolah asahke sekolah tujuan mudah dan tidak
berbelit. Dukungan UPFD Pendidikan dalam proses perpindahan

siswa. Jarak lokasi sekolah cukup dekat dari huntap.

2 Layanan Kesehatan dasar | WTB terlayani kebutuhan kesehatan dasar, lansia dan Balita serta
terpenuhi bagi WTB Ibu hamil“mendapatkan jangkauanlayanan kesehatan. Proses
perpindahan jaminan kesehatan di faskes lebih mudah. Terdapat

posyandu untuk balita dan lansia.

3 Perpindahan  Administrasi | Pemerintah‘Kelurahan membantu proses perpindahan adminduk.
Kependudukan mudah Disdukecapil memberikan layapan di lokasi huntap untuk

pengurusan perubahan adminduk

4 Ekonomi /Pendapatan Membuka peluan usaha bagi warga dan menciptakan iklim
persaingan,yang sehat di huntap. membuka peluang dan akses
secara terbuka bagi WTB ke lembaga keuangan dan lembaga
pelatihan yang ada. Menata ruang-ruang yang bisa digunakan

untuk kepentingan usaha di hunian tetap.

7.4.  Dukungan BantuanyPemerintah dan Non-Pemerintah

Dukungan Pemerintah“Kota Palu secara khusus untuk program pemulihan penghidupan
WTB Huntap Duyu secara khusus tidak ditemukan dalam RKA Tahun 2021. Penganggaran
program pemulihan penghidupan warga terdampak bencana sudah dianggarkan Pemkot Palu pada
tahun anggaran 2019 dan 2020. Pada proses rencana aksi pemulihan penghidupan WTB Huntap
Duyu, Bappeda Kota Palu akan mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan Huntap Duyu setelah
serah terima aset dilakukan. Hal ini karena Pemerintah Kota Palu secara administratif tidak/belum
bisa menganggarkan atau mengalokasikan anggaran atas aset yang tidak berada dalam

kewenangannya. Serah terima aset dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Palu masih
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menunggu selesainya masa kontrak kerja kontraktor secara keseluruhan. Direncanakan semester
kedua tahun anggaran 2021, serah terima aset bisa dilakukan. Perencanaan alokasi anggaran secara
khusus untuk Huntap Duyu akan diusulkan pada perubahan anggaran di semester ketiga. Terkait
dengan pemulihan layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan dan pemulihan
ekonomi warga akan dimasukkan dalam mata anggaran setiap dinas ataupun UPT yang berkaitan
sesuai dengan pengajuan dari WTB Huntap Duyu.

Dukungan pemulihan dan pengelolaan lingkungan hunian juga sudah dilakukan
komunikasi-komunikasi dengan lembaga maupun personal ;,oon pemerintah untuk membantu
dalam proses pemulihan. Salah satu yang dilakukan Pokmas Huntap Duyu adalah komunikasi
dengan pengelola TS3R di Kelurahan Silae untuk membantu dalam proses tata kelola persampahan
dan pengelolaan lingkungan di Huntap Duyu. Dukungan yang laimsedang terus diusahakan oleh
pokmas Huntap Duyu.

7.5. Rencana Aksi dan Skema Pemulihan Penghidupan

Rencana aksi dan skema pemulihan,penghidupan secara lebih detail akan disusun bersama
dengan pemerintah Kota Palu dan warga penghuni Huntap Duyu setelah serah terima aset
dilakukan. Skema pemulihangsebelum serah terima asetiakan menyesuaikan dengan anggaran dan
kegiatan yang dimilikifsetiap perangkat dinas<dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) di
Pemerintah Kota Palu. Reneana Aksi untuk bidang pendidikan dan kesehatan di level Unit
Pelaksana TingKat Dinas (UPTD) telahdisepakati bersama antara perwakilan pokmas Huntap
Duyu dengan Puskesmas. dan UPTED Pendidikan. Pembentukan kelembagaan dan proses
perubahan administrasi kependudukan sudah disepakat dengan Lurah Kelurahan Duyu dan akan
secara intensif dikonsultasikan kepada dinas terkait di pemerintah Kota Palu. Perpindahan
administrasi kependudukan, tidak /merubah hak mendapatkan jaminan sosial (PKH, KIP, KIS) dari
pemerintah pusat karena data penerima bantuan telah tertabulasi secara nasional, sehingga setelah
perpindahan penduduk selanjutnya warga yang bersangkutan akan mengurus perpindahan lokasi
penerimaan pada operator pemberi bantuan sosial.
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Tabel berikut adalah rencana aksi dan skema pemulihan yang direncanakan akan diterapkan di

Huntap Duyu bagi warga terdampak bencana.

Tabel 25. Rencana Aksi dan Skema Pemulihan
No Skema Pemulihan Target Waktu Indikator
Penghidupan

1 Pelatihan  operasionalisasi | OSP, MNC, TMC | April 2021 WTB mengetahui bagaimana
dan Maintenance Hunian dan Pemerintah operasionalisasi dan perawatan dari
tetap, kelisitrikan, IPAL, Kota Palu investasi  yang  diberikan  dari
drainase dll pemerintah

2 Perpindahan  administrasi | WTB dan Lurah Mei - Juni2021 Hak keperdataan WTB sesuai dengan
kependudukan Duyu, Disdukcapil domisili. (KK dan KTP)

Kota Palu Jaminan sosial yang didapatkan WTB
berlanjut di lokasi huntap

3 Perpindahan sekolah bagi | UPTD Pendidikan ¢} Tahu Ajaran Baru Siswa yang pindah mendapatkan
peserta didik 2021/2 sekolah sesuai yang diinginkan.

Jaminanmypendidikan masih didapatkan
WTB

4 | Penyediaan layanan Puskesmas Mulai Me2021 Warga Huntap Duyu terlayani di
kesehatan di huntap dan Sangurara puskesmas, jaminan kesehatan berlaku
puskesmas bagi WTB Duyu di puskesmas. Ada tempat untuk

posyandu.

5 | Pembentukan kelembagaan Lurah Duyu Mei 2021 Terbentuk susunan pengurus RT di
Rukun Tangga Huntap Duyu

6 Pembahasan rencana Lurah Duyu, Mei-Juni 2021 Huntap Duyu memiliki rencana
penataan permukiman<| »Fasilitator, Huntap pengembangan permukiman yang
Huntap Duyu<serta aturan lebih tertata dan bertahap. Menghindari
bersama kekumuhan.

Huntap Duyu memiliki aturan bersama

7 Pembahasan Rencana | BPBD Kota Palu | Juli 2021 Disaster Management Plan Huntap
pelatihan tanggap bencana Duyu dan Kelurahan Duyu
(gempa, kebakaran, banjir,
longsor dll)

8 | Pembahasan rencana | Pemerintah Kota Juli 2021 Skema pemulihan ekonomi warga
pemulihan ekonomi warga | Palu Huntap Duyu, dukungan program dan
Huntap Duyu. pembiayaan, dukungan dinas dan

lembaga non pemerintah.

9. | Pembahasan rencana | Dinas Juli 2021 Skema Pendampingan dan pemulihan
pemulihan  untuk  kaum | Pemberdayaan kondisi sosial di lokasi Huntap Duyu
perempuan, anak, rentan, | perempuan dan

difabel dan lansia

perlindungan anak
Kota Palu
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No

Skema Pemulihan
Penghidupan

Target Waktu

Indikator

10 | Rencana Serah terima Aset | Kementerian PUPR | Juli 2021 Aset bersama dikelola oleh Pemkot
dari Kementerian PUPR ke Palu
Pemkot Palu

10 | Pembahasan rencana | Dinas PU  dan | Juli 2021 Mekanisme pengelolaan aset PSU dan
pengelolaan aset bersama | perkim Kota Palu, Infrastruktur dan tata kelola untuk
dan rencana pembiayaan | Lurah Duyu dan menunjang sustainability.
untuk PSU dan Infrastruktur | WTB Huntap Duyu

11 | Pembahasan rencana | Dinas Perkim, DLH | Agustus 2021 Tata kelola persampahan di Huntap
pengelolaan sampah TPS3R | dan TPS3R Silae Duyu
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BAB VIII
KETERBUKAAN INFORMASI
(INFORMATION DISCLOSURE)

8.1.  Prinsip dan Jenis Informasi yang akan Diungkapkan Kepada Public

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga
masyarakat secara umum dan khususnya kepada warga terdampak bencana sebagai objek kegiatan
pemindahan/relokasi. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas,
transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasidktif warga dalam setiap proses dan
tahapan pemindahan/relokasi. Keterbukaaan informasi publik merujuk pada Undang-undang No.
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi“Publik; untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kementerian PURR mengacu pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia N@x, 15 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Layananan Informasi Publik. PemerintahProvinsi Sulawesi,Tengah menerbitan
Perda No. 33 Tahun 2012 tentang Pedeman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengahydan“diperkuat dengan Perda Sulawesi Tengah No. 3
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan ‘Kemunikasi hdan [nformatika sebagai acuan bagi
penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik diarahkan dalam rangka
menjamin hak masyarakat atas,akses informasi yang profesional.

Pada goroses rehabilitast dan rekonstruksitpasca bencana di Sulawesi Tengah, jenis
informasi yang, diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan
mengenai proses identifikasi warga terdampak bencana, progres pembangunan hunian, rencana
pemindahan dan skema,pemulihan kehidupan warga di lokasi hunian tetap. Jenis informasi yang
diungkap ke masyarakat'seeara luas adalah:

1. Dasar hukum dan kebijakan relokasi warga terdampak bencana
Aturan dan kebijakan mengenai keberhakan warga terdampak bencana

Tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga terdampak bencana

Informasi mengenai pananganan penghidupan pasca penghunian huntap,

2

3

4. Tahap pemindahan warga terdampak bencana,

5

6. Dokumen proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan,
;

Informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas

terhadap proses yang sedang berjalan.
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8.2.  Rencana Keterbukaan Informasi
Mekanisme keterbukaan informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi
Sulawesi Tengah disampaikan secara berjenjang terkait dengan kewenangan pusat/nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/kelurahan. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan
informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Inpres No 10
Tahun tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan
Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah terdampak lainnya. Penyampaian informasi
publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam
bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampaian informasi memanfaatkan sarana dan/atau
media elektronik dan non elektronik.
Mekanisme bagi masyarakat untuk bisa méndapatkan infarmasi adalah:
a. melalui saluran yang bisa diakses setiap waktu yaitu melalui:
I.  Website Kementerian PUPR https://sitaba. pu.qatidy/sitabaPaltf
ii.  Website Kota Palu https://palakota.go.id/

iii.  Poster dan papan pengumuman, di-kantor kelurahan/desa
iv.  Papan informasiJ/papan proyek'di,lokasi pembangunan,hunian
v.  Posko Fasiltator pendamping relokasidi huntap
vi.  Media sosialisasi,kalender dan materi sosialisasi yang dibagikan kepada masyarakat
vii.  Media Sosiaksebagal akun resmiPPemerintah Kota Palu

b. menghadirt pertemuan‘sosialisasi,xembuk, diskusi publik, uji publik, yang diselenggarakan di
setiap tingkatan secara berkala baik'seeara langsung maupun pertemuan daring.

c. melalui permohohan mengenai informasi-informasi yang khusus yang berjenjang sesuai
dengan kewenangan. masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dinas dan
Organisasi Perangkat Dinas.

d. Permintaan informasi yang dikelola oleh Tim CERC — NMC dan OSP, dapat disampaikan
melalui https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/, pesan teks/whatsapp ke nomor HP: 0817148048,

ataupun surat elektronik via email pim.cerc@gmail.com. Permintaan informasi yang masuk

melalui aplikasi, akan diteruskan oleh operator kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Dinas dan OPD yang sesuai dengan substansi permintaan informasi yang diajukan.
Jangka waktu pemberian informasi adalah 10 hari setelah permintaan informasi masuk ke

aplikasi.
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Tabel 26. Pelaksanaan dan Rencana Keterbukaan Informasi publik

Bisa
diakses

No Jenis informasi
Saluran / tempat informasi

Penanggungjawab

mulai

Inpres No 10 Tahun

2018 Setkab RI 2018 https://jdih.setkab.go.id/
e | e
' . | Provinsi Sulawesi 2019 https://jdih.sultengprov.go.id/
Rehab Rekon Sulawesi Tenqah
Tengah g
Informasi syarat | BPBD Kota Palu Kantor Kelurahan lokasi warga,
dokumen keberhakan &
. . 2019 BPBD Kota Palu
sebagai WTB Pemerintah hitos://palukota.ao. id/
Kelurahan pe-p 0.
Informasi data calon | BPBD Kota Palu
\t;\ézgjrl]a terdampak ll; elz];:;:]ah Méret Kantor Kelurahan lokasi warga,
’ MNC — OSP - Fasilitator PUPR
Fasilitator Huntap 2020 ) L
. https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/
Kementerian
PUPR
Informasi data ealon .
. . A Kelurahan lokasi WTB & BPBD
penerima huntap“dari | BPBD Kota Palu gg;:)us elurahan lio?ZIPalu &
SK Wali Kota Palu
Informasi®  mengenai [“Fasilitator Huntap
rencana  pemindahan Dirjen Januari Posko Fasilitator Huntap Duyu
WTB Huntap Duyu Perumahan, 2021 Kantor Bapeda Kota Palu
BPBD Kota Palu
Ir]for'mas'l mengenai Fa5|I|tat.o.r Huntap . Kantor BPBD Kota Palu
finalisasi data “calon Dirjen Januari Posko Fasilitator Huntan DUV
penerima Huntap Duyu Perumahan, 2021 p LUy
BPBD Kota Palu
Informasi  mengenai
Hak dan Kewajiban Pemkot Palu, Februari Kantor Bapeda Kota Palu,
WTB penghuni Huntap | fasilitator PUPR 2021 BPBD Kota Palu
Duyu
Informas_l SK Fasmtat_o_r Huntap _ Kantor BPBD Kota Palu
Penghunian  Huntap Dirjen Februari Posko Fasilitator Huntap DUV
Duyu Perumahan, 2021 POy

BPBD Kota Palu
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No Jenis informasi Bisa

Penanggungjawab | diakses Saluran / tempat informasi
mulai
10 | Informasi Rencana

p_emullhan, penataan Pemkot Palu dan )

lingkungan, Fasilitator Hunta April — Kantor Bapeda Kota Palu

pembentukan . P Juni 2021 | Posko Fasilitator Huntap Duyu
Dirjen Perumahan

kelembagaan Huntap

Duyu

11 | Informasi  mengenai
Sumber  Pembiayaan

Rehabilitasi dan Word Bank Juni 2019 https://www.worldbank.org
Rekontruksi  Sulawesi
Tengah
12 | Informasi  mengenai | Fasilitator Hu_ntap Kafiter BP2W Sulawesi 11 dan
rumah tahan gempa, dan Balai Agustus — . .
Satuan Kerja Penyediaan
proses, tahapan dan Pelaksanan Desember
. Perumahan Prov. Sulteng
progres pembangunan Penyediaan 2020 .
Posko Fasilitator Huntap Duyu
Huntap Duyu Perumahan
13 | Informasi  mengenai
hasil monitoring
masyarakat sipil SKP Ham September o
. https://monitoring.skp-ham.org/
terhadap pelaksanaan,| Sulawesi Tengah 2020 S 10riNg.Sxp d
rehab-rekenmsSulawesi
Tengah
14 | Informasi  mengenal
perkembangan Kementerian Agustus e o
rekonstruksi MSulawesi PUPR 2020 https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/
Tengah

8.3.  Media informasi
Keterbukaan informasi secara prinsip ditujukan kepada masyarakat umum, namun dalam
penyelenggaraan rehab-rekon pasca bencana tahun 2018 di Sulawesi Tengah, sarana informasi/
media akan dibedakan menjadi:
8.3.1. Media Informasi Kepada Warga Terdampak Bencana.

Intensitas komunikasi dan pemberian informasi benar dan terbuka kepada warga terdampak
bencana menjadi kunci keberhasilan tahapan pemindahan. Dalam konteks pandemi, strategi

fasilitasi dan pendampingan harus bergeser dari tatap muka berpindah ke aplikasi pesan. Proses
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penyampaian informasi kepada warga terdampak bencana dipilih menggunakan sarana aplikasi
whatapp grup 12 pokmas. Masing-masing pokmas juga memiliki kanal informasi berupa s
whatsaap grup masing-masing, total ada 13 grups whatsapp. Setiap informasi mengenai
perkembangan rencana pemindahan disampaikan melalui pesan teks di grup. Diskusi mengenai
topik tertentu dipandu oleh fasilitator yang sekaligus menjadi admin grup. Ketersampaian
informasi bisa dikontrol dan dicek oleh admin. Bagi yang tidak memilik hanphone maka ada
kewajiban anggota pokmas terdekat untuk berbagi informasi perkembangan penghunian.
Tanggungjawab ketersampaian dan penyerapan informasi kepada anggota pokmas menjadi
tanggungjawab semua, terutama pengurus pokmas. Tema-tema sosialisasi dan rembuk dishare
terlebih dahulu melalui grup, agar terjadi pembahasan-pembahasan terlebih dahulu. Sehingga
ketika dilakukan sosialiasi dan rembuk tatap muka; point-point pembahasan sudah terlebih dahulu
dipahami oleh warga terdampak bencana. ‘(Lembar balik juga digunakan untuk penjelasan
mengenai alur dan tahapan proses pemindahan warga terdampak bencana. Pertemuan dengan
warga terdampak bencana juga menghadirkan pemerintah Kota Palu untuk memberikan informasi
secara terbuka kepada warga. Fasilitator memiliki posko untuk kegiatan penyampaian informasi
dan menerima permintaan infermasi dari warga terdampak bencana.
8.3.2. Media InformastKepada Masyarakat Umum

Media sosial digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak
masyarakat yang lebihnluas. Halini karena hampir disemua wilayah lokasi calon hunian tetap ada
grup-grup warga sebagal media untuk saling berbagi informasi kepada warga lain seperti grup
facebook dan instagram info Kota, Palu dan, lain sebagainya. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan

Provinsi Sulawesi* Tengah menggunakan akun https://www.instagram.com/snvtpnpsulteng/.

Pemerintah Kota Palu ysecara Interaktif membagi informasi mengenai perkembangan
pembangunan hunian tetapsecara umum mengenai isu rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu
dalam forum Libu Ntodea yang disiarkan secara langsung dengan kanal media sosial facebook

https://www.facebook.com/bappeda.Palukota. Kementerian  PUPR  merancang  web

https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/ sebagai ruang sharing informasi perkembangan rehabilitasi dan

rekostruksi Sulawesi Tengah dan pengaduan warga.
Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi
dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. SKP HAM

melakukan monitoring terhadap proses pembangunan huntap hingga periode September 2020.

89


https://www.instagram.com/snvtpnpsulteng/
https://www.facebook.com/bappeda.palukota
https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

Informasi mengenai hasil monitoring dan dokumen-dokumen penyerta lebih mudah diakses secara

bebas melalui kanal https://monitoring.skp-ham.org/. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung

dalam Sulteng Bergerak membuat kanal https://www.sultengbergerak.org/ yang secara eksplisit

memberikan informasi mengenai perkembangan proses pemindahan dari sudut pandang
masyarakat sipil. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarkat sipil ini mendorong partisipasi
publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-
proses pembangunan dan relokasi warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

8.4. Mekanisme Komunikasi antara WTB Huntap Duyu dengan Lembaga dan Instansi
Pemerintah Daerah Pasca Huni.

Proses pasca huni, dimulai sejak prosesi serah térima kunci ke warga terdampak bencana,
tanggungjawab kelengkapan hunian sudah mulai feérgeser menjadi tangungjawab WTB. Proses
serah terima hunian secara resmi dari Pemerintah Kota Palu kepada WTB Huntap Duyu, masih
menunggu dilakukannya proses serah terima aset dari Kementerian PUPR Kepada Pemerintah Kota
Palu. Proses serah terima ini memerjikan tahapan dandwaktu yang cukup“panjang. Pada tahap
pasca huni sebelum adanya kelembagaanresminyang menaungi warga terdampak bencana Huntap
Duyu, komunikasi dijembatani oleh Fasilitator ‘Huntap Duyus, Fasilitator Huntap Duyu telah
membuka posko informasi di salah,satu hunian tetap yangymasih kosong sejak sebelum serah
terima kunci. Fasilitator, Huntap | memegang kendali distribusi informasi dua arah dari
Kementerian/Lembaga dan instansi Pemerintah Kota Palu kepada warga penghuni Huntap Duyu.
Kontraktor dan PPK Huntap, PPKAIr Bersii;"PPK infrastruktur, masing-masing menunjuk satu

orang yang siapsedia dihubungiketika:ada permasalahan di hunian tetap Duyu.

Menilik dari laporan posko informasi Huntap Duyu selama pasca proses serah terima
kunci, permintaan informasi dari warga terdampak bencana sangat terkait dengan kondisi
kelengkapan unit hunian tetap. Fasilitator membuka ruang konsultasi untuk pengembangan rumah
hunian tetap, terutama untuk penambahan dapur. Update perkembangan penghunian dilaporkan
perminggu kepada Pemerintah Kota Palu dan Kementerian PUPR melalui Dirjen Penyediaan
Perumahan. Komunikasi fasilitator huntap dengan Pemerintah Kelurahan Duyu dilakukan intensif
setiap ada permasalahan yang terjadi. Lokasi kantor Keluarahan Duyu cukup dekat dengan lokasi
Huntap Duyu. Perkembangan informasi mengenai tahapan-tahapan pembentukan kelembagaan
masyarakat, informasi tentang proses pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan,

pendidikan, sosialiasi mengenai program pemerintah kota diinformasikan Pemerintah Kelurahan
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Duyu kepada fasilitator huntap. Fasilitator huntap akan mendistribusikan informasi tersebut
kepada warga penghunin huntap melalui whatsapp grups yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada tahap selanjutnya, peran fasilitator huntap akan bergeser, proses akan berlangsung
simultan antara pembentukan kelembagaan masyarkat Huntap Duyu dengan proses serah terima
aset dari Kementerian ke pemerintah Kota Palu. Ketika kelembagaan RT/RW sudah terbentuk
secara resmi, maka serah terima aset pengelolaan prasarana sarana utilitas umum dan infrastruktur
akan dilakukan antara Pemerintah Kota Palu kepada kelembagaan formal yang ada di hunian tetap
Duyu. Pemerintah Kelurahan bisa secara langsung melakukan, komunikasi kepada RT/RW yang

sudah ada di hunian tetap.
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BAB IX
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun
ketidakpuasan terhadap implementasi program relokasi permukiman berbasis komunitas. Terlepas
dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya
timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
c. Pendekatan yang keliru;

d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari'wargaimasyarakat.

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan rencana relokasi serta memastikan mekanisme dapat diakses dan
handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu.
Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat
mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga atau penerima
manfaat. Mekanisme penanganan pengaduan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan
menjadi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi
pemindahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan “Pengadu mempunyai hak
untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara”.

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip kemudahan,
komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, objektif, korektif
dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang
dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan
dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan
prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat

diakses di tautan https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

(PPM) Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palu akan menampilkan data,
informasi dan pengaduan secara terpusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah tahun 2018.
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Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PI1M) terdiri dari penanggung jawab konten dan
isi halaman website SITABA, Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam bekerja
dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan fasilitator di lapangan yang
selalu berkoordinasi ketika terdapat pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan
distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah agar pengaduan yang masuk bisa

diselesaikan dengan cepat.

9.1 Skema Penyampaian Pengaduan dan Penanggungjawab.

Dalam proses pemindahan warga penghuni huntap, penyampaian pengaduan dari masyarakat
dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator huntap Kementerian PUPR, berjenjang dari
pemerintah desa ke Pemerintah Kota Palu maupun melalui media telepon, whatsapp, dan email.
Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui, aplikasi SITABA (Sistem
Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola’ eleh Kementerian PUPR di laman website

https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu  yang selanjutnyay, akan disampaikan/diteruskan kepada

pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator-akan, diinput'melalui google form pengaduan dan
penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui form tersebut, tenaga
ahli pengaduan dan penanganan pengaduan ‘masyarakat di“Tim OSP Bridging dan National
Management Consultant (NMC) akangmengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan
persetujuan kepada asisten,management data (@smandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut
ke SITABA Pengaduan yang sudah‘masuk dalam SITABA akan didistribusikan sesuai dengan
skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian
pengaduan oleh Koordinator PIMdi National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau
secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media massa,
media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan yang masuk. Pengaduan akan di input dalam

google form pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam SITABA.
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Gambar 21. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)
TIM BRIDGING

Masyarakat Mengadu Melalui . | I

beberapa media

Pengaduan langsung, telphon, What=app, .n

u WTB, WTP, Masyarakat Umum

Diterima Dleh-ai:ré;ataﬁ Fasilitator, -

Tenaga Ahli PPM [ FIC)
y P el EP PP

Web SITABA

Asmandat

D Approve Dari TAPPM

Record GForm
Input PPM Ke SITABA Oleh Asmandat

9.2 Saluran Pengaduanfdan Publikasi Saluran Pengaduan Kepada WTB.

Media penyampaianypengaduan dan proses penanganan masalah dapat melalui saluran
telepon, whatsapp, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses
masyarakat, A&hususnya W B calon penghuniyhuntap. Saluran pengaduan bisa disampaikan
melalui :

Kontak Pengaduan

A. WA/SMS : +62 822 6005 1552

B. No. Pengaduan Sitaba =~ : 0817148048

C. Email : pim.cerc@gmail.com

D. Website pengaduan . https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

E. Pengaduan ke Walikota : https://www.laporwalikotapalu.com/
F. Hotline Pemkot Palu : (0451) 455565

G. Email : info@palukota.go.id

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial,

media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan
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untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di
kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang

dikelola oleh Pemerintah Kota Palu.

9.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut
Tenaga ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat akan melakukan proses penanganan
pengaduan yang sudah masuk di SITABA, dengan proses sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada pihak yang menangani
pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing;

2. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani, selanjutnya pengaduan
tersebut akan diproses terkait skema penyelesaianypermasalahan yang diadukan
berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;

3. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;

4. Memberikan konfirmasi kepada pengadu/pelaper mengenai uralan hasil akhir dari
penyelesaian aduan mereka dan“jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong
kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebth dari 1 bulan, maka pengadu akan
diberikan informasi dalamysetiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam
sistem PIM Sitaba dengan adanya “perbedaan warna untuk tahapan setiap proses
penyelesaian aduan);

5. Semud aduan yg masuk ke dalam PIMhSITABA akan direkap menjadi laporan bulanan
PIM*yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada
PemerintahhDaerah, Project Management Unit (PMU) dan Word Bank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management
pengelolaan kegiatan pemindahan meliputi kelengkapan administrasi calon penghuni huntap,
sikap dan prilaku pengelola kegiatan, 2) Hak dan kewajiban warga terdampak bencana, 3) dampak
lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses pemulihan kehidupan. Berdasarkan sifat dan lingkup
pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur,
2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian forje majeur, 6)
pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah keperdataan.

Klasifikasi pengaduan dibedakan berdasarkan sifat pengaduan yang terdiri dari pengaduan

informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan
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yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses
penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja
terhitung dari pengaduan diterima di SITABA ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang
bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan
langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar
mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses
penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari
kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk atau diterima ke SITABA.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan hak warga terdampak bencana dan keperdataan,
maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkandengan cara non litigasi melalui konsultasi,
negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli#/Namun jika pengadu melakukan upaya-upaya
litigasi atau penyelesaian suatu sengketa, prases yang dihadapi akanwmelalui jalur pengadilan.
Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaianisengketaiketika upayamnon litigasi tidak bisa
dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-
pihak yang terkait dalam sengketa. Tim\Ahli PengelolaaniPengaduan akan memantau proses
litigasi yang terjadi dan akangmelakukan‘perumusan rencana‘aksi bersama dengan pemerintah
daerah agar proses rehapilitasi dan‘rekonstruksibisa terus berjalan dengan berbagai kemungkinan
terhadap keputusan hakim'terhadap sengketa yang\diadukan penggugat.

Gambar_ 22."Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)
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BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan
kegiatan pemindahan warga terdampak bencana ke Huntap Duyu. Proses pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan pemindahan dan tahap pasca
pemindahan. Pemerintah Kota Palu didukung oleh OSP Bridging, TMC dan NMC dan Tim
Fasilitator akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap proses perencanan dan
pelaksanaan sesuai dengan tahapan perencanaan pemindahan, yang sudah disepakati bersama
dengan warga calon penghuni Huntap Duyu.

Pemerintah Kota Palu menerbitkan SK Wali Kota Palu'No. 650/801/DPRP/2019 tentang
Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman KembaliyProgram Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam“diyKota Palu. Kelompok, kerja terdiri dari Tim
Pengarah, Tim Pelaksana dan Keskretariatan. Tim, Pelaksana terdiri ‘dari Kelompok Kerja
Pengadaan Tanah dan Pemukiman ‘Kembali, Kelompok Hubungan Masyarakat Penanganan
Pengaduan dan Publikasi, Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dan
Sekretariat. Dalam SK tersebut dijelaskan‘bahwa salah'satu tugas dan fungsi Kelompok Kerja
adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan selurtfrangkaian kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di Kota Palu. Kegiatan'pemantauan; evaluasi dan pelaporan dilakukan minimal tiga
bulan sekali dan dilaporkan kepada WaliketasRalu'dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme, kegiatan pelaporan,“evaluasi dan pelaporan Pokja Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali. Pemerintah Kota Palu dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan
yang bersifat insidental ‘untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan
berdasarkan kewenangan anggota Pokja. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19
pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan
secara daring setiap tiga bulan sekali. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan
pertemuan langsung, pertemuan dapat diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya
melibatkan instansi yang bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan
permasalahan di lapangan. Pada proses-proses sosialisasi, rembuk, dan proses pemindahan,
Pemerintah Kota Palu hadir untuk melakukan pemantauan dan memberikan evaluasi setelah

pelaksanan kegiatan.
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Tabel

27. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Pemindahan

Kegiatan Indikator Pemantauan Anggaran
Agustus 2021 Penetapan WTB | Data WTB Calon Penerima | BPBD Kota | APBD Kota
Calon Penghuni Huntap Kawasan Palu Palu
Huntap
September 2021 | Pemantauan WTB mendapatkan Bappeda APBD Kota
pelaksanaan Sosialiasi dan terlibat Kota Palu Palu
Sosialisasi, dan | dalam proses rembuk
Rembuk WTB penghunian
Oktober 2021 Kriteria WTB berhak'mendapatkan | BPBD Kota | APBD Kota
keberhakan WTB | Huntap sesuai dengan SK, | Palu Palu
Keberhakan Gubernur
Oktober 2021 Penentuan Persil o | Penentuan-persil huntap BPBD & APBD Kota
huntap bagi WTB | secara partisipatif, dan Bappeda Palu
mempertimbangkan
kelompok rentan
Desember 2021 Sanding Data Kelengkapan berkasWTB | BPBD Kota | APBD Kota
Keberhakan dari| | dan kesiapan jumlah unit Palu Palu
SK WTB Duyu hunian tetap
Januari 2021 Pengecekan Kelengkapan unit hunian, BPBD, APBD Kota
kondisi kesiapan “ WKeberfungsian Prasarana Dinas Palu
hunian tetap saranan utilitas umum dan | Perkimtan
untuk penghunian | infrastruktur untuk Kota Palu
Tahap,pertama pemindahan Tahap | 108
unit
Februari 2021 Proses Perbaikan unit, PSU dan BPBD Kota | APBD Kota
pemindahan infrastruktur Palu Palu
Tahap | (105
WTB) Pernyataan hak dan
kewajiban WTB
Maret 2021 Pemantauan Penghuni huntap mulai BPBD, APBD Kota
Penghunian dan tinggal dan menetap di Dinas Palu
pengaduan huntap, progres
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Huntap Duyu

penduduk terpenuhi
Program Pemulihan
Penghidupan Warga di
Huntap Duyu terlaksana

Kesejahteraan warga
meningkat.

Kegiatan Indikator Pemantauan Anggaran
penghunian pengembangan rumah, Perkimtan
Tahap | penyelesaian pengaduan Kota Palu
9 | April 2021 Pengecekan 122 | Keberfungsian sarana dan | BPBD, APBD Kota
unit Tahap 1 prasarana dasar Dinas Palu
Perkimtan
Kota Palu
10 | Mei 2021 Pemantauan Penghuni huntap mulai BPBD, APBD Kota
Penghunian dan | tinggal dan menetap di Dinas Palu
pengaduan huntap, progres Perkimtan
penghunian pengembang@an rumah, Kota Palu
Tahap Il penyelesaian pengaduan
11 | Juni 2021 Evaluasi Layanan,dasar;pendidikan { Bappeda APBD Kota
penghunian kesehatan, asministrasi Kota,Palu Palu
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10.1. Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk
mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah diantara Pokja (Tim Teknis) Pemkot
Palu, OSP Bridging, TMC dan NMC dan Tim Fasilitator Kementerian PUPR untuk menghindari
adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan
pelaporan dilaksanakan minimal sekali dalam 3 bulan, selama proses penyusunan RAP dan
pelaksanaan pemindahan dan pemulihan livelihood pasca penghunian. Evaluasi secara menyeluruh
dilakukan pada tengah tahun dan akhir tahun anggaran.

Proses pemantauan menekankan prinsip :

e Terpusat dan terpadu, artinya pelaksananpemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui
koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah kota, kelurahan, dan masyarakat

e Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanan dilakukan secaraterus menerus, rutin
sepanjang pelaksanaan pemidahan-dan pasca pemindahan agar segala kendala dan
keterbatasan segera teratasi

e Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar
menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pemindahan.

e partisipatifmyaitu semuaypelaku. program: dan stakeholder proses pemindahan warga
terdampak bencanan berpartisipasi aktifwdalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan. Pemantauan evaluast dan pelaporan

e Transparan.Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah
diakses oleh semua pihak

e Akurat. Informasi yang‘disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

10.2. Pemantauan dalam proses pemindahan/ relokasi

Pada proses pemindahan/relokasi pemantauan diarahkan agar proses pemindahan
berlangsung sesuai dengan target yang direncanan. Mulai dari proses rembuk penentuan waktu
perpindahan, tahapan permindahan dan penyusunan jadwal pemindahan. Pemantauan juga
diarahkan agar warga terdampak bencana yang masuk dalam kategori rentan bisa terfasilitasi pada
proses pemindahan. Indikator-indikator sudah dibuat dalam rencana aksi pemindahan di bab
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sebelumnya. Pemantauan dilakukan tergantung urgensi kegiatan dengan melakukan pengecekan
tahapan, kelengkapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses
pemindahan/relokasi
10.3. Pemantauan pasca pemindahan/ relokasi

Pemantauan pasca pemindahan/relokasi dilakukan di akhir tahun untuk mengukur tingkat
kepuasan warga, laki-laki dan perempuan terhadap proses pemindahan/relokasi. Pemantauan pasca
pemindahan diarahkan agar terjadi proses percepatan pemulihan penghidupan warga terdampak

bencana di Huntap Duyu. Pemantauan pengelolaan aset bersama yang digunakan warga terdampak

bencana dilakukan untuk menunjang keberlangsungan d ersedian prasarana, sarana utilitas

umum dan kemanfaatan infrastruktur terbangun.
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BAB XI
PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI
Bab ini menjelaskan khusus rencana pembiayaan kegiatan pemindahan dan tahapan

kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan untuk kegiatan setelah penghunian telah diuraikan secara
terstruktur pada Bab 7. Rencana kegiatan pemindahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Rencana Pembiayaan Kegiatan Pemindahan.

NO | Kegiatan Pemindahan ~ Besaran biaya instansi Tahun anggaran
1 Penyediaan transportasi untuk | Dimasukkan BPBD & dinas
pemlndahf_;m (sesua}l kebutuhan | dalam _bmya tekn|§ _ya}ng APBD 2021
menyesuaikan penjadwalan operasional memiliki armada
WTB) kendaraan dinas | operasional
2 Tenaga pemindahan barang SwadayaWTB | WTB -
dari rumah asal
3 Pelatihan OM (operasionalisast. | Paket Pelatihan | OSP Bridging APBN 2021/
dan maintenace) kepada WTB Anggaran
on location konsultan
4 Posko Informasi dan /Aduan BOPRP Tim Satuan Kerja APBN 2021
Huntap Duyu fasilitator Penyediaan
Perumahan Prov.
Sulteng
5 Dokumen serah terimakunci 5.000.000 BPBD Kota Palu APBD 2021
dan surat pernyataan
6 Doa bersamadan seremonial 15.000.000 Satker Penyediaan APBN 2021
serah terima kuneihhuntap Perumahan
kepada WTB Sulteng
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BAB XIlI
RINGKASAN RENCANA AKSI
KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disajikan ringkasan rencana aksi

kegiatan pemindahan huntap Kawasan Duyu sebagai berikut:

Kegiatan

Tabel 29. Rencana Aksi Kegiatan Pemindahan.

Target Kegiatan

Penanggungjawab
Kegiatan

Kesiapan Lahan dan Infrastruktur Huntap Kawasan Duyu.

Status

Kegiatan

Target Selesai

1 Penyiapan lahan Pelepasan HGB Lahan Gubernur Sulawesi Selesai -
pembangunan huntap | huntap Kawasan Duyu dan | Tengah dan,Pemkot
Kawasan Duyu penetapan dalam SK Palu.

Penlok.

2 Pembangunan unit Kesiapan bangunan unit PT. Wijaya Karya punit huntap | PSU (31 Maret
huntap, Prasarana huntap serta sarana dan Beton, Tbk. PT. [“ (selesai), 2021-
Sarana Utilitas umum, | prasarana infrastruktur Widya Rahmat | Prasarana adendum)
infrastruktur. pemukiman. Karya, RT. Hawila Sarana Infrastruktur

Subur Perkasa Utilitas (akhir kontrak
umum Mei 2021)
(95%),
infrastruktur
(91%)

Il. Identifikasi Data WTB Calon Penghuni Huntap Kawasan ‘Duyu

1 Finalisasi DataWATB | Diperaleh data 230 WTB | BPBD Kota Palu. selesai
Calon Penghuni final (SK Penghunian)

Huntap Duyu. sesuai jumlah unit huntap
dengan merujuk pada
KriteriaKeberhakan dalam
SK “Gubernur  nomor
360/034/BPBDG.ST/2019

2 Pelaksanaan  sensus | Diperoleh data dan | OSP dan Fasilitator selesai -
sosial ekonomi | informasi terkait dengan | PUPR
terhadap 230 WTB | data diri dan kondisi sosial-

Calon Penghuni | ekonomi  WTB  calon

Huntap Duyu.

penghuni Huntap Duyu.

Kajian Kebijakan dan Pr

insip Relokasi
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Kegiatan Target Kegiatan Penanggungjawab Status Target Selesai
Kegiatan Kegiatan
1 Melakukan kajian | Diperoleh kebijakan | OSP dan Pemda Selesai -
hukum yang relevan | hukum dan  peraturan | Kota Palu
dengan kegiatan | perundangan yang relevan
penghunian. sebagai rujukan dalam
kegiatan relokasi.
IV. Kajian Sosial dan Ekonomi terhadap WTB Calon Penghuni Huntap Duyu.
1 Pemetaan karakteristik | Memperoleh  data dan | OSP dan fasilitator selesai -
sosial-ekonomi WTB | informasi terkait kondisi | PUPR
Huntap Duyu. sosial-ekonomi WTB calon
penghuni Huntap Duyu
2 Analisa/kajian sosial- | Hasil kajian sosial- | QSP " dan, Pemda selesai -
ekonomi WTB Huntap | ekonomi dijadikan dasaraKota Palu
Duyu dalam menyusun skema
penghunian dan kegiatan
pemulihan pasca huni.
V. Tahapan Kegiatan Pemindahan
1 Pelaksanaan WTB calon® penghuni | OSP dan fasilitator | Selesai -
sosialisasi dan rembug | Huntap Duyu memperoleh | PUPR
warga. informasi  dan “edukasi
tentang Kegiatan
penghunian, mitigasi
bencana, RITG, serta
pembentukan pokmas.
(telah dilaksanakan 14 kali
sosialisasi, 8, kali rembug
dan*“telah ‘terbentuk 12
pokmas)
2 Pemilihan Blok dan Setiap WITB memilih blok | OSP, Pihak | Selesai -
Persil Huntap. huntap  ‘melalui  hasil | Kelurahan dan
musyawara dan | fasilitator PUPR
kesepakatan bersama
dengan memberikan
prioritas kepada lansia dan
kaum difabel.
3 Penyusunan rencana | Diperoleh kesepakatan | Ketua pokmas, OSP | selesai -
pemindahan. bersama seluruh Pokmas | dan fasilitator
terkait dengan skema dan | PUPR.
kegiatan penghunian yang
akan dilakukan.
VI. Kajian Komunitas Setempat.
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Kegiatan Target Kegiatan Penanggungjawab Status Target Selesai
Kegiatan Kegiatan
1 Menjaring aspirasi | Diperoleh aspirasi | Ketua pokmas, | Selesai -
komunitas setempat masyarakat melalui | Lembaga Adat,
kegiatan rembug dan | Tokoh Masyarakat,
workshop sebagai dasar | OSP dan fasilitator
dalam perumusan kegiatan | PUPR.
pasca penghunian dan
pengelolaan fasilitas
secara bersama.
VI1I. Rencana Pemulihan Calon Penghuni
1 Penilaian Kebutuhan | Dapat disajikan data dan | OSP dan, fasilitator Selesai -
Penghidupan bagi | informasi terkait | PUPR.
WTB. kebutuhan calon penghuni
huntap dari aspek eknomi,
kesahatan dan pendidikan
sebagai  acuan  untuk
permintaan dukungan
kegiatan dan anggaran dari
pemda setempat.
2 Identifikasi  peluang | Disajikan data dan |POSP dan fasilitator Selesai -
pengembangan mata | informasimterkait peluang | PUPR.
pencaharian calon | péngembangan mata
penghuni pencaharian \WTB pasca
penghunian.
3 Mengidentifikasi Memperoleh informasi dan| OSP, fasilitator Selesai -
dukungan bantuan'dari | rencana anggaran pemkot, | PUPR dan Pemkot
pemerintah dam, non- | Palu yang dapat’| Palu.
pemerintah distribusikan untuk
mendukung kegiatan
penghunian.
4 Menyusun rencana | Tersusunnya item kegiatan | Pemerintah  Kota Selesai -
aksi skema pemulihan | secara, sterstruktur dalam | Palu bersama OSP
penghidupan. tahapan pemulihan pasca | dan fasilitator
penghunian. PUPR.
VI, Keterbukaan Informasi
1 Menjelaskan informasi | Terurai skema keterbukaan | OSP dan fasilitator | Terus Hingga project
yang akan | informasi, jenis informasi | PUPR, pemerintah | dilakukan selesai
diungkapkan kepada | yang dipublikasi dan media | Kota Palu Keterbukaa
public dan media | yang digunakan dalam n infrormasi

penyaluran informasi.

menyampaikan informasi.

IX. Mekanisme Penanganan Pengaduan
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Kegiatan

Penanggungjawab

Status
Kegiatan

Target Selesai

Target Kegiatan

Kegiatan

Menjelaskan  skema | Diuraikan skema | OSP dan fasilitator | Terus Hingga project
pengaduan,  saluran | penanganan pengaduan | PUPR, Pemerintah | dilakukan selesai
pengaduan serta | dan  tindaklanjut  serta | Kota Palu Penanganan
proses penanganan | menampilkan saluran pengaduan
pengaduan dan | pengaduan yang dapat
tindaklanjut. diakses oleh public.
. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Prinsip pelaksanan | Diperoleh skema dan uraian | OSP dan fasilitator | On progres | Hingga project

pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan

kegiatan pelaksanaan
pemanauan, evaluasi dan
mekansime pelaporan.

PUPR, .Pemerintah
Kota Palu

selesai
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B. Kabupaten Sigi seluas 362 Hg terletak di Kecamatan Sigi Biromaru
meliputi:

1. Desa Pombewe secluas 201,12 Ha;

2. Desa Oloboju 160,88 Ha;
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1.d  Penyampaian Daftar Calon Penghuni Huntap Duyu

PEMERINTAH KOTZ

BADAN PENANGGULANGAN B
Jalan Baruga No 12 - Palu Telp. 082271388880 K

Palu, 31 Agust

Nomor %0/ 725 . 8 ¥ Sepep / 200 Kepada Yth.
Lampiran : Calon Penghuni Hunt‘ap
Penhal  : Penyampaian Daftar di-

Calon Penghuni Huntap Duyu Tempat

Penghuni Huntap, maka bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal terkait

Calon Penghuni Huntap Duyu sebagai berikut :

1. Daftar Nama Calon Penghuni Huntap Duyu yang terdaftar sebanyak 327
warga .

2. Nama Calon Penghuni Huntap Duyu yang telah diverifikaasi dan di
validasi adalah nomor urut 1 sampai dengan 230 .

3. Nama Calon Penghuni Huntap Duyu dengan nomor urut 231 seterusnya
akan diverifikasi dan di validasi ulang dan akan ditempatkan jika masalah
ketersediaan lahan dan hunian telah tersedia.

Demikian Surat Penyampaian ini disampaikan untuk menjadi
perhatian
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Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan.

\Z.a Berita Acara Kesepakatan dan Daftar Workshop Duyu.
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BERITA ACARA
WORKSHOP AKSES PELAYANAN ADMINISTRASE
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2.b  Peta Persil Berdasarkan Pokmas dan Kelompok Rentan.

Site Plan Berdasarkan Pokmas
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Site Plan Berdasarkan Kelompok Retan.
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2. ¢ Dokumentasi Foto Kegiatan.

1. Sosialisasi Awal Huntap Duyu Zona 4 yang dilakukan di Baruga Kantor Kelurahan Balaroa
Pada Jumat, 21 Agustus 2020 Pukul 12.59 WITA sampai selesai.

A 1
=)

Tami. ! * Jal ;'i“'nrnba.t
A 1 ' £ .
enpt ! . [ I CantralStiaw
| Ay > | ngane
glian Muntap Duyu Zona 4. 8

118



Sosialisasi Awal Huntap Duyu kelompok masyarakat tavanjuka yang dilaksanakan di
Huntara NU Tavanjuka Pada Sabtu, 12 September 2020 Pukul 14.00 WITA sampai selesai.

2. Rembug awal Hunta mpok &odi yang dilaksanakan di TPA
milik Ibu Maryam p elasa, gustu

oy, 25 A

ugutt 202
S.SV\; 5:'64‘40'(). £ 116 %4400
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3. Rembug pemilihan Blok 12 Pokmas Calon Penerima Huntap Duyu pada Jumat, 9
Oktober 2020 Pukul 10.00 WITA

4. Mendampingi WT I rnya pengunduran diri dari Calon

penerima Hunta i huntap lain.
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5. FGD bersama WTB yang dilaksanakan di Baruga Kantor Kelurahan Balaroa pada Sabtu,
5 Desember 2020 Pukul 14 00 WITA sampai selesai.
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7. Wawancara bersama WTB Difable yang dilakukan di Kos-kosan WTB, Huntara, dan
Baruga Kantor Kelurahan Balaroa pada Sabtu, 5 Desember 2020 Pukul 11.00 WITA

sampai selesai.

8015 119.8447 4668668

.m_at!: alu Barat
- - Kota Palu

8. Wawancara bersama WTB lans g, dilakukan “di Kos-kosan WTB, Rumah WTB, Huntara
Pengawu dan Baruga Kantor kelurahan Ba a,pada 4 Desember 2020 Pukul 10.00 WITA sampai

selesai.
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9. Wawancara bersama Kepala Puskesmas Sangurara terkait Fasilitas kesehatan calon penerima
Huntap Duyu pada Selasa, 8 Desember 2020 Pukul 15.00 WITA sampai selesai.

Kota Palu

ulawesi Tengah
s ltitude:-44.5m

Speed:2.3km/hl
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11. Workshop Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kesehatan dan Pendidikan Bagi Warga
Relokasi Pascabencana di Kota Palu di laksanakan di Polibu Kantor Kelurahan Duyu Pada Kamis,
17 Desember 2020 Pukul 09:.00 WITA sampai selesai.
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12. Posko TIM Fasilitator Duyu BTN Palupi Puskud

PFOSKO FPASILITATOR
TIM A XOTA PALL

Palup
Tatangs
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Lampiran 3: Tahapan Finalisasi Bersama BPBD
RESUME
KOORDINASI DENGAN PIHAK BPBD
TERKAIT FINALISASI DATA HUNTAP DUYU
: Kamis, 26 November 2020
: Pertemuan dengan pihak BPBD yaitu Bpk Bambang membahas
tentang Finalisasi Data WTB Huntap Duyu, Sub TA SIM menjelaskan
bahwa data finalisasi Duyu telah dikumpulkan dan diverifikasi berkas-
berkas pendukungnya oleh fasilitator dengan cara door-to-door dan
didapatkanlah 225 nama-nama WTB €alon Penerima Huntap Duyu dan
masih kurang 5 nama lagi untuk target penghuni Huntap Duyu yaitu,
230 orang.
Bpk Bambang mengatakan,jika hanya 225 orangsaja yang memenuhi
syarat, itu sajatyang diproses terlebih dahulu dan kami akan melakukan
verifikasi tahap akhiriterhadap 225,nama-nama WTB Calon Penerima
Huntap. Duyu, warga akamy diundang oleh pihak BPBD untuk
menunjukkan, alamat terdampak bencana-nya dan akan dihimbau
untukkmembawa dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk,
Kartu Keluarga damSurat'Legalitas Lahan Aset Terdampak Banecana.
Proses Verifikasi akan‘dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Desember
2020.
: Rabu, 2 Desember2020
*Pertemuan dengan pihak BPBD (Bpk Bambang) membahas tentang
kepastian tindaklanjut verifikasi tahap akhir untuk 225 nama-nama
Calon Penerima Huntap Duyu yang pelaksanaannya tertunda. Dan
menanyakan kepastian pelaksanaan verifikasi tahap akhir yang akan
dilakukan oleh BPBD dan terkait Saran dari Bpk Issa (Kabid Rehabilitasi
dan Rekonstruksi) untuk memasukkan kembali 5 orang WTB yang telah
mengembalikan dana Stimulan ke data Finalisasi Calon Penerima
Huntap Duyu.
Bpk Bambang mengatakan Mohon maaf atas tertundanya proses

verifikasi tahap akhir ini, staff kami akan buatkan undangan untuk WTB
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Calon Penerima Huntap Duyu terlebih dahulu dan esok hari akan
diberikan ke pihak PUPR untuk disampaikan ke WTB terkait dan
pelaksanaannya dimulai pada hari Senin, 7 Desember 2020, pukul
09.00.Untuk tindaklanjut WTB yang mengembalikan Dana Stimulan
akan diproses setelah 225 WTB selesai verifikasi tahap akhir. Pihak
BPBD membutuhkan 3-4 orang tenaga lagi untuk diperbantukan dalam
proses verifikasi.

: Senin, 7 Desember 2020

: Proses verifikasi dimulai pada hafi senin, jam 9 pagi. Asmandat Kota
Palu datang ke kantor BPBDam 8.45 pagi untuk mengarahkan Tim
Geospasial dalam melakukan verifikasi terhadap WTB. Kantor BPBD
sudah dipenuhi WTB yang telah diundang..Operator Verifikasi berkas
dari pihak BPBD belum“datang, sementara WIB sudah menunggu
didalam kanter.»Sekitar jam<20.12 operator dari“pihak BPBD baru
datang, dan asmandatimemberi‘saran ke operator pihak BPBD untuk
mengajarkan tata. ecara verfikasi ke nlim Geospasial, setelah itu
dibukalah™ leket. Masing-masing mwarga membawa Kkelengkapan
dokumen seperti KTP," KK dan Dokumen Legalitas Lahan, proses
verifikasi dilakukanmeleh 5%operator dari Tim Geospasial dan 1 operator
dari pihak BPBD

: Senin; 14 Desember 2020

: Hasil dari proses verifikasi pihak BPBD, ditemukannya 3 WTB
Anemali. 2/WTB penerima Buddha Tzu Chi dan 1 WTB tidak mempunyai
asset terdampak. Jadi jumlah WTB Huntap Duyu kembali berkurang dari
225 menjadi 222 WTB.

: Jumat, 15 Januari 2021

: Pihak BPBD menghimbau untuk memasukkan 5 WTB yang telah
mengembalikan Stimulan ke Data Final Huntap Duyu, agar unit di
Huntap Duyu dapat terisi semua (230 unit). Asmandat Kota Palu
langsung  menghimbau ke teman-teman fasilitator  untuk
mengumpulkan Berita Acara Pengembalian Dana Stimulan ke WTB

terkait agar dapat dimasukkan di data Final Huntap Duyu
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: Senin, 18 Januari 2021
: 3 WTB tidak dapat ditemui untuk melakukan konfirmasi ke fasilitator
dan menyampaikan ke Asmandat untuk memasukkan 3 nama WTB tsb
ke dalam data final, agar dapat memenuhi jumlah unit Huntap Duyu
yang sudah terbangun sebanyak 230 unit.
: Rabu, 20 Januari 2021
: fasilitator telah mengumpulkan Berita Acara
Pengembalian Dana Stimulan dari WIB, dan melakukan konfirmasi ke
Asmandat untuk memasukkan 5 mnama tsb ke dalam data Final Huntap
Duyu. Adapun jumlah WTB Einalisasi, Huntap Duyu menjadi 230 dan
mengisi semua unit yg ada di lokasi.
: Jumat, 22 Januari 2021
: Fasilitator melakukan sosialisasi kepada 8 orang\WTB
tambahan Hdntap Duyu dan‘melakukan Rembug penentuan blok
hunian. Dan hasil dariypertemuanytersebut 8 WTB tambahan sudah

mendapatkan blok dan nomosr rumah, yaitu :

Bpk DedySyarifudin : Blok:30,Nomor 01
Bpk Ardiyanto : Blok 4M Nomor 05
Bpk Baharudin :Blok 4M Nomor 08
Bpk'Rinto : Blok 4M Nomor 19
Bpk Suwarno : Blok 4H Nomor 6

Bpk Suwartono : Blok 4L Nomor 14
[bu'Sumarni : Blok 30 Nomor 07
Bpk Randi Setiawan : Blok 30 Nomor 20

: Jumat, 5 Februari 2021
: Asmandat Kota Palu dan Sub TA SIM mengajukan 230 nama-

nama WTB Final Huntap Duyu ke Pihak BPBD, dan diterima oleh staff
BPBD dikarenakan Bpk Kepala Badan tidak ditempat. Asmandat dan
Sub TA SIM meminta Berita Acara Serah Terima Berkas sebagai bukti

bahwa Data Final Huntap Duyu telah diberikan.
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Lampiran 4 : Implementasi Penghunian Tahap-1
1. Rapat persiapan penghunian Huntap Duyu Tahap-1 (05 Februari 2021)

N
. - =y

.

2 ¥

2. Konsultasi dengan PPK IPAL huntap ang lingkup kegiatanypelatihan WTB Huntap
Duyu. (06 Februari 20201)

6 Feb 2021 21:02:12
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3. Rembug Persiapan Penghunian Tahap-1 Bersama Pengurus Pokmas (07 Februari 2021)
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13. Pengecekkan unit huntap bersama masing-masing WTB Tahap 1 (08 Februari 2021).
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11 Februari 2021).

St Tengos
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16. Penandatanganan surat kesepakatan perjanjian penghunian (15 Februari 2021)
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18. Penyerahann Kunci dan Perlengkapan Huntap (16 Februari 2021)
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Lampiran 5 : Pengecekkan PSU Tanggal 26 Maret 2021
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Lampiran 6 : Rencana Penghunian Tahap-2

Pelaksanaan kegiatan rembug rencana pemindahan Tahap-2 bersama warga calon penghuni
Huntap Duyu (03 — 06 April 2021).
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2. i ahap ke-2"bersama Kabalai BPPW, Kabalai Penyediaan
Perumaha yediaan F ahan, Pemda Kota Palu dan OSP Bridging (05 April
2021)
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3. Briefing tim fasilitator yang terlibat dalam proses pengecekan unit huntap dan serah terima
kunci (07 April 2021).
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